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Sambutan 
Direktur Eksekutif  
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 
 

 
 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan 

ridha-Nya kita dapat menyelesaikan Laporan Perkembangan 

Ekonomi Syariah Daerah 2019/2020. Sholawat serta salam 

senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.  

 

Ekonomi dan keuangan syariah dewasa ini mengalami perkembangan pesat baik dalam tataran 

global maupun nasional. Ekonomi syariah diprediksi terus tumbuh hingga USD 3,2 triliun pada 

tahun 2024, dan menjadi lahan investasi yang potensial bagi para investor. Investasi pada 

ekonomi syariah bahkan naik hingga 399 persen pada tahun 2018, dengan nilai USD 1,2 miliar. 

Tumbuhnya beberapa institusi ekonomi dan keuangan syariah di beberapa negara 

menegaskan hal ini.  

 

Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi penduduk Muslim 

terbesar di dunia (sekitar 240 juta jiwa), menyimpan potensi ekonomi syariah yang sangat 

besar. Dengan sumber daya alam yang melimpah serta sumber daya manusia yang terus 

meningkat kuantitas dan kualitasnya, Indonesia sesungguhnya telah memiliki modal yang besar 

untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan Syariah terkemuka dunia. Untuk mewujudkan hal 

ini tentu membutuhkan dukungan tidak hanya Pemerintah di tingkat Pusat namun juga 

Pemerintah di tingkat Provinsi/Daerah.  

 

Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019/2020 ini merupakan salah satu usaha 

KNEKS dalam melibatkan peran serta Pemerintah Provinsi/Daerah dalam usaha mempercepat, 

memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi syariah di berbagai Provinsi di 
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Indonesia. Sehingga hadirnya laporan ini diharapkan sebagai sebuah pendekatan dari atas ke 

bawah (top-down approach) dan pendekatan bawah ke atas (bottom-up approach) untuk 

mendorong peran serta Pemerintah Daerah/Provinsi dalam mengembangkan potensi lokal 

ekonomi dan keuangan Syariah sesuai kearifan lokal (local wisdom) pada daerah masing-

masing. Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019/2020 juga dapat dijadikan 

sebagai referensi atau benchmark kinerja Pemerintah Provinsi dalam hal pengembangan 

ekonomi dan keuangan Syariah. Diharapkan setiap provinsi lain di Indonesia dapat mencontoh 

dan menerapkan success-story pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di provinsi yang 

dimuat dalam laporan ini. Ke depan, dengan majunya pengembangan industri ekonomi dan 

keuangan syariah dari tingkat daerah/Provinsi diharapkan dapat memperkokoh ketahanan 

ekonomi nasional dan mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terdepan di 

dunia.  

 

Terima Kasih 

 

Wabillahitaufik Walhidayah 

²ŀǎǎŀƭŀƳǳΩŀƭŀƛƪǳƳ Warahmatullahi Wabarakaatuh 

 

 

 

Jakarta, November 2020 

Direktur Eksekutif KNEKS 

 

 

Ventje Rahardjo Soedigno 
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Kata pengantar 
Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah 
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 
 

 

!ǎǎŀƭŀƳǳΩŀƭŀƛƪǳƳ ²ŀǊŀƘƳŀǘǳƭƭŀƘƛ ²ŀōŀǊŀƪŀŀǘǳƘ 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT  karena 

atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah 

Daerah 2019/2020 ini dapat selesai dengan baik. Sholawat dan salam 

juga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang 

merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. 

 

Belakangan ini, perkembangan ekonomi syariah mendapatkan perhatian masyarakat global 

maupun nasional. Ekonomi syariah dipandang mampu menjadi sumber pertumbuhan baru 

ekonomi nasional serta mampu menjawab berbagai tantangan dalam dinamika perekonomian 

nasional. Menurut laporan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2019/2020, Indonesia 

menempati posisi 5 besar dunia dalam sektor Modest Fashion (No.3), Muslim Friendly Travel 

(No.4), dan Keuangan Syariah (No.5). Sementara peringkat Indonesia di Global Islamic Finance 

Report 2019/2020 mencapai posisi yang membanggakan pada peringkat 1 serta menempati 

peningkatan drastis di Global Islamic Economy Indicator 2019/2020 menempati peringkat 5. 

Prestasi Indonesia di pemeringkatan tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah dalam 

membentuk KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) sebagai upaya 

mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah 

dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan bentuk upaya serius 

pemerintah mengembangkan ekonomi syariah yang melibatkan semua pemangku 

kepentingan di Indonesia.  

 

Keunikan yang dimiliki sistem ekonomi syariah terletak pada nilai-nilai yang sejalan dengan 

kearifan lokal masyarakat Indonesia antara lain seperti keadilan, kejujuran, tolong menolong, 
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profesional, serta keberpihakan pada kelompok lemah. Kesamaan nilai-nilai tersebut 

mendorong keinginan diterapkannya sistem ekonomi syariah secara lebih menyeluruh di setiap 

aspek kehidupan masyarakat. Alhamdulillah Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 

2019/2020 ini dapat diselesaikan dan diharapkan ke depan dapat mendorong antusiasme dan 

semangat pengembangan Ekonomi Syariah mulai dari tingkat provinsi/daerah serta dapat 

memberikan informasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait potensi 

ekonomi Syariah di provinsi-provinsi tersebut. Seiring waktu, tumbuh harapan agar ekonomi 

syariah dapat lebih berperan mendorong pembangunan ekonomi nasional serta agar 

manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan inklusif oleh masyarakat Indonesia. 

 

Terima Kasih 

 

Wabillahitaufik Walhidayah 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

 

 

 

Jakarta, November 2020 

Direktur Infrastruktur Ekosistem Ekonomi Syariah 

 

 

 

 

Dr. Sutan Emir Hidayat 
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Pendahuluan 
 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar global, Indonesia berpotensi besar untuk 

mengembangkan ekonomi syariah yang dapat menjadi instrumen penting dalam mendongkrak 

perekonomian nasional. Ekonomi syariah tidak terbatas pada prinsip-prinsip Islam dalam 

sistem perekonomian namun juga berkaitan dengan sistem keuangan dan sektor riil. Sistem 

ekonomi syariah perlu menjadi roda penggerak ekonomi nasional yang inklusif serta 

berkelanjutan. Capaian ini tidak mudah untuk dilakukan tanpa melakukan kajian khusus, 

pemetaan, dan melakukan strategi bersama pemangku kepentingan terkait.  

 

Dengan jumlah populasi Muslim terbesar di Dunia yakni sebesar 232,5 juta jiwa atau mencapai 

87.18 persen, potensi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sejatinya sangat besar. 

Menurut Laporan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2019/2020, Indonesia menempati 

posisi 5 besar dunia dalam sektor Fesyen Muslim (No.3), Pariwisata Ramah Muslim (No.4), dan 

Keuangan Syariah (No.5). Namun, Indonesia sendiri saat ini belum mampu berperan sebagai 

produsen baik dalam sektor industri halal maupun dalam sektor keuangan syariah. Sehingga 

kedepannya, peluang untuk mengembangkan sektor-sektor di dalam ekonomi syariah  sangat 

besar yang kemudian dapat berdampak positif pada perekonomian nasional Indonesia. 

Diantaranya, pengembangan produk makanan-minuman halal, fesyen halal dan pariwisata 

ramah muslim yang yang merupakan sektor-sektor unggulan ekspor dan pendapatan devisa 

Indonesia, penguatan serta pemberdayaan sektor UMKM halal yang akan secara langsung 

memperkuat industri halal dan sejalan dengan ekspansi sektor pariwisata ramah muslim yang 

menjadi penopang neraca perdagangan jasa Indonesia.  

 

Pengembangan sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah ini potensinya telah 

dimiliki oleh beberapa provinsi/daerah di Indonesia. Faktor-faktor produksi yang melimpah 

seperti kekayaan sumber daya alam (SDA) serta meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber 

daya insani (SDI) menjadi modal besar pengembangan ekonomi Syariah di provinsi/daerah di 

Indonesia. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa prinsip-prinsip Ekonomi Syariah sendiri telah 

menyatu dengan kearifan lokal (local-wisdom) budaya dan adat istiadat masyarakat di 

Indonesia. Di berbagai daerah/provinsi terdapat banyak kearifan lokal di bidang ekonomi yang 
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telah diimplementasikan oleh masyarakat lokal secara turun temurun. Sebagai contoh dalam 

praktik pembagian hasil panen dengan istilah yang berbeda ditiap daerah di Indonesia seperti: 

memperduoi (Minangkabau), toyo (Minahasa), sawal/tesang (Sulawesi), maro/mertelu (Jawa 

Tengah), nengah/jejuron (Priangan). Dimana istilah-istilah tersebut bermakna perjanjian bagi 

hasil 1:1 artinya setengah untuk pemilik tanah dan setengah untuk penggarap dari total hasil 

bersih panen.  

 

Adanya Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019/2020 juga merupakan sebuah 

upaya pendekatan top-down dan bottom-up dalam mendorong Pemerintah Daerah/Provinsi 

serta meningkatkan peran serta seluruh stakeholders, pemangku kepentingan dan masyarakat 

dalam mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan Syariah di tingkat lokal atau daerah 

masing-masing. Selain itu Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019/2020 ini juga 

disusun sebagai suatu referensi pengembangan ekonomi syariah agar mampu memberikan 

kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada pengembangan ekonomi 

syariah di level daerah/provinsi. Melalui pemahaman yang utuh, identifikasi tantangan dan 

peluang yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi syariah di beberapa daerah/provinsi di 

Indonesia akan menjadi semakin terukur. Dengan mengetahui perkembangan informasi 

ekonomi Syariah di berbagai daerah/provinsi diharapkan dapat menjadi referensi (benchmark) 

kinerja Pemerintah Daerah/Provinsi dalam hal pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah 

di daerah/provinsi terkait. Sehingga dapat diambil langkah strategis oleh masing-masing 

Pemerintah Daerah/Provinsi dalam mengembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah 

daerah. Dewasa ini geliat ekonomi Syariah di berbagai daerah/provinsi juga semakin meningkat 

sehingga provinsi/daerah lain dapat mengambil pelajaran sukses (success-story) sehingga 

dapat diaplikasikan di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan kearifan lokal 

budaya di daerah tersebut.  

 

Namun kesuksesan (success-story) pembangunan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat 

Pemerintah Daerah/Provinsi ini juga sebaiknya disusun dalam sebuah publikasi yang dapat 

diakses oleh publik berupa laporan yang komprehensif yang mencakup aspek regulasi, data 

fundamental, praktik bisnis, tantangan, peluang investasi, dsb., pada sektor industri halal, 

keuangan syariah, keuangan mikro syariah, keuangan sosial syariah (zakat, infak, sedekah dan 

wakaf/ZISWAF), dan pendidikan ekonomi syariah serta pemberdayaan ekonomi pesantren. 

KNEKS memandang bahwa salah satu langkah strategis dalam mendukung proses percepatan 

pengembangan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia adalah melalui penyusunan 

informasi yang lengkap, padat dan komprehensif dalam dalam bentuk publikasi Laporan 

Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah di Indonesia. Hingga saat ini belum ada laporan 

perkembangan ekonomi Syariah yang memaparkan informasi tentang kebijakan, regulasi, 

rencana dan program-program yang terkait ekonomi Syariah yang dilakukan Pemerintah 

Daerah dan lembaga/institusi di daerah/provinsi tersebut. Beberapa informasi tersebut 

sebenarnya diperlukan oleh pengambil kebijakan (pimpinan dan pemerintah provinsi/daerah) 

dan pemangku kepentingan (praktisi, akademisi, investor dan masyarakat) dalam rangka 
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memajukan perkembangan ekonomi Syariah di provinsi/daerah terkait. Selain itu adanya 

Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2020 ini juga dapat membantu 

memberikan informasi strategis kepada potensial investor (baik investor dalam dan luar negeri) 

yang tertarik untuk berinvestasi di sektor ekonomi dan keuangan syariah pada provinsi/daerah 

terkait. 

 

1.2 Tujuan 
 

Adapun tujuan penyusunan Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019/2020 

adalah sebagai berikut:  

 

i. ¦ƴǘǳƪ ƳŜƴƎŜǘŀƘǳƛ ǇŜǊƪŜƳōŀƴƎŀƴ ǎŜƪǘƻǊπǎŜƪǘƻǊ ŜƪƻƴƻƳƛ Řŀƴ ƪŜǳŀƴƎŀƴ ǎȅŀǊƛŀƘ Řƛ 

ǘƛƴƎƪŀǘ tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ tǊƻǾƛƴǎƛκ5ŀŜǊŀƘ ƪƘǳǎǳǎƴȅŀ ǘŜǊƪŀƛǘ ŀǎǇŜƪ ǊŜƎǳƭŀǎƛκǇŜǊŀǘǳǊŀƴΣ Řŀǘŀ 

ŦǳƴŘŀƳŜƴǘŀƭΣ ǇǊŀƪǘƛƪ ōƛǎƴƛǎκǎǘǳŘƛ ƪŀǎǳǎΣ ǘŀƴǘŀƴƎŀƴΣ ǇŜƭǳŀƴƎ ƛƴǾŜǎǘŀǎƛΣ ŘǎōΦΣ Řƛ ǎŜƪǘƻǊ 

ƛƴŘǳǎǘǊƛ Ƙŀƭŀƭ ǎŜǊǘŀ ¦aYa ƘŀƭŀƭΣ ƪŜǳŀƴƎŀƴ ǎȅŀǊƛŀƘΣ ƪŜǳŀƴƎŀƴ ƳƛƪǊƻ ǎȅŀǊƛŀƘΣ ƪŜǳŀƴƎŀƴ 

ǎƻǎƛŀƭ ǎȅŀǊƛŀƘ ό½L{²!CύΣ ǇŜƴƎŜƳōŀƴƎŀƴ ŜƪƻƴƻƳƛ ǇŜǎŀƴǘǊŜƴ Řŀƴ ǇŜƴŘƛŘƛƪŀƴ 

ŜƪƻƴƻƳƛκƪŜǳŀƴƎŀƴ ǎȅŀǊƛŀƘΦ  

ii. {ŜōŀƎŀƛ ǎǳŀǘǳ ǊŜŦŜǊŜƴǎƛ ŀǘŀǳ ōŜƴŎƘƳŀǊƪ ƪƛƴŜǊƧŀ tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ tǊƻǾƛƴǎƛκ5ŀŜǊŀƘ ŘŀƭŀƳ Ƙŀƭ 

ǇŜƴƎŜƳōŀƴƎŀƴ ŜƪƻƴƻƳƛ Řŀƴ ƪŜǳŀƴƎŀƴ {ȅŀǊƛŀƘ ǎŜƘƛƴƎƎŀ ŘŀǇŀǘ ŘƛŀƳōƛƭ ƭŀƴƎƪŀƘ 

ǎǘǊŀǘŜƎƛǎ ƻƭŜƘ ƳŀǎƛƴƎπƳŀǎƛƴƎ tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ 5ŀŜǊŀƘκtǊƻǾƛƴǎƛ ǘŜǊƪŀƛǘ ǇŜƴƎŜƳōŀƴƎŀƴ 

ŜƪƻƴƻƳƛ Řŀƴ ƪŜǳŀƴƎŀƴ ǎȅŀǊƛŀƘ Řƛ ŘŀŜǊŀƘκǇǊƻǾƛƴǎƛ ǘŜǊǎŜōǳǘΦ  

iii. {ŜōŀƎŀƛ ǎŜōǳŀƘ ǇŜƴŘŜƪŀǘŀƴ ǘƻǇπŘƻǿƴ Řŀƴ ōƻǘǘƻƳπǳǇ ǳƴǘǳƪ ƳŜƴŘƻǊƻƴƎ tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ 

5ŀŜǊŀƘκtǊƻǾƛƴǎƛ ŘŀƭŀƳ Ƙŀƭ ǇŜƴƎǳŀǘŀƴ ŜƪƻǎƛǎǘŜƳ ŜƪƻƴƻƳƛ {ȅŀǊƛŀƘ Řŀƴ ƛƴŘǳǎǘǊƛ Ƙŀƭŀƭ 

ǎŜǊǘŀ ǇŜƴƎŜƳōŀƴƎŀƴ ǇƻǘŜƴǎƛ ƭƻƪŀƭ ŜƪƻƴƻƳƛ Řŀƴ ƪŜǳŀƴƎŀƴ {ȅŀǊƛŀƘ Řƛ ŘŀŜǊŀƘ ƳŀǎƛƴƎπ

ƳŀǎƛƴƎΦ 

iv. {ŜōŀƎŀƛ ǎǳŀǘǳ ƳŜǘƻŘŜ ǇŜƳōŜƭŀƧŀǊŀƴ ǎƛƭŀƴƎ όŎǊƻǎǎπƭŜŀǊƴƛƴƎύ ǘŜǊƪŀƛǘ ƪŜǳƴƎƎǳƭŀƴ ƳŀǎƛƴƎπ

ƳŀǎƛƴƎ ǇǊƻǾƛƴǎƛκŘŀŜǊŀƘ ǇŀŘŀ ǇǊƻƎǊŀƳπǇǊƻƎǊŀƳΣ ǇǊŀƪǘƛƪ ōƛǎƴƛǎκƪŀǎǳǎ ǎǘǳŘƛΣ ƪŜōƛƧŀƪŀƴΣ 

ƛƴƻǾŀǎƛ ȅŀƴƎ ǘŜǊƪŀƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ǎŜƪǘƻǊπǎŜƪǘƻǊ ŜƪƻƴƻƳƛ Řŀƴ ƪŜǳŀƴƎŀƴ {ȅŀǊƛŀƘΦ  

 

1.3 Metodologi 
 

Secara  umum, Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019/2020 menggunakan 

instrumen pengumpulan data untuk mengetahui  antara lain melalui Focus Group Discussion 

(FGD), dan kuesioner terstruktur. Kuesioner pertama berupa kuesioner yang diberikan kepada 

instansi/perangkat pemerintah provinsi dan lembaga/institusi pemangku kepentingan 

ekonomi Syariah di 12 Provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera 

Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta, 

Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi 

Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat.  Adapun Kuesioner yang disebarkan yaitu kepada: 
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1. Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi 

2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

5. Dinas Pariwisata Provinsi 

6. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi 

7. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Provinsi 

8. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi 

9. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi 

 

Kuesioner pertama bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai berikut:  

i. wŜƎǳƭŀǎƛ ŀǘŀǳ ǇŜǊŀǘǳǊŀƴ Řƛ ǘƛƴƎƪŀǘ ŘŀŜǊŀƘκǇǊƻǾƛƴǎƛ ȅŀƴƎ ǘŜǊƪŀƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ŜƪƻƴƻƳƛ Řŀƴ 

ƪŜǳŀƴƎŀƴ {ȅŀǊƛŀƘΦ  

i. wŜƴŎŀƴŀ ϧ ǇǊƻƎǊŀƳ ǇŜƳŜǊƛƴǘŀƘ ŘŀŜǊŀƘκǇǊƻǾƛƴǎƛ ȅŀƴƎ ǘŜƭŀƘ Řƛōǳŀǘ ŀǘŀǳ ƳŀǎƛƘ ŘŀƭŀƳ 

ǘŀƘŀǇ ǇŜǊŜƴŎŀƴŀŀƴ ǇŀŘŀ ǘŜǊƪŀƛǘ ǎŜƪǘƻǊ ŜƪƻƴƻƳƛ ϧ ƪŜǳŀƴƎŀƴ {ȅŀǊƛŀƘ 

ii. DŀƳōŀǊŀƴ ǎŜƪǘƻǊ ŜƪƻƴƻƳƛ Řŀƴ ƪŜǳŀƴƎŀƴ {ȅŀǊƛŀƘ Řƛ ŘŀŜǊŀƘκǇǊƻǾƛƴǎƛ ǘŜǊǎŜōǳǘΦ 

iii. {ǘǳŘƛ ƪŀǎǳǎ όŎŀǎŜπǎǘǳŘȅύ Řŀƴ ǇǊŀƪǘƛƪ ǘŜǊōŀƛƪ όōŜǎǘπǇǊŀŎǘƛŎŜύ ǘŜǊƪŀƛǘ ǎŜƪǘƻǊ ŜƪƻƴƻƳƛ Řŀƴ 

ƪŜǳŀƴƎŀƴ {ȅŀǊƛŀƘ Řƛ ǇǊƻǾƛƴǎƛ ǘŜǊǎŜōǳǘ 

iv. Peluang investasi (investment-opportunity) di daerah/provinsi tersebut. 

 

Selain itu terdapat juga kuesioner kedua berupa interview yang dilakukan secara tertulis 

kepada ǇƛƳǇƛƴŀƴ ƛƴǎǘŀƴǎƛκǇŜǊŀƴƎƪŀǘ ŘŀŜǊŀƘ Řŀƴ ƛƴǎǘƛǘǳǎƛκƭŜƳōŀƎŀ pada 12 Provinsi yang 

bertujuan untuk mendapatkan ǇŀƴŘŀƴƎŀƴ όƛƴǎƛƎƘǘύ Řŀƴ perspektif terkait visi, rencana dan 

program-program terkait ǎŜƪǘƻǊ ŜƪƻƴƻƳƛ Řŀƴ ƪŜǳŀƴƎŀƴ {ȅŀǊƛŀƘ pada institusi/lembaga 

bersangkutan, serta peluang dan tantangan pengembangan ekonomi syariah di 

provinsi/daerah tersebut.  
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Ekosistem 
Ekonomi dan Keuangan Syariah 

 

 

 

 

 

Dalam rangka mendorong peran ekonomi syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan 

ekonomi baru Indonesia, diperlukan integrasi setiap elemen pendukung ekonomi syariah yang 

tercermin dalam ekosistem ekonomi syariah yang kuat. Dengan membentuk ekosistem 

ekonomi syariah yang kokoh dari hulu hingga ke hilir, maka para stakeholder serta penggerak 

ekonomi syariah tersebut diharapkan dapat memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk 

meningkatkan proses bisnis baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini juga penting 

untuk merangsang munculnya inovasi dan motivasi para pelaku ekonomi tersebut 

 

Elemen yang membentuk ekosistem ekonomi syariah, seperti ditunjukkan gambar 2.1, 

terdapat pada interaksi 2 blok utama, yaitu sisi supply (penawaran) dan sisi demand 

(permintaan), yang didukung oleh elemen pada blok infrastruktur ekosistem. Sisi supply 

merupakan blok besar berisi para pelaku industri yang berasal dari berbagai sektor 

perekonomian. Sedangkan sisi demand, baik yang berasal dari domestik maupun global, 

menggambarkan kebutuhan produk yang dihasilkan dari industri. Blok infrastruktur ekosistem 

berfungsi untuk memfasilitasi dan mendukung aktivitas yang dilakukan pada blok utama. 

 

Terdapat 4 kelompok pelaku ekonomi yang membentuk blok sisi penawaran produk dan jasa 

ekonomi syariah, yaitu klaster industri halal, klaster keuangan komersil, klaster keuangan 

sosial, dan klaster komunitas. Interaksi pada sisi penawaran merepresentasikan dukungan kuat 

aktivitas industri pada sektor rill yang berasal dari sektor-sektor industri pada klaster keuangan 

komersil maupun keuangan sosial, termasuk partisipasi komunitas ekonomi syariah. Karena 

itu, pengembangan sektor keuangan syariah harus selaras dengan kebutuhan penguatan 

sektor riil, terutama industri halal dan usaha-usaha syariah agar tercipta sinergi yang 

berkelanjutan. 

 

Industri halal merupakan bagian terpenting dalam ekosistem ekonomi Syariah yang diharapkan 

dapat berkontribusi secara signifikan terhadap neraca perdagangan dengan menghadirkan 

produk-produk halal yang berdaya saing secara nasional dan global. Potensi luar biasa pada 

industri halal perlu dipetakan dan disinergikan dengan usaha-usaha syariah sehingga 

mendorong keterlibatan lembaga keuangan syariah yang lebih kuat. Sektor-sektor industri 
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halal yang menjadi prioritas adalah makanan dan minuman halal, fesyen muslim, pariwisata 

ramah muslim, farmasi dan kosmetik halal, serta media dan rekreasi halal. Industri lain yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah dapat dikategorikan sebagai bisnis syariah.  

 

Dalam pengembangan industri halal diperlukan infrastruktur pendukung seperti kawasan 

industri, laboratorium, pelabuhan, teknologi digital, dan sarana infrastruktur pendukung 

lainnya, untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan industri dalam melakukan proses 

produksinya secara terintegrasi dalam satu kawasan yang memenuhi persyaratan halal. Hal ini 

dapat berdampak pada kemudahan proses sertifikasi halal sehingga memberikan hasil pada 

peningkatan kapasitas industri dalam menghasilkan produk halal bernilai tambah tinggi, 

meningkatkan daya saing produk halal Indonesia, menarik investasi, dan meningkatkan 

kontribusi produk halal Indonesia dalam perdagangan global. 

 

Dalam menjalankan aktivitas bisnis dan ekonomi, baik usaha dengan skala ultra mikro hingga 

perusahaan besar, semua sektor pada industri halal memiliki aktivitas rantai pasok yang 

serupa, yaitu mulai dari input, produksi, distribusi hingga penjualan dan pemasaran. 

Perbedaannya terletak pada jumlah entitas yang terlibat dalam rantai pasok dan kompleksitas 

aktivitasnya. Untuk usaha ultra mikro atau mikro, seluruh aktivitas rantai pasok dilakukan oleh 

orang yang sama, yang juga pemilik dari usaha tersebut. Semakin besar skala usahanya, 

aktivitas rantai pasok dilakukan oleh unit-unit yang berbeda dengan kompleksitas yang lebih 

tinggi.  

 

Secara umum, klaster keuangan komersial dapat dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor 

perbankan, sektor pasar modal dan sektor keuangan non-bank. Ketiga sektor ini saling 

mendukung dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran investasi dan 

pembiayaan kepada pelaku usaha yang ada di sektor rill, mulai dari pembiayaan ke sektor 

UMKM hingga pembiayaan infrastruktur yang termasuk proyek strategis nasional.  

 

Sumber dana dari keuangan komersial yang perlu lebih dioptimalkan berasal dari investor 

global, dana pemerintah, investor institusional seperti BPKH, BP Jamsostek, dan Taspen. 

Sedangkan potensi lainnya yang selama ini telah ada seperti investor ritel yang membeli saham, 

sukuk atau reksadana serta masyarakat yang menyimpan uangnya dalam bentuk giro, 

tabungan dan deposito tetap perlu dijaga sambil meningkatkan edukasi dan literasi atas 

produk-produk yang ada.  
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Selain keuangan komersil, dukungan keuangan sosial yang berasal dari Zakat, Infak, Sedekah 

dan Wakaf (ZISWAF) juga menjadi klaster industri yang sama pentingnya. Masyarakat yang 

berada di bawah garis kemiskinan (mustahik) dijaga tingkat konsumsinya dengan bantuan dari 

dana zakat, infak dan sedekah, sehingga meskipun penghasilannya nihil, mereka tetap dapat 

memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Dalam Islam, telah diatur syarat dan ketentuan 

mengenai zakat dan pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan dana tersebut (asnaf zakat). 

Salah satu peran zakat adalah menjaga tingkat konsumsi nasional. Mobilisasi dana zakat dari 

muzakki untuk disalurkan ke mustahik dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat yang ada di 

tingkat daerah hingga nasional. Instrumen keuangan sosial syariah lainnya adalah wakaf, yang 

merupakan aset/dana abadi dengan penerima manfaatnya lebih luas dari asnaf zakat. Lembaga 

Nadzir atau pengelola wakaf bertugas untuk menghimpun dana wakaf, mengelola aset/dana 

wakaf tersebut dan menyalurkan manfaatnya kepada penerima manfaat sesuai mandat dari 

wakif. 

 

Dalam pelaksanaanya, usaha mikro, kecil dan menengah (UMK) biasanya dilayani oleh lembaga 

keuangan seperti BMT dan BPRS. Untuk skala yang lebih besar, kebutuhan pengelolaan 

keuangannya akan dilayani oleh bank umum Syariah maupun unit usaha Syariah suatu Bank. 

Usaha menengah dan korporasi dapat dilayani oleh bank Syariah untuk kebutuhan permodalan 

dan pembiayaannya. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang mencari pendanaan melalui 

penerbitan sukuk atau IPO dapat dibantu oleh perusahaan sekuritas.  

 

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan membutuhkan perlindungan atas risiko yang dapat 

dialami perusahaan ataupun karyawan dan nasabahnya, sehingga mereka membutuhkan 

produk asuransi Syariah, mulai dari asuransi kerugian, asuransi kebakaran, asuransi untuk 

kendaraan operasional ataupun asuransi Kesehatan untuk para karyawannya.  Selain 

perlindungan, pelaku usaha juga membutuhkan cash management dalam mengelola arus kas 

usaha. Penggunaan cash management dan digital payment yang disediakan oleh Lembaga 

keuangan baik bank ataupun non-bank sangat berperan dalam aktivitas operasional pelaku 

usaha.   

 

Keuangan komersial dapat dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor perbankan, sektor pasar modal 

dan sektor keuangan non-bank. Ketiga sektor ini saling mendukung dan berperan dalam 

pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran investasi dan pembiayaan kepada pelaku usaha 

yang ada di sektor rill, mulai dari pembiayaan ke sektor UMKM hingga pembiayaan 

infrastruktur yang termasuk proyek strategis nasional. Sumber dana dari keuangan komersial 

dapat berasal dari investor global, dana pemerintah, investor institusional seperti BPKH, BP 

Jamsostek, dan Taspen, serta berasal dari investor ritel yang membeli saham, sukuk atau 

reksadana serta masyarakat yang menyimpan uangnya dalam bentuk giro, tabungan dan 

deposito.  
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Dalam ekosistem ekonomi Syariah, interaksi antar industri halal maupun industri keuangan 

Syariah dengan komunitas tidak dapat dipisahkan. Komunitas menjadi elemen penting dalam 

ekosistem, dimana komunitas dapat berperan penting sebagai pelaku industri, sebagai 

konsumen, sebagai tempat pertukaran informasi dan juga menyuarakan aspirasi masyarakat 

dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah.  

 

Elemen-elemen utama dalam ekosistem ini diharapkan tumbuh bersama dan saling 

mendukung satu sama lain untuk meningkatkan kontribusi ekonomi dan keuangan Syariah 

dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Untuk dapat berkembang dengan 

baik, elemen-elemen utama ini perlu didukung oleh ekosistem pendukung seperti Sumber 

Daya Manusia yang handal, Riset & Penembangan yang berkualitas, Regulasi yang progresif 

dan tidak tumpeng tindih, serta teknologi digital yang mumpuni. Sedangkan dari sisi 

permintaan, perlu dilakukan literasi yang masif serta perlindungan konsumen yang memadai. 

Peran aktif dari masing-masing elemen dalam ekosistem akan saling mendukung dan 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan keuangan Syariah yang efisien, kompetitif dan 

sustainable.  

 

Dalam rangka mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan 

keuangan Syariah, maka fokus utama program kerja KNEKS sesuai dengan Perpres no. 28 tahun 

2020 meliputi: 1) pengembangan produk industri halal, 2) pengembangan industri keuangan 

Syariah, 3) pengembangan dana sosial Syariah, dan 4) pengembangan dan perluasan kegiatan 

usaha Syariah. Anggota KNEKS bersama dengan manajemen eksekutif telah merumuskan dan 

akan melaksanakan beberapa program kerja strategis yang meliputi tapi tidak terbatas pada: 

 

1. Pengembangan infrastruktur dan klaster industri halal. 

2. Berkembangnya standar halal/Halal Assurance System (HAS) yang komprehensif 

untuk mendukung percepatan industri produk halal nasional. 

3. Peningkatan kontribusi industri halal terhadap neraca perdagangan nasional. 

4. Pengembangan UMKM yang berdaya saing dan menjadi bagian dari rantai nilai halal 

global. 

5. Penciptaan dan penguatan usaha-usaha Syariah baru. 

6. Digitalisasi ekonomi Syariah yang mamacu pertumbuhan usaha dan peningkatan 

ketahanan ekonomi umat.  

7. Optimalisasi peran Pemerintah melalui kebijakan afirmatif untuk industri keuangan 

Syariah. 

8. Penguatan modal dan pendanaan industri ekonomi dan keuangan Syariah. 

9. Penguatan kapasitas, tata kelola, dan infrastruktur industri keuangan Syariah. 

10. Pengelolaan ZISWAF yang transformatif. 

11. Peningkatan inklusi keuangan Syariah melalui optimalisasi jaringan pesantren. 

12. Penguatan IKMS yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat berpenghasilan rendah. 
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13. Penguatan SDM ekonomi Syariah unggul dan berdaya saing global. 

14. Peningkatan kualitas dan kuantitas riset dan pengembangan industri halal 

15. Penguatan regulasi perekonomian Syariah 

16. Peningkatan program literasi ekonomi dan keuangan Syariah. 
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Provinsi  

Aceh 
 
 

 
 
 
 

Sekilas  
tentang Ekonomi Syariah Provinsi Aceh 

 
 
Provinsi Aceh yang memiliki julukan Serambi Mekkah tercermin dalam pemerintahannya yang 
memiliki misi pelaksanaan syariat Islam secara sempurna yang tertulis dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kesadaran masyarakat Aceh untuk beragama secara 
menyeluruh telah mendorong meningkatnya penggunaan jasa keuangan Syariah dan konsumsi 
produk halal. 
 
Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Aceh melaju sangat cepat semenjak 
lahirnya Qanun (Peraturan Daerah) No.11/2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). 
Kehadiran Qanun/peraturan daerah tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ini memperkuat 
implementasi pembangunan ekonomi syariah di Aceh dan menambah pendapatan asli daerah 
dimana proses konversi Bank BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah menjadi titik kulminasinya. 
Konversi Bank Aceh Syariah yang merupakan proses konversi BPD pertama di Indonesia mendorong 
market share aset perbankan Syariah nasional keluar dari jebakan pasar angka 5%. Sementara pada 
sektor keuangan mikro Syariah, hampir seluruh lembaga keuangan mikro di Aceh telah meminta 
penerapan prinsip Syariah dan ditargetkan pada akhir 2021 seluruh Koperasi konvensional sudah 
konversi menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah/KSPPS (Dinas Koperasi Aceh, 2019). 
 
Provinsi ini juga sangat berpotensi dalam pengembangan sektor industri halal. Klaster industri halal 
yang menjadi unggulan di Aceh adalah makanan-minuman halal dan pariwisata ramah Muslim. 
Industri makanan dan minuman halal dapat disokong oleh besarnya potensi bahan baku keduanya, 
seperti hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang berkontribusi sebesar 29.6 persen terhadap 
PDR. Sementara di sektor Pariwisata ramah Muslim, provinsi Sumatera Barat juga merupakan salah 
satu salah satu daerah prioritas untuk mendukung pengembangan wisata ramah Muslim di Tanah 
Air (Kementerian Pariwisata, 2019).  
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Regulasi Tingkat Daerah 
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 

 

 
 
 
 

Peraturan Daerah terkait Keuangan Syariah 
 
 
 
 
 
 
 
Peraturan Daerah terkait Industri Halal 
 

Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok 
Syariat Islam 
Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga 
Keuangan Syariah 
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank 
Aceh Syariah 
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal 
 
Peraturan Daerah tentang Konversi Bank Aceh Syariah 
(dalam tahap finalisasi) 
 

Peraturan Daerah terkait Makanan/Minuman Halal 
 

Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem 
Jaminan Produk Halal  
Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok 
Syariat Islam 

  
Peraturan Daerah terkait Fesyen Muslim  
 

Qanun Prov. NAD No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 dan 23 
tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, 
Ibadah dan {ȅƛΩŀǊ LǎƭŀƳΦ  
 
Qanun Aceh No.8 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok 
Syariat Islam 

  
Peraturan Gubernur terkait Pariwisata ramah 
Muslim 
 

Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 tentang 
Kepariwisataan 
 

Peraturan Gubernur terkait Pengelolaan Zakat Pergub Nomor 08 tahun 2017 tentang Mekanisme 
Pengelolaan Zakat 

  
Peraturan Daerah Lainnya 
 

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pencabutan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 
Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah 
 
Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Mustaqim Sukamakmur Menjadi 
Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Mustaqim Aceh 
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Rencana Pemerintah Daerah 
di Sektor Ekonomi Syariah  

 
 
 
 
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 di Provinsi Aceh memfokuskan pada 
άTerwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayaniέ Řengan 10 
misi utama yaitu: 
 
1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani. 
2. Memperkuat pelaksanaan syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan 

masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersuƳōŜǊ ƘǳƪǳƳ aŀȊƘŀō {ȅŀŦƛΩƛȅŀƘ ŘŜƴƎŀƴ ǘŜǘŀǇ 
menghormati mazhab yang lain. 

3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki. 
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional. 
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan 

terintegrasi. 
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. 
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan. 
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif. 
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence-based planning yang efektif, efisien dan 

berkelanjutan. 
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan. 
 
 

Pertumbuhan 
Ekonomi 
Daerah  

Inflasi 
Tingkat 

Pengangguran 
Tingkat 

Kemiskinan 
Konsumsi RT 

Konsumsi 
Pemerintah 

Investasi Ekspor Impor 

 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019  

4.61% 4.15% 1.84% 1.69% 6.36% 6.20% 15.68% 15.01% 1.82% 2.13% 0.23% 1.41% 1.18 2.18% 0.92% 0.57% -0.10% 0.74%  

 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 

 
Á Mutu Pendidikan dan Dinul Islam 

Á Akses dan Kualitas Kesehatan 

Á Infrastruktur Terintegrasi 

Á Ketahanan dan Kemandirian Pangan 

Á Nilai Tambah Sektor Strategis  

Á Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja 

Á Investasi dan Kemandirian Energi 

Á Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dan 

Kebencanaan 

Á Perdamaian dan Reformasi Birokrasi 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 

 
 

16 Program Unggulan Prioritas Pembangunan 

Daerah Provinsi Aceh 2017-2022 

 

Á Aceh Peumulia (Pemenuhan layanan 

pemerintahan yang mudah, cepat,berkualitas 

dan bebas pungutan liar (pungli) 

Á Aceh Meuadab (Diharapkan mampu 

mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi 

Mekkah melalui implementasi nilai-nilai ke-

Islam-an dalam kehidupan sehari-hari melalui 

penguatan Pendidikan berbasis moral, 

penguatan budaya masyarakat adat,  

Á Aceh Dame (Diharapkan mampu terwujud 

penguatan pelaksanaan UUPA sesuai prinsip- 

prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan 

komprehensif) 

Á Aceh Carong (Diharapkan dapat terwujud 

Anak Aceh cerdas (caròng) dengan 

pelaksanaan beberapa kegiatan) 

Á Aceh Teuga (Mengembalikan dan 

meningkatkan prestasi olahraga Aceh di 

tingkat nasional dan regional 

Á Aceh Seujahtera (Diharapkan pemenuhan 

akses layanan Kesehatan gratis yang lebih 

mudah dan pembangunan rumah sakit 

regional) 

Á Aceh Seuninya (Penyediaan perumahan bagi 

masyarakat miskin secara bertahap 

danpenyediaan skema perumahan murah bagi 

pasangan muda yang kurang mampu.   

Á Aceh Meugoe dan Meulaot (Melaksanakan 

pembangunan pertaniandan ekonomi maritim 

melalui program intensifikasi dan 

ekstensifikasi) 

Á Aceh Troe (Pemenuhan bahan pangan dan 

gizibagi seluruh rakyat Aceh secara mandiri) 

Á Aceh Energi (Pemenuhan energi listrik bagi 

rakyat Aceh dan industri yang berasal dari 

energi bersih-terbarukan) 

Á Aceh Kreatif (Mendorong tumbuhnya industri 

sesuai dengan potensi sumberdaya daerah 

dan memproteksi produk yang dihasilkannya) 

Á Aceh Kaya (Merangsang tumbuhnya 

entrepreneur yang ditunjang dengan 

kemudahan akses terhadap modal, 

keterampilan dan pasar) 

Á Aceh Siat (Dengan adanya SIAT seluruh 

informasi yang berguna untuk pembangunan 

dan pelayanan akan ter-update dengan cepat, 

dapat diakses oleh semua stakeholder melalui 

 

Isu Strategis RPJMD Provinsi Aceh  

5 tahun ke depan 
 

Á Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan 

pelayanan publik  

Á Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan  budaya 

ke-Acehan 

Á Penguatan perdamaian secara berkelanjutan 

Á Pemenuhan ketahanan dan kemandirian 

pangan 

Á Pengembangan pertanian dan perikanan 

Á Pengembangan industri, dan koperasi dan 

UMKM 

Á Pengembangan pariwisata 

Á Ketenagakerjaan 

Á Ketersediaan dan ketahanan energi 

Á Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat 

dan terintegrasi 

Á Pengembangan infrastruktur dasar dan 

konektivitas antarwilayah 

Á Pemenuhan perumahan dan permukiman 

layak huni 

Á Peningkatan kualitas dan pelayanan 

Pendidikan 

Á Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi 

olahraga 

Á Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat 

dan peningkatan akses dan mutu pelayanan 

Kesehatan 

Á Pengarusutamaan gender, perlindungan anak 

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) 

Á Penanggulangan kerawanan bencana, 

pengelolaan sumberdaya alam, dan 

lingkungan hidup 
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satu pintu, sertamenjadi acuan bersama 

dalam perencanaan pembangunan pada 

setiap tingkat pemerintahan. 

Á Aceh Green (Penegasan terhadap 

pembangunan berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan yang sensitif terhada presiko 

bencana alam dengan konsep pembangunan) 

Á Aceh Seuninya (Penyediaan perumahan bagi 

masyarakat miskin secara bertahap dan 

penyediaan skema perumahan murah bagi 

pasangan muda yang kurang mampu. 

Á Aceh Seumeugot (Diharapkan dapat 

tersedianya sarana dan prasarana 

(infrastruktur) secara cerdas dan 

berkelanjutan serta terintegrasi untuk menjadi 

daya ungkit pembangunan ekonomi. 

 

 

Rencana Pembangunan Ekonomi Syariah di Provinsi Aceh 

 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 di Provinsi Aceh bertujuan sebagai 
berikut: 
 
Á Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas  

Á Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan 

Akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat 

Á Meningkatnya keberlanjutan perdamaian 

berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki 

Á Meningkatkan pembangunan demokrasi 

Á Meningkatkan kualitas SDM Aceh yang memiliki 

daya saing 

Á Meningkatkan prestasi olahraga dan 

kepemudaan ditingkat nasional dan regional 

Á Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Á Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam 

pembangunan. 

Á Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat 

Á Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

Á Menurunnya angka kemiskinan 

 

Á Mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di 

Aceh 

Á Meningkatkan pertumbuhan ekonomi  

Á Menurunnya angka pengangguran 

Á Membangun Sistem Informasi Aceh secara terpadu 

dan terintegrasi 

Á Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai 

dengan prinsip Evidence Based Planning 

Á Mengurangi ketimpangan antar wilayah 

Á Meningkatnya prasarana dan sarana pelayanan 

dasar 

Á Meningkatkan tatakelola lingkungan Hidup lestari 

Á Meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari dan 

berkelanjutan 

Á Meningkatkan tata Kelola kebencanaan 
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Sektor Pariwisata Ramah Muslim 

Á Rencana Pengembangan Pariwisata Ramah 

Muslim di daerah Sabang, Banda Aceh, Aceh 

Besar, Aceh Jaya, Bireuen, Aceh Utara, 

Lhokseumawe, Pidie Jaya, Pidie, Aceh Tamiang, 

Langsa, dan Aceh Timur 

Á Meningkatkan kontribusi pariwisata ramah 

Muslim melalui penguatan citra/brand image 

Aceh sebagai destinasi pariwisata ramah Muslim. 

 

Sektor Makanan dan Produk Halal 

Á Pelaksanaan Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) 

dengan adanya audit dan pemberian sertifikat halal 

kepada pelaku usaha di sektor makanan/minuman di 

Provinsi Aceh dengan target sertifikasi halal sebanyak 

1.050, 1.350, dan 1.650 kepada pelaku sektor 

makanan/minuman. 

 

Sektor Keuangan Mikro Syariah 

Á Mendorong lebih banyak lagi Koperasi Syariah 

agar mempunyai ijin dan berbadan hukum Syariah 

serta pembinaan koperasi Syariah agar 

melahirkan koperasi Syariah  

 

Sektor Keuangan Sosial Syariah  

Á Menggali sumber-sumber pendapatan baru 

termasuk melalui instrument zakat/infaq/shadaqah, 

sesuai dengan peluang dalam Undang-Undang 

Pemerintahan Aceh 
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Program Pemerintah Daerah 
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah  

 
 

 

Sektor Industri Halal 

 
Program Pemerintah Provinsi Aceh 

 
Sektor industri halal unggulan yang akan diprioritaskan pengembangannya adalah sektor makanan-minuman halal 
dan pariwisata ramah Muslim. Industri makanan dan minuman halal dapat disokong oleh besarnya potensi bahan 
baku keduanya, seperti hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang berkontribusi sebesar 29,6 persen 
terhadap PDRB. Aceh mempunyai banyak sekali objek wisata yang berpotensi dikembangkan untuk sektor 
pariwisata ramah Muslim. Saat ini, objek wisata di Aceh tercatat sebanyak 978 spot wisata, mulai dari wisata 
bahari, wisata alam, wisata budaya, wisata religius, wisata kuliner, dan cagar budaya 

 
Program Pendukung Sektor Industri Halal 
Makanan dan Minuman 
halal 

Á Program Pengembangan dan Pembinaan UKM 
o Pengembangan Usaha bagi UMKM 
o Peningkatan Daya Saing UMKM 

Á Program Pegembangan Industri Kreatif dan Aneka 
Á Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif dan Aneka 
Á Sub Keg. 

o Bimbingan Penerapan HaKI, SNI, P-IRT dan Sertifikat Halal Bagi IKM 
Binaan Disperindag Aceh Tahun 2020 

Á Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama 
Á Keg. Pembinaan Sertifikasi Jaminan Halal 

 

Fesyen Muslim Á Program Pengembangan dan Pembinaan UKM 
Á Pengembangan Usaha bagi UMKM 
Á Peningkatan Daya Saing UMKM 
Á Program Pengembangan Industri Kreatif dan Aneka 

o Bimbingan Teknis Desain Pakaian Muslim untuk IKM Fesyen Kab.  Aceh 
Barat, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Kota Lhokseumawe, dan Langsa di 
Banda Aceh 

Á Pendampingan Tenaga Ahli Produk Kerajinan Pakaian Muslim untuk IKM 
Fesyen Kab. Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Kota Lhoksemawe dan 
Langsa  

Á Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 
Á Kegiatan Penyelenggaraan Event dan Budaya 

o Islamic Fashion Festival pada DPA 2020 Dinas Kebudayaan Dan 
Pariwisata Aceh 
 

Pariwisata ramah Muslim Program Pemasaran Pariwisata, program Destinasi Pariwisata pada Disbudpora 
Kab. Aceh Jaya 
 

 
Jumlah Kegiatan Syariah/Halal 
 Jumlah Event Produk Daerah Jumlah Event Produk Halal/Syariah/Islami 

Fesyen  3 
29 

1 
Pariwisata  3 
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Sentra Sektor Industri Halal 
Makanan dan Minuman Halal Fesyen Muslim 

- Pasar Atjeh Baru  

 
Penetapan Daerah Pariwisata Ramah Muslim 

Tahap Daftar Desa/Kabupaten/Kota Wisata ramah Muslim 
Sudah ada Kabupaten Aceh Jaya  
Dalam tahap perencanaan - 

 
Program Pendorong Pariwisata Ramah Muslim 
Program pemerintah daerah dalam mendorong industri Pariwisata ramah Muslim yaitu: 
Á Sertifikasi Auditor Perbintangan Hotel  
Á Sosialisasi aturan Kepariwisataan 
Á Business Matching Kemitraan Pariwisata 
Á Family Trip (Famtrip) 
Á Penyambutan Kapal Pesiar 
Á Program Pemasaran Pariwisata 

 
Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi) 
 

Program Pendukung Sektor Industri Halal 
Á Pelaksanaan program Industri Kreatif Syariah 

(IKRA) yang mendorong penguatan UMKM di 
bidang fashion dan food (makanan dan 
minuman). 

Á Pengembangan Gampong Nusa sebagai salah 
satu destinasi wisata desa berbasis syariah. 

Á Pelaksanaan program Wirausaha Bank Indonesia 
(WUBI) dengan penanaman nilai-nilai syariah dalam 
bisnis. 

Á Dimasukkannya sharia values dalam pengembangan 
program LED Nilam, klaster, dan program 
pengembangan UMKM lainnya. 

 
Sektor UMKM dan ekonomi pesantren 

 
Program Pemerintah Provinsi Aceh 

 
Program Pemberdayaan UMKM  

Sektor Daftar Program Pendampingan 
Makanan dan 
minuman halal 

Á Bimbingan teknis pengolahan makanan dan minuman 
Á Pelatihan manajemen bisnis 
Á Pendampingan bagi pelaku IKM  
Á Bantuan peralatan  
Á Sertifikasi (Halal, HaKi)  
Á Promosi melalui berbagai event pameran dalam daerah, luar daerah dan 

luar negeri 
 

Fesyen Muslim Á Bimbingan teknis bagi desainer fesyen 
Á Pelatihan manajemen bisnis 
Á Pendampingan bagi pelaku IKM bidang fesyen 
Á Bantuan peralatan 
Á Sertifikasi produk (HaKi) 
Á Promosi melalui berbagai event pameran dalam daerah, luar daerah dan 

luar negeri 
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Jumlah Industri Kecil 

Menengah (IKM) 
2017 2018  2019 

IKM mendapat 
pendampingan 
 

1,239 370  337 

IKM mendapat 
pendampingan 
sertifikasi halal  
 

50 -  30 

 
Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi) 
 

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren 
Jumlah Pesantren Program Pengembangan Ekonomi (Lampiran) 

4 2 

 
Á Pesantren Darul Ulum 
Á Pesantren Thalibul Huda 
Á Pesantren Budi Lamno 
Á Pesantren Darun Nizham 

Á Program Pendampingan Kemandirian Ekonomi 
terhadap ke-4 Pesantren tersebut yaitu 
diantaranya: 
1. Program pendampingan dalam rangka 

mengoptimalkan aset produktif yang dimiliki 
oleh pesantren dengan memperbaiki standar 
pengelolaan usaha.  

2. Ruang lingkup program ini meliputi 
penyusunan kurikulum pendampingan, 
memberikan pelatihan dari sisi teori dan 
praktek, serta membantu pengelola usaha di 
pesantren agar lebih professional dalam 
menjalankan kegiatannya sehingga dapat 
memberikan kontribusi dan peran yang 
optimal dalam rangka mendukung peningkatan 
pendapatan dan menjaga berkelanjutan usaha 
pesantren. 
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Sektor Keuangan Syariah 

 
Program Otoritas Jasa Keuangan (Provinsi) 

 
Sub-sektor Detil Program 

Perbankan Syariah Á Pendampingan Bank Konvensional dan BPR dalam rangka mengimplementasikan 
Qanun LKS No 11 Tahun 2018. 

Á Ikut serta sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Konversi Lembaga 
Keuangan Konvensional ke Lembaga Keuangan Syariah yang dibentuk oleh Plt. 
Gubernur Aceh. 

Á Ikut serta sebagai tim Peraturan gubernur (Pergub) yang bertugas 
menyelaraskan rancangan Pergub dengan peraturan dan ketentuan OJK. 

Á Memberikan Workshop Peningkatan Kualitas bagi BPRS di dalam menyalurkan 
pembiayaan dengan akad Salam dan Istishna. 

 

Bank Pembangunan 
Daerah 

Á Melakukan  pendampingan  untuk  pelaksanaan program transformasi BPD 
pada PT Bank Aceh Syariah. 

Á Melakukan pendampingan dan pemantauan  PT Bank Aceh Syariah di dalam 
meningkatkan penyaluran pembiayaan UMKM, antara lain dengan 
mengevaluasi persyaratan yang perlu dipenuhi oleh bank untuk menjadi bank 
penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). 
 

 
Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi) 
 

Program Pengembangan Keuangan Syariah 
Á Memonitor secara berkala kinerja pembiayaan di 

sektor UMKM. 
Á Memberikan masukan terkait dengan inovasi 

akad dan implementasi teknologi sederhana 
yang membantu operasional pelaksanaan tugas 
AO Financing. 

Á Mendorong cara berpikir dan tindakan yang 
forward looking kepada jajaran direksi dalam 
mengantisipasi perkembangan teknologi dan 
kompetisi layanan jasa perbankan. 

Á Memberikan pelatihan kepada account officer 
terkait ekonomi dan keuangan syariah 
(pengetahuan dasar mengenai ekonomi syariah, 
pengetahuan teknis perbankan dan peningkatan 
wawasan akad syariah). 
 

Á Penyusunan modul edukasi ekonomi dan 
keuangan syariah (yang salah satu didalamnya 
membahas tentang perbankan syariah). 

Á Pelaksanaan kegiatan seminar/talkshow terkait 
dengan ekonomi dan keuangan syariah secara 
berkala. 

Á Mengawal implementasi Qanun Lembaga 
Keuangan Syariah yang terkait dengan perbankan. 

 

Sektor Keuangan Mikro Syariah 

 
Program Pemerintah Daerah Provinsi Aceh 

 
Program Pendampingan, Pengawasan, dan Pengembangan Koperasi Syariah (KSPPS)  

Program Institusi Keuangan Mikro Syariah 
Peningkatan Kualitas 
Kelembagaan 
Koperasi  

Á Pelatihan Manajemen Pola Syariah Bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS yang 
direncanakan pelaksanaannya secara virtual 

Á Pelatihan Pengawas Syariah Koperasi 
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Program Otoritas Jasa Keuangan (Provinsi) 
 
Program Pendampingan, Pengawasan, dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah 
(LKMS) 

Á Program Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan, pelatihan Pengelolaan, Pelaporan, dan 
Pengawasan BWM. 

 

 

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) 

 
Program BAZNAS Provinsi Aceh 
 

Kategori Program ZIS dan Alokasi Baznas Provinsi Aceh 

Kategori 
Nama Program 

 

Jumlah 
Penerima 
Manfaat 

(jiwa) 

Besar Alokasi 
Penyaluran (Rp) 

Sosial 
Kemanusiaan 

1. Bantuan untuk Fakir Uzur 
2. Bantuan Insidentil untuk kebutuhan hidup 
3. sehari-hari 
4. Bantuan Santunan Ramadhan untuk Keluarga Miskin 
5. Bantuan Pendampingan untuk Anak Terlantar dan Anak Korban 

Kekerasan 
6. Bantuan untuk Pembelian Perlengkapan Bayi dan Ibu 

Melahirkan bagi Keluarga Kurang Mampu 
7. Bantuan untuk Muallaf Baru 
8. Bantuan Biaya untuk orang terlantar dan Kehabisan Bekal 

Karena Sakit dan Keadaan Mendesak Lainnya 

9. Bantuan untuk Korban Musibah dan Bencana Alam 
 

2,520 
95 

4,000 
 

20 
80 
 

50 
100 

 
300 

15,120,000,000 
475,773,000 

3,200,000,000 
 

200,000,000 
200,000,000 

 
100,000,000 
500,000,000 

 
600,000,000 

Pendidikan 1. Bantuan Insidentil untuk kebutuhan pendidikan 
2. Beasiswa Penuh Muallaf 
3. Beasiswa Berkelanjutan Muallaf 
4. Beasiswa Penuh Keluarga Miskin 
5. Beasiswa Berkelanjutan Keluarga Miskin 

 

50 
206 
123 
374 
822 

250,000,000 
2,893,000,000 
590,400,000 

4,672,950,000 
6,467,200,000 

Kesehatan 1. Bantuan bagi Penderita Kanker, Thalassemia dan 
Penyakit Kronis Lainnya dari Keluarga Miskin 

2. Bantuan Insidentil Untuk Merawat/Menjaga Orang Sakit 
3. Bantuan Insidentil untuk orang Sakit 

 

300 
 

50 
50 

1,800,000,000 
 

250,000,000 
250,000,000 

Pemberdayaan 
Ekonomi 

1. Bantuan Dana untuk Pembelian Alatalat/Peralatan Kerja 
bagi Masyarakat Miskin) 

2. Gampong Produktif 
3. Bantuan Dana untuk Kelompok Usaha Bersama 
4. Bantuan Modal Ekonomi Muallaf 
 

337 
 

20 
10 
88 

2,696,000,000 
 

3,000,000,000 
800,000,000 
874,000,000 

Dakwah 1. Pendampingan Syariah bagi muallaf 
2. Bantuan untuk Pengembangan dan Syiar Keislaman  

300 
1,390 

234,000,000 
1,400,000,000 
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Gambaran 
Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah 

 
 
 

Sektor Industri Halal 

 

Nilai Ekspor Provinsi Aceh  
Sektor Jumlah Ekspor (USD) % Dibandingkan dengan Total Ekspor Non-

Migas  
Makanan dan Minuman 
Makanan dan Minuman Halal 

138,028,713  
38,028,713 

43.45 % 
43.45 % 

 

 

Jumlah Usaha/Merk dengan Sertifikat Halal pada Sektor Makanan dan Minuman  
Sektor Usaha/Brand (Tahun 2018)  Sektor Usaha/Brand (Tahun 2019)  

Roti 26 Roti 40 

Katering dan Restoran 15 Katering dan Restoran 28 

Tepung, Kanji, dan produk turunan/olahan 1 Tepung, Kanji, dan produk turunan/olahan 1 

Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung 2 Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung 3 

Susu dan produk olahan/turunan susu 1 Susu dan produk olahan/turunan susu 1 

Makanan olahan, daging dan unggas 5 Makanan olahan, daging dan unggas 7 

Makanan olahan ikan 6 Makanan olahan ikan 7 

Makanan olahan telur 0 Makanan olahan telur 1 

Makanan ringan 1 Makanan ringan 1 

Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ 
pelengkap 

6 Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ 
pelengkap 

6 

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 11 Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 16 

Semua Usaha/Brand Tersertifikasi Halal 74 Semua Usaha/Brand Tersertifikasi Halal 111 

  Sumber: Daftar Belanja Produk Halal LPPOM MUI hingga periode Maret-April-Mei 2019 

 

Kontribusi Sektor Mamin terhadap Perekonomian Provinsi Aceh 
 2019 2018 2017 2016 2015 

PDRB (Milliar Rupiah)      

Mamin olahan 3,161.4 3,420.6 3,215 2,642.6 2,378.2 

Mamin olahan, Base = 2010 2,452.4 2,410.2 2,259.7 2,018.8 1,863.9 

Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb) 2,528.3 2,250.9 1,964.6 1,655.8 1,418.1 

Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), Base 
= 2010 

1,619.9 1,501.1 1,365.3 1,230.3 1,122.1 

      

Pertumbuhan PDRB (%)      

Mamin olahan, Base = 2010 1.75 6.66 11.93 8.31 5.95 

Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), Base 
= 2010 

7.91 9.95 10.97 9.64 6.12 
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Kontribusi pada PDRB (%)      

Mamin olahan 1.93 2.19 2.2 1.93 1.84 

Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb) 1.54 1.44 1.35 1.21 1.1 

   

Total Produksi Daging Daerah (Tahun 2017) 
Populasi Ternak Produksi Daging Ternak (kg) 

Sapi Potong 627,698 Sapi 8,550,274 

Sapi Perah 50 Sapi Impor - 

Kerbau 171,195 Kerbau 3,162,618 

Kuda 2,778 Kuda - 

Kambing 615,526 Kambing 2,710,227 

Domba 91,585 Domba 433,215 

    

Populasi Unggas  Produksi Daging Unggas (kg)  

Ayam Kampung 5,598,990 Ayam Kampung 11,739,066 

Ayam Petelur 441,442 Ayam Petelur 355,158 

Ayam Broiler 5,571,629 Ayam Broiler 7,409,776 

Bebek 2,960,138 Bebek 1,798,125 

   

Skor Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) tahun 2018 Provinsi Aceh 
Akses 63 

Komunikasi 58 

Lingkungan  70 

Jasa 63 

Skor IMTI 66 

 

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Provinsi Aceh 
 2018 2017 2016 2015 2014 

PDRB (Milliar Rupiah)      

Jasa akomodasi 251.7 259.6 218.7 215.1 185 

Jasa akomodasi, Base = 2010 171.8 179.6 157.9 158,6 143.4 

      

Pertumbuhan PDRB (%)      

Jasa akomodasi, Base = 2010 -4.37 13.74 -0.41 10.57 6.26 

      

Kontribusi pada PDRB (%)      

Jasa akomodasi 0.16 0.18 0.16 0.17 0.14 
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Rating untuk Pariwisata Ramah Muslim di Provinsi Aceh  

NB: data lengkap bisa didapatkan di dalam Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah 2019-2020 

 
Indikator Pariwisata Ramah Muslim Provinsi Aceh  
Indikator Skor/Nilai Keterangan 

Akses Baik Memiliki akses udara, laut, kereta api, dan 

infrastruktur jalan yang baik 

Akses Udara Baik Memiliki bandara internasional 
 

Bandara International 1  

Akses Kereta Baik  

Akses Laut Baik  
 

Terminal Kapal Pesiar 

Pelabuhan 

          1 

          1 

 

Pelabuhan internasional 

Infrastruktur Jalan   
 

Jalan Nasional/Negara 2,100 (km) 
 

Jalan Provinsi 1,782.7 (km) Sebagian besar kondisi jalan dalam 

keadaan baik, 17% dalam kondisi sedang 
    

Komunikasi Baik Aceh memiliki komunikasi terkait 

pariwisata ramah Muslim yang baik, seperti 

panduan untuk pengunjung Muslim, 

edukasi untuk pemangku kepentingan, 

kegiatan pendukung jangkauan pasar, 

pemandu tur, dan melakukan pemasaran 

digital 

Panduan bagi Pelancong Muslim Ada Terdapat 5 buah buku panduan yang telah 

dipublikasikan 

Skor Aspek   Skor Aspek   
Skor Akses Udara  5 Skor Lingkungan Kedatangan Turis Muslim 5 

 Kereta  
Laut 

 1 
5 

 Jangkauan Wi-Fi 
Komitmen terhadap Wisata 
ramah Muslim 

4 
4 

 Infrastruktur Jalan      

Skor Komunikasi Panduan Pelancong 
Muslim 
Edukasi Pemangku 
Kepentingan 

4 
 
5 

Skor Jasa Restoran Halal 5 

 Jangkauan Pasar 5  Masjid  5 

 Pemandu Tur 5  Bandara  5 

 Pemasaran Digital  5  Hotel  5 

    Atraksi  5 

    Skor Total   76 

    Rata-rata Skor   4.47 
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Indikator Skor/Nilai Keterangan 

Edukasi Pemangku Kepentingan Baik Edukasi dilakukan dalam bentuk workshop 
 

Workshop 8 Dalam kurun waktu 12 bulan 

Jangkauan Pasar Baik Terdapat program jangkauan pasar, namun 

tidak dijelaskan secara detil 
 

Program Jangkauan Pasar  9 Tidak dirinci 

Pemandu Tur Baik Terdapat pemandu tur yang memiliki 

kemampuan Bahasa Inggris dan Arab 
 

Bahasa Arab 34  
 

Bahasa Inggris 55  

Pemasaran Digital Baik Pemasaran digital dilakukan dengan 

aplikasi, website, dan media sosial 
 

Aplikasi 6 Aplikasi tersedia di Googleplay 
 

Website 11  
 

Media Sosial Ada Google plus, Facebook, Twitter, Instagram, 

Kaskus, Youtube 

Lingkungan Baik Aceh memiliki banyak turis. Cakupan 

jaringan wifi-nya baik. Aceh juga sudah 

menerapkan qanun di salah satu provinsi 

sehingga mendukung pariwisata ramah 

Muslim. 

Kedatangan Turis Baik Terdapat wisatawan domestik dan 

mancanegara, namun wisatawan 

mancanegara cenderung sedikit 
 

Wisatawan Domestik 2,665,189  
 

Wisatawan Mancanegara 78,000 45% nya Muslim 

Jangkauan Wifi  Baik Wifi di bandara kualitasnya baik dan gratis, 

kecepatannya pun juga tinggi 

Komitmen terhadap Halal Tourism Baik Salah satu provinsi di Aceh menerapkan 

qanun 

Jasa Baik Sebagian besar kebutuhan industri 

pariwisata ramah Muslim dan hal-hal yang 

fundamental seperti restoran halal, masjid, 

bandara, hotel, dan atraksi sudah dimiliki 

dengan kualitas yang baik 

Restoran Halal  Baik Terdapat restoran halal, tempat ibadah 

yang layak, hotel syariah, dan daya tarik 

wisata yang dilengkapi toilet dan mushala 

yang bersih 
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Indikator Skor/Nilai Keterangan 
 

Restoran bersertifikat halal 13 Baru terdapat sedikit restoran bersertifikasi 

halal, lebih banyak yang self-claimed 
 

Restoran/ Rumah makan halal (self-claimed) 1,448 
 

    

Masjid Baik Terdapat 11,102 tempat ibadah Muslim, 

kondisinya baik 
 

Masjid 4,067  
 

Mushala 7,035  

Bandara Baik Terdapat tempat sholat 
 

Mushala 5  

Hotel Baik Terdapat hotel syariah, hotel dengan dapur 

halal, dan dapur yang tidak menyediakan 

alkohol 
 

Hotel Syariah 2  
 

Hotel dengan dapur bersertifikat halal 7  
 

Hotel yang tidak menyediakan menu babi 34  

Atraksi Baik Setiap situs dan daya tarik wisata 

dilengkapi dengan restoran bersertifikat 

halal serta toilet dan mushala yang bersih 
 

Situs budaya islami 14  
 

Daya tarik wisata budaya 89  
 

Daya tarik lokal 123  

 
 

Sektor Keuangan Syariah 

 
Indeks Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah  

Indeks Tahun 2016 Tahun 2019 
Indeks literasi keuangan Syariah (OJK) 
 

21.1% 
 

20.21% 
 

Indeks inklusi keuangan Syariah (OJK) 
 

41.5% 41.5% 

Indeks literasi ekonomi Syariah (BI) - 4.2% 

 

Profil Keuangan BPD Syariah - Bank Aceh Syariah (Miliar Rupiah) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Total Aset Gross 2,588 18,759 22,612 23,095 25,121 

Total Pembiayaan 1,714 12,206 12,847 13,237 14,363 

Total DPK 2,089 14,429 18,499 18,390 20,925 
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Total FDR 82.05% 84.59% 69.44% 71.98% 68.64% 

Total NPF 0.18% 1.39% 1.38% 1.04% 1.29% 

Pangsa Pasar (%) - - - 47% 49% 

 

Profil Industri Perbankan Syariah (BUS) di Aceh (Ribu Miliar Rupiah) 
 2018 2019 

Pangsa pasar (%) 53% 55% 

Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah   

Modal kerja (UMKM) 1,183 1,800 

Modal kerja (bukan UMKM) 44 324 

Investasi (UMKM) 348 429 

Investasi (bukan UMKM) 77 262 

Konsumsi 12,441 13,510 

NPF berdasarkan tipe nasabah   

Modal kerja (UMKM) 106 51 

Investasi (UMKM) 33 14 

Konsumsi 27 32 

Total   

Total aset gross  28.558   32.119 

Total pembiayaan  14.094   16.325  

Portfolio pembiayaan UMKM (%)   

Total DPK  20.452  24.206  

Total FDR 68.91% 67.44% 

Total NPF  138   98  

Total NPF (%) 
 
 

 2%  0.6%  

Profil Industri Perbankan Syariah (BUS) di Provinsi Aceh (Miliar Rupiah) 
 2018 2019 

Pangsa pasar (%) 2% 2% 

Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah   

Modal kerja (UMKM)  75   78  

Modal kerja (bukan UMKM)  6   6  

Investasi (UMKM)  2   1  

Konsumsi  158   194  

NPF berdasarkan tipe nasabah   

Modal kerja (UMKM) -  2  

Modal kerja (bukan UMKM) -  2  

Konsumsi  1   1  

Total   

Total aset gross  513   621  

Total pembiayaan  241   279  

Portfolio pembiayaan UMKM (%)  255   313  

Total DPK 94.58% 89.28% 

Total FDR 1 5 

Total NPF  513   621  

Total NPF (%) 0.6% 1.8% 
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Sektor Keuangan Mikro Syariah 

 

Jumlah LKMS/BWM yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari OJK  
IKMS Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Jumlah mendapat 
pendampingan OJK 

- 1 2 

    
Jumlah yang mendapat 
pengawasan OJK 

- - 1 

 
Profil Fundamental LKMS dan BWM di bawah Pengawasan OJK  

LKMS dan BWM Tahun 2018 Tahun 2019 

Jumlah LKMS di wilayah/daerah  1 2 

Jumlah anggota LKMS - 22 

Jumlah pegawai LKMS 12 12 

Modal sendiri (dalam Rupiah) - 6.7 Miliar  

Volume usaha (dalam Rupiah) - - 

Sisa Hasil Usaha/SHU (dalam Rupiah) - 6.4 Juta  

Total aset (dalam Rupiah) 6.2 Miliar 30.9 Miliar 

Rata-rata pembiayaan LKMS (dalam Rupiah) 0<n<5 juta 
100% 

 
5<n<10 juta 

0% 
 

10<n<20 juta 
0% 

 
20<n<50 juta:  

0% 

0<n<5 juta 
0% 

 
5<n<10 juta 

0% 
 

10<n<20 juta 
100% 

 
20<n<50 juta:  

0% 

 
Jumlah IKMS yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari Pemerintah 
Provinsi Aceh 

IKMS Tahun 2018 Tahun 2019 

Jumlah IKMS yang mendapat pendampingan 
 

- - 

Jumlah IKMS yang diawasi oleh dinas 
(pengawasan yang dimaksud adalah di cek 
laporan RAT, kunjungan ke IKMS, dsb) 

9 4 

 

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) 

 

Daftar BAZNAS aktif 
 
 

 
23 BAZNAS Aktif   

 

Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten 
Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten 
Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten 
Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, 
Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Simeuleu, Kabupaten 
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Bener Meriah, Kota Sabang, 
Kota Langsa, Kota Banda Aceh, Kota Subulussalam, Kota Lhoksuemawe 
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Jumlah Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah (dalam Rupiah) 
Jenis Dana Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Penghimpunan Zakat    
Á Zakat Maal/Harta  

 
190,137,842,941 209,029,967,970 Belum ada 

Penghimpunan Infak     
Á Infak Bebas 75,265,953,988 74,432,913,746 Belum ada 

 

Jumlah Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (dalam Rupiah) 
Jenis Dana Tahun 2018 Tahun 2019 

Penyaluran Zakat  
 

7,418,607,000 3,210,000 

Penyaluran Infak  
 

8,000,000 - 

 
Program Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah di Provinsi Aceh 

Bidang Program 
Nama Program 

 

Jumlah 

Penerima 

Manfaat 

(jiwa) 

Besar Alokasi 

Penyaluran  

(Rp) 

Nama Lembaga 

Sosial 

Kemanusiaan 

Bantuan untuk Fakir Uzur 2,520 15,120,000,000 Unit Fakir Uzur 

  Bantuan Insidentil untuk 

Kebutuhan Hidup 

Sehari-Hari 

95 475,773,000 Pendistribusian 

  Bantuan Santunan 

Ramadhan untuk Keluarga 

Miskin 

4,000 3,200,000,000 Pendistribusian 

  Bantuan Pendampingan 

untuk Anak Terlantar dan 

Anak Korban Kekerasan 

20 200,000,000 Pendistribusian 

  Bantuan untuk Pembelian 

Perlengkapan Bayi dan Ibu 

Melahirkan bagi Keluarga 

Kurang Mampu 

80 200,000,000 Pendistribusian 

  Bantuan untuk Muallaf Baru 50 100,000,000 Pendistribusian 

  Bantuan Biaya untuk Orang 

Terlantar dan Kehabisan 

Bekal Karena Sakit dan 

Keadaan Mendesak Lainnya 

100 500,000,000 Pendistribusian 

  Bantuan untuk Korban 

Musibah dan Bencana Alam 

300 600,000,000 Pendistribusian 

Pendidikan Bantuan Insidentil untuk 

Kebutuhan Pendidikan 

50 250,000,000 Pendistribusian 

  Beasiswa Penuh Muallaf 206 2,893,000,000 Unit Beasiswa 

  Beasiswa Berkelanjutan 

Muallaf 

123 590,400,000 Unit Beasiswa 
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Bidang Program 
Nama Program 

 

Jumlah 

Penerima 

Manfaat 

(jiwa) 

Besar Alokasi 

Penyaluran  

(Rp) 

Nama Lembaga 

  Beasiswa Penuh Keluarga 

Miskin 

374 4,672,950,000 Unit Beasiswa 

  Beasiswa Berkelanjutan 

Keluarga Miskin 

822 6,467,200,000 Unit Beasiswa 

Kesehatan Bantuan bagi Penderita 

Kanker, Thalassemia 

dan Penyakit Kronis Lainnya 

dari Keluarga 

Miskin 

300 1,800,000,000 Unit Fakir Uzur 

  Bantuan Insidentil untuk 

Merawat/Menjaga Orang 

Sakit 

50 250,000,000 Pendistribusian 

  Bantuan Insidentil Untuk 

Orang Sakit 

50 250,000,000 Pendistribusian 

Pemberdayaan 

Ekonomi 

Bantuan Dana untuk 

Pembelian Alat- 

Alat/Peralatan Kerja bagi 

Masyarakat Miskin 

337 2,696,000,000 Pendistribusian 

  Gampong Produktif 20 3,000,000,000 ZIS Produktif 

  Bantuan Dana untuk 

Kelompok Usaha Bersama 

10 800,000,000 Pendistribusian 

  Bantuan Modal Ekonomi 

Muallaf 

88 874,000,000 ZIS Produktif 

Dakwah Pendampingan Syariah bagi 

Muallaf 

300 234,000,000 Pendistribusian 

  Bantuan untuk 

Pengembangan dan Syiar 

Keislaman 

1.390 1,400,000,000 Pendistribusian 

 

Indeks Zakat Nasional (IZN) Provinsi Aceh 
 2018 2019 

Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Makro)   

Regulasi 0.25 0.92 

Dukungan Finansial dari Pemerintah (APBN/APBD) untuk BAZNAS 1 0.92 

Jumlah Resmi Lembaga Zakat/OPZ, muzakki, and mustahik  0.75 0.81 

Rasio, Jumlah muzakki individual/jumlah rumah tangga di level Provinsi 0 0.31 

Rasio, Jumlah dari muzakki institusi/jumlah institusi di level Provinsi 0.25 0.60 

Database dari institusi/lembaga zakat yang terdaftar 0.33 0.57 

Total Indeks Makro 0.58 0.82 
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 2018 2019 

Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Mikro) 

Penghimpunan 1 0.25 

Pengelolaan 0.75 0.69 

Penyaluran 0.69 0.75 

Pelaporan 0.75 0.67 

Indeks Kesejahteraan CIBEST 0.75 0.81 

Modifikasi Indeks Pengembangan Manusia (HDI) 0.75 0.48 

Kemandirian 0.5 0.50 

Institutional 0.81 0.57 

Dampak Zakat 0.7 0.62 

Total Indeks Mikro 0.74 0.58 

 
 

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren 

 

Jumlah Pesantren dengan Usaha-Usaha Syariah 
 

15 Pondok Pesantren 
 

 
18 Usaha-usaha Syariah (detil tersedia di Lampiran) 
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Sektor Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Syariah 

 

Perguruan Tinggi yang menyediakan Program Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah Terkait 
Jenjang Jumlah 

Universitas 

tahun 

2019 

Program Studi tahun 2019 2018 2019 

Nama Program 

studi 

Jumlah 

Program 

Studi 

Jml. 

Dosen 

Jml. 

Mahasiswa 

Jml. 

Dosen 

Jml. 

Mahasiswa 

Sarjana 
 

21 
 

Akuntansi 

Syariah 

1 6 126 - 326 

Bisnis Islam - - - - - 

Ekonomi Syariah 13 113 7,450 - 5,739 

Hukum Ekonomi 

Syariah 

9 69 6,798 - 3,563 

Ilmu Ekonomi 

dan Keuangan 

Islam 

- - - - - 

Manajemen 

Bisnis Syariah 

- - - - - 

Manajemen Haji 

dan Umroh 

- - - - - 

Perbankan 

Syariah 

9 72 5,144 - 3,428 

Manajemen 

Keuangan 

Syariah 

1 7 467 - 312 

Magister 
 

2 
 

Hukum Ekonomi 

Syariah 

1 6 84 6 63 

Ekonomi Syariah 1 6 - 6 - 

Doktoral 0       

      

 
Akreditasi Perguruan Tinggi Dan Program Studi Ekonomi Syariah Terkait 

Akreditasi  

Akreditasi Perguruan Tinggi Akreditasi Program Studi 

S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Akreditasi A - - - 1 - - 

Akreditasi B - - - 9 1 - 

Akreditasi C - - - 10 1 - 

Belum Terakreditasi - - - 15 - - 
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Peluang Investasi Daerah 
untuk Industri Keuangan Syariah  

 
 
 
No. Nama Proyek Investasi Stakeholders Sektor Tahapan Proyek 

Investasi 
Nilai Perkiraan 

Investasi (dalam 
Rupiah) 

1 Proyek jalan tol: 

Á Binjai ς Langsa 

Á Langsa ς 

Lhokseumawe  

Á Lhokseumawe ς 

Sigli 

Á Sigli ς Banda Aceh 

Pemerintah/ 
Perusahaan 

Infrastruktur Ruas Sigli ς Banda 
Aceh sedang 
dalam tahap 

pembangunan 
oleh Hutama 

Karya 

Total Investasi: 

Á 7.4 triliun 
Á 6.1 triliun 
Á 7.8 triliun 
Á 6.2 triliun 

2 Potensi: 

PLTA di 15 
Kabupaten/Kota di 
Aceh 

Pemerintah/ 
Swasta 

Pembangkit 
Listrik Tenaga 

Air (PLTA) 

Perencanaan - 

3 Potensi: 

Panas Bumi di 8 
Kabupaten 

Pemerintah/ 
Swasta 

Panas Bumi 
(Geothermal) 

Á Jaboi Keuneukai 
(Pembangunan) 

Á Seulawah Agam 
(Pembangunan) 

- 

4 Peluang: 

Pabrik Pengolahan 
Minyak Goreng Nagan 
Raya 

Swasta Perkebunan 

(Komoditas 

Kelapa Sawit) 

Perencanaan Tersedia, difasilitasi 
oleh BKPM RI. Estimasi 
Investasi: 
Á Investasi: 115 

miliar 
Á Modal Kerja: 222 

miliar 
Á Estimasi 

Pendapatan: 245 
miliar 

Á NPV: 201.5 juta  
Á IRR : 50.15% 
Á BCR: 2.761295268 
Á BEP: 3 Tahun 9 

Bulan 

5 Peluang: 

Pembangunan Kopi 
Instan Aceh 

Konsorsium KEK 
Arun 

Lhokseumawe/ 
Swasta 

Perkebunan 

(Komoditas 

Kopi) 

Perencanaan Hitungan  Estimasi 
Investasi oleh Bappeda 
Aceh Tengah: 
Á Pembangunan 

Pabrik & Modal 
Kerja  

Á US$ 3.3 juta 
Á Biaya operasional: 

US$ 2.9 juta 
Á NPV: US$ 1.8 juta 
Á IRR: 23% 
Á BC: 1.6 
Á BEP: 6 Tahun 
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No. Nama Proyek Investasi Stakeholders Sektor Tahapan Proyek 
Investasi 

Nilai Perkiraan 
Investasi (dalam 

Rupiah) 
6 Peluang: 

Á Pembangunan  
Industri 
Pengolahan Kakao 
(Pasta, Mentega 
dan Bubuk Coklat 

Á Pembangunan 
Industri Kemasan 

Konsorsium KEK 
Arun 

Lhokseumawe/ 
Swasta 

Perkebunan 

(Komoditas 

Coklat) 

Perencanaan Hitungan estimasi 
Investasi: US$ 97 juta  
Á NVP: US$ 5.7 juta 
Á BC: 1.69 
Á BEP: 6 Tahun 9 

bulan 

7 Peluang: 

Pembangunan Industri 
Pengolahan Minyak 
Nilam 

Kepemilikan 

Lahan: 

Pemerintah/ 

Swasta 

Perkebunan 

(Komoditas 

Nilam) 

Perencanaan Estimasi Investasi Hasil 
Perhintungan Bappeda 
Aceh Jaya  
Á Total Investasi: US$ 

1.1 juta  
Á NPV: US$ 3.1 juta 
Á IRR: 64.22% 
Á BEP: 2 Tahun 

8 Potensi: 

Pembangunan Pabrik 
Pengolahan Serai 
Wangi 

Swasta Perkebunan 

(Komoditas 
Serai Wangi) 

Perencanaan - 

9 Peluang:  

Pengembangan Sapi di 
Aceh Besar  
 

Pemerintah/ 
Swasta 

Perternakan 

(Pengembangan 
Industri Sapi) 

- - 

10 Pengembangan Sapi di 
Pidie 

Milik 
Masyarakat dan 

Swasta 

Perternakan 

(Pengembangan 
Industri Sapi 

Perencanaan Estimasi secara 
keseluruhan 

11 Pengembangan Sapi di 
Nagan Raya 

Milk Koperasi 
Aneuk Nanggroe 

dan Swasta 

Perternakan 

(Pengembangan 
Industri Sapi 

Perencanaan Estimasi secara 
keseluruhan 

12 Pengembangan Sapi di 
Aceh Tengah 

Milik 
masyarakat dan 

milik 
pemerintah dan 

Swasta 

Peternakan Perencanaan Estimasi secara 
keseluruhan 

13 Pengembangan Sapi di 
Bener Meriah 
 

Milik 
Pemerintah dan 

Swasta 

Peternakan Perencanaan Estimasi secara 
keseluruhan 

14 Potensi:  

Pengembangan 

Pelabuhan Perikanan 

Idi 

Milik 
Pemerintah dan 

Swasta 

Perikanan Perencanaan - 

15 Potensi: 

Pengembangan 
Pelabuhan Perikanan 
{ŀǿŀƴƎ .ŀΩ¦ 

Milik 
Pemerintah dan 

Swasta 

Perikanan Perencanaan - 

16 Pengembangan wisata 

laut : 

Pusat Diving dan 
Snorkelling Babang 

Pemerintah dan 
Swasta 

Pariwisata Perencanaan - 

17 Pengembangan Potensi 
Wisata Gayo Lues 

Perusahaan dan 
Swasta 

Pariwisata Perencanaan - 
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No. Nama Proyek Investasi Stakeholders Sektor Tahapan Proyek 
Investasi 

Nilai Perkiraan 
Investasi (dalam 

Rupiah) 
18 Pengembangan Wisata 

Kota Banda Aceh 
Pemerintah dan 

Swasta 
Pariwisata Perencanaan - 

19 Pengembangan 
Lapangan Golf 
Lhoknga, Aceh Besar 

Pemerintah dan 
Swasta 

Pariwisata Perencanaan - 
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Praktik Terbaik dan Studi Kasus Unik 
Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah 

 
 
 
 

 

Islamisasi Lembaga Keuangan:  Qanun Aceh No 11 

Tahun 2008 tentang Lembaga Keuangan Syariah 

 

Dr. Hafas Furqani, M.Ec1  

Dr. Ratna Mulyany, MSACC 2  

 

 
Latar Belakang 
Provinsi Aceh menempuh terobosan baru dengan melakukan islamisasi seluruh lembaga keuangan. Ini dilakukan 
ŘŜƴƎŀƴ ŘƛǘŜǘŀǇƪŀƴƴȅŀ vŀƴǳƴ bƻΦ мм ¢ŀƘǳƴ нлму ǘŜƴǘŀƴƎ ά[ŜƳōŀƎŀ YŜǳŀƴƎŀƴ {ȅŀǊƛŀƘέΦ vŀƴǳƴ ƛƴƛ ǎŜƴŘƛǊƛ ƭŀƘƛǊ 
dari serangkaian cita-cita untuk memanifestasikan komitmen bersama masyarakat Aceh untuk pelaksanaan 
Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan bermasyarakat. Langkah ini bermula pada era reformasi dengan 
penerbitan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh 
sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memberikan kewenangan kepada Aceh untuk melaksanakan 
Syariat Islam. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memperkukuh 
komitmen ini dan menyataƪŀƴ ōŀƘǿŀ {ȅŀǊƛΩŀǘ LǎƭŀƳ menjadi landasan kehidupan masyarakat Aceh. Pada Pasal 
126 disebutkan:  
 

1. Setiap pemeluk agama Islam di AcŜƘ ǿŀƧƛō ƳŜƴŀŀǘƛ Řŀƴ ƳŜƴƎŀƳŀƭƪŀƴ ǎȅŀǊƛΩŀǘ LǎƭŀƳ  
2. Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelŀƪǎŀƴŀŀƴ ǎȅŀǊƛΩŀǘ LǎƭŀƳΦ  

 
Agar Syariat Islam terlaksana dengan baik dan teratur, pemerintah Aceh bertanggungjawab secara 

sistematis menyusun kebijakan pelaksanaan Syariat Islam. Pada UU No. 11 Tahun 2006 pasal 127 ayat (1) 
disebutkan tanggungjawab pemerintah Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota atas penyelenggaraan 
ǇŜƭŀƪǎŀƴŀŀƴ ǎȅŀǊƛΩŀǘ LǎƭŀƳΦ Di samping itu, Ulama Aceh juga memainkan perannya. Dalam Qanun Aceh No 2 Tahun 
2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) diseburkan bahwa untuk mendukung pelaksanaan Syariat 
LǎƭŀƳ άtŜǊŀƴ Řŀƴ ƪŜŘǳŘǳƪŀƴ ǇŀǊŀ ¦ƭŀƳŀ ǇŜǊƭǳ ŘƛƭŜƳōŀƎŀƪŀƴ ŘŀƭŀƳ ǎŜōǳŀƘ ōŀŘŀƴ ȅŀƴƎ ōŜǊǎƛŦŀǘ ƛƴŘŜǇŜƴŘŜƴ Řŀƴ 
berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan 
dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang LǎƭŀƳƛέΦ 

Pelaksanaan Syaraiat Islam yang dimaksud adalah mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh. 
Ini tergaƳōŀǊ ŘŀƭŀƳ vŀƴǳƴ !ŎŜƘ bƻƳƻǊ у ¢ŀƘǳƴ нлмп ǘŜƴǘŀƴƎ άtƻƪƻƪ-tƻƪƻƪ {ȅŀǊƛŀǘ LǎƭŀƳέ ǇŀŘŀ  tŀǎŀƭ н 
disebutkan bahwa ruang lingkup Syariat Islam mencakup semua aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di 
Aceh yang pelaksanaannya meliputi aqidah, Syariah dan Akhlak. Selanjutnya, disebutkan juga bahwa pelaksanaan 
Syariat Islam bidang Syariah meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), 

 
1 Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN Ar-Raniry 
2 Asisten Professor, FEB, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 
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jinayat (hukum pidana), ǉŀŘƘŀΩ (peradilan), tarbiyah (pendidikan) dan pembelaan Islam.  Penerapan Syariat Islam 
di Aceh adalah bermaksud melindungi agama, jiwa, harta, akal, kehormatan, harkat, nasab, masyarakat dan 
lingkungan hidup (pasal 3). 

Arah penerapan Syariat Islam dalam bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat Aceh mulai secara 
sistematis disusun sejak tahun 2015 di mana Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh melakukan kajian tentang Lembaga 
Keuangan Syariat di Aceh, sehingga dapat Menghasilkan Naskah Akademik yang menjadi dasar penyusunan 
Rancangan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Selanjutnya, diskusi intensif dan terbuka dalam bentuk FGD dan 
diskusi publik dilakukan untuk penyempurnaan draft rancangan Qanun LKS. Pada tahun 2017, Dewan Perwakilan 
Rakyat Aceh (DPRA) membentuk pansus pembahasan Rancangan Qanun LKS bersama dengan lembaga terkait 
seperti Dinas Syariat Islam, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Praktisi Perbankan dan Akademisi dari FEBI 
UIN Ar-Raniry. Hasil pembahasan yang panjang dan komprehensif akhirnya melahirkan penerbitan Qanun Aceh 
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada rapat paripurna DPRA dan diundangkan pada 
tanggal 4 Januari 2019 dalam Lembaran Daerah Aceh.  

 
Ruang Lingkup 
Prinsip dari Qanun LKS mengamanatkan bahwa sejalan dengan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di provinsi 
Aceh maka Pemerintah Aceh perlu mengatur transaksi keuangan masyarakat Aceh yang sesuai Syariat Islam. 
Aturan ini meliputi lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh dan juga cara bertansaksi dalam aktivitas lembaga 
keuangan.Qanun LKS berlaku untuk wilayah Aceh yang mencakup individu atau badan hukum yang melakukan 
transaksi keuangan di Aceh dan juga LKS yang menjalankan usaha di Aceh atau berkantor pusat di Aceh. Pada 
Pasal 6 disebutkan bahwa Qanun LKS berlaku untuk:  
Á Setiap orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan 

transaksi keuangan di Aceh 
Á Setiap orang yang beragama bukan Islam yang melakukan transaksi keuangan di Aceh 
Á Setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan 

dengan pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota 
Á LKS yang menjalankan usaha di Aceh 
Á LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh 

 
Isi Qanun LKS 
Qanun LKS memuat 12 Bab dan 67 Pasal Qanun yang berisi aturan terkait pelaksanaan jasa lembaga keuangan 
Syariah di Provinsi AcŜƘ ȅŀƴƎ ƘŀǊǳǎ Řƛƭŀƪǎŀƴŀƪŀƴ ǎŜǎǳŀƛ ŘŜƴƎŀƴ tǊƛƴǎƛǇ {ȅŀǊƛŀƘΦ tǊƛƴǎƛǇ {ȅŀǊƛΩŀƘ ŀŘŀƭŀƘ ǇǊƛƴǎƛǇ 
hukum dan etika keislaman dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 
memiliki kewenangan dalam peneǘŀǇŀƴ Ŧŀǘǿŀ Řƛ ōƛŘŀƴƎ ǎȅŀǊƛΩŀƘΦ Secara umum, Qanun LKS mengatur empat 
dimensi penting dalam praktik keuangan Syariah di Aceh yaitu:  

1. Lembaga keuangan Syariah (LKS) yang merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor 
perbankan, sektor keuangan Syariah non perbankan dan sektor keuangan lainnya yang sesuai dengan 
prinsip Syariah yang mencakup pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, 
koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro, atau lembaga jasa keuangan 
lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-ǇǊƛƴǎƛǇ ǎȅŀǊƛΩŀƘΦ  

2. Pihak-pihak yang terkait yang melakukan aktivitas transaksi atau menjalin kerjasama dengan lembaga 
keuangan Syariah di Aceh seperti individu, badan usaha, lembaga, dan juga para stakeholder terkait 
seperti Pemerintah Aceh, Baitul Mal Aceh.  

3. Kegiatan usaha LKS dan ativitas transaksi keuangan Syariah seperti simpanan, pinjaman, pembiayaan dan 
investasi yang harus sesuai dengan ketentuan akad Syariah.  
 

Beberapa terobosan penting yang ingin diwujudkan dalam Qanun LKS adalah sebagai berikut: 
Á Kewajiban lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip Syariah (Pasal 2 ) 
Á Kegiatan usaha LKS yang meliputi transaksi jasa keuangan (penyaluran, pembiayaan, pengelolaan dan 

investasi) berdasarkan prinsip Syariah (Pasal 38). 
Á Pembentukan Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (Pasal 42). 
Á Pembentukan Dewan Syariah Aceh (DSA) dan Dewan Syariah Kebupaten untuk kepentingan pengaturan, 

koordinasi dan pengawasan Syariah di tingkat Aceh (Pasal 46-48). 
Á Peran LKS dalam pengembangan usaha sector riil masyarakat (Pasal 38 ayat (6)). 
Á Kewajiban Bank Syariah mencapai rasio pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah minimal 

30% pada tahun 2020 dan 40% pada tahun 2022 (Pasal 14 ayat (3) dan (4)). 
Á Kewajiban LKS melakukan pembinaan pada UKM (Pasal 60 ayat 4). 
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Á Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah mengutamakan akad berbasis bagi hasil dan jumlahnya paling 
sedikit 10% pada tahun 2020, 20% pada tahun 2022 dan 40% pada tahun 2024 (Pasal 14 ayat 7).  

Á Kewajiban LKS melakukan kegiatan keuangan sosial (Pasal 38 ayat (2)).  
Á Peran LKS dalam pengumpulan harta agama berupa wakaf, hibah, zakat, infaq dan sadaqah dalam bentuk 

tunai (Pasal 38 ayat (7)).  
Á Kerjasama Bank Syariah dengan Baitul Mal dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah 

dan wakaf dan termasuk juga pembiayaan murah kepada usaha mikro (Pasal 15 dan 16).  
Á Peran LKS dalam edukasi dan literasi keuangan Syariah (Pasal 17) 
Á Peran Pemerintah Aceh dalam menfasilitasi, membentuk dan memberikan insentif kepada bank Syariah 

yang berkinerja baik (Pasal 19 dan 20). 
Á Ikatan bagi setiap orang beragama Islam dan bertempat tinggal di Aceh untuk melakukan transaksi 

perasuransian di Aceh dalam aktivitas asuransi Syariah (Pasal 22). 
Á Aturan terkait pasar modal Syariah yang meliputi instrumen, saham, reksadana dan sukuk (Pasal 23) 
Á Pemerintah Aceh dapat mengeluarkan obligasi Syariah atau sukuk daerah (Pasal 23 ayat (7). 
Á Pengelolaan dana pensiun berdasarkan prinsip Syariah (Pasal 24) 
Á Aktivitas modal ventura berdasarkan prinsip Syariah (Pasal 25) 
Á Aturan terkait pegadaian Syariah, produk dan prinsip pegadaian Syariah (Pasal 26-27) 
Á Koperasi pembiayaan harus memenuhi prinsip Syariah (Pasal 28) 
Á Lembaga / perusahaan pembiayaan Syariah wajib melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah 

(Pasal 29). 
Á Aturan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Pasal 34). 
Á Aturan teknologi financial Syariah yang harus memperhatikan prinsip-prinsip Syariah (Pasal 35). 
Á Aturan lembaga keuangan Non-Bank Syariah lainnya yang harus memenuhi prinsip Syariah dalam 

operasionalnya (Pasal 37).  
Á Seluruh Transaksi Keuangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota wajib melalui LKS (Pasal 50). 
Á Menginfentarisasikan Lembaga Keuangan Non formal oleh Pemerintah (Pasal 53). 

 
Manfaat dan Dampak 
Implementasi Qanun LKS akan memberikan dampak positif dalam dua bentuk, yaitu pertama terlaksananya 
implementasi Syariat Islam secara lebih meluas dalam kehidupan masyarakat Aceh yang merambah dimensi 
ekonomi dan keuangan. Kedua, perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah akan lebih besar dan semarak di 
Indonesia secara umum. Dalam simulasi perhitungan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, proporsi aset 
perbankan Syariah di Indonesia akan bertambah sekitar Rp 25.76 Triliun sebagai akibat limpahan konversi 
lembaga keuangan Syariah di Aceh sehingga menaikkan pangsa pasar perbankan Syariah nasional menjadi 6.10 
persen. Dengan kata lain, total aset perbankan Syariah meningkat menjadi Rp 505.6 triliun dan total aset 
perbankan konvensional turun menjadi Rp 7,786.8 triliun.  
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Wawancara 
Kepala Instansi Daerah 

 
 

Bagaimana visi, rencana, dan program-program terkait ekonomi syariah? 

 
Kepala Bappeda Provinsi Aceh 

 
Visi Pemerintah Aceh RPJMA 2017-2022 
ά¢ŜǊǿǳƧǳŘƴȅŀ !ŎŜƘ ȅŀƴƎ 5ŀƳŀƛ Řŀƴ {ŜƧŀƘǘŜǊŀ aŜƭŀƭǳƛ tŜƳŜǊƛƴǘŀƘŀƴ ȅŀƴƎ .ŜǊǎƛƘΣ !Řƛƭ Řŀƴ aŜƭŀȅŀƴƛέΦ 
 
Misi: Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam 
kehidupan masyarakat dengan iktiƪŀŘ !ƘƭǳǎǎǳƴƴŀƘ ²ŀƭƧŀƳŀŀƘ ȅŀƴƎ ōŜǊǎǳƳōŜǊ ƘǳƪǳƳ aŀȊƘŀō {ȅŀŦƛΩƛȅŀƘ 
dengan tetap menghormati mazhab yang lain. 
 
Peraturan Daerah: 
Á Qanun Aceh No.8 Tahun 2014 Tentang Pokok Pokok Syariat Islam 
Á Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah 
Á Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah  

 
Tujuan:  
1. Menguatnya tatanan Ekonomi Syari'ah 

Program: 
Á Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama (Jumlah Sertifikat Produk Halal yang Diterbitkan) 
Á Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan (Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Lembaga 

Sosial Keagamaan) 
Á Program Pengelolaan ZISWAF (Persentase Peningkatan Pemahaman ZISWAF) 
Á Program Pembinaan Syariat Islam (Persentase Pembayar ZIS) 

 
2. Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami 

Program: 
Á Pengembangan Nilai Budaya (Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Menghargai Nilai Budaya) 
Á Program Pegelaran Seni Budaya Daerah (Jumlah keikutsertaan dalam Festival Seni dan Budaya 

(Festival/Tahun) 
Á Program Pengelolaan Keragaman Budaya (Meningkatkan Pelestarian, Pengembangan dan 

Pemanfaatan Kekayaan dan Keragaman Budaya) 
 
Misi 8:  Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, perdagangan, industri dan industri kreatif 
yang kompetitif. 
 
Peraturan Daerah 
Á Qanun Prov. NAD No. 11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan 
{ȅƛΩŀǊ LǎƭŀƳ  

Á Qanun Aceh No.8 Tahun 2014 Tentang Pokok Pokok Syariat Islam 
Á Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan 

  
Tujuan:  
1. Meningkatnya pembangunan industri 

Program:  
Á Program pengembangan industri kreatif dan aneka (Meningkatnya kontribusi sub sektor industri 

kreatif dan aneka) 
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Á Program perwilayahan industri (Meningkatnya jumlah kawasan industri dan sentra industri) Kawasan 
Industri (KI), Sentra Industri Kecil, Menengah (SIKIM) 

Á Program pengembangan sentra-sentra industri potensial (Meningkatnya kontribusi sektor industri) 
 

2. Meningkatnya kontribusi pariwisata 
Program  
Á Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Jumlah kunjungan wisatawan wusantara dan wancanegara) 

 
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh 
 
±ƛǎƛ DǳōŜǊƴǳǊ !ŎŜƘ ȅŀƛǘǳΥ ά¢ŜǊǿǳƧǳŘƴȅŀ !ŎŜƘ ¸ŀƴƎ 5ŀƳŀƛ Řŀƴ Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, 
Adil Řŀƴ aŜƭŀȅŀƴƛέΦ 
 
Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh berkontribusi 
dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada misi ke sebelas dan ke duabelas, yaitu: 
έaŜƳōŀƴƎǳƴ Řŀƴ ƳŜƴƎŜƳōŀƴƎƪŀƴ ǎentra-sentra produksi, industri Řŀƴ ƛƴŘǳǎǘǊƛ ƪǊŜŀǘƛŦ ȅŀƴƎ ƪƻƳǇŜǘƛǘƛŦέΦ 
 
Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh terkait pengembangan ekonomi syariah, industri halal dan 
sektor keuangan syariah di Aceh: 
1. Mengembangkan standarisasi dan inovasi produk industri halal dan keuangan syariah 
2. Membentuk lembaga-lembaga pendukung ekonomi syariah 
3. Menyusun program pelatihan dengan memanfaatkan perkembangan IT 
4. Mensinergikan program pengurus pusat maupun pengurus wilayah dengan lembaga pemerintah pemangku 

ekonomi Syariah 
5. Meningkatkan daya saing produk dan jasa dengan fokus makanan halal. Dalam hal ini, Disperindag Aceh 

membuka dan memfasilitasi konsultasi dan sosialisasi sertifikasi halal, hingga fasilitasi pendaftaran 
sertifikasi halal. 

 
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh 

 
±ƛǎƛ 5ƛƴŀǎ YƻǇŜǊŀǎƛΣ ¦ǎŀƘŀ YŜŎƛƭ Řŀƴ aŜƴŜƴƎŀƘ !ŎŜƘ ŀŘŀƭŀƘ άaŜƴƧŀŘƛƪŀƴ YƻǇŜǊŀǎƛΣ ¦ǎŀƘŀ aƛƪǊƻ YŜŎƛƭ Řŀƴ 
Menengah yang sehat, kuat dan berdaya saing menuju masyarakat makmur serta sejahtera paŘŀ ǘŀƘǳƴ нлннέ 
melalui rencana dan program-program kegiatan yang mendukung terwujudnya visi tersebut. Adapun kebijakan 
yang telah dilakukan Pemerintah Aceh terkait pengembagan sektor Ekonomi Syariah, Industri Halal dan sektor 
keuangan Syariah adalah pengesahan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah 
yang mengatur sendi-sendi pelaksanaan dan pengelolaan perekonomian sesuai prinsip syariah Islam di sektor 
keuangan termasuk dalam hal pengembangan Koperasi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh 
bekerjasama dengan MUI Pusat telah melakukan Bimbingan Teknis dan Sertifkasi Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Syariah (USPPS), mulai tahun 2018 
(Tahap I) menghasilkan sejumlah 28 orang DPS dan tahun 2019 (Tahap II) sejumlah 60 orang DPS.  Dilanjutkan 
dengan bantuan fasilitasi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Konvensional 
ke Syariah melalui Notaris.  
Selain itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh juga gencar melakukan sosialisasi, pelatihan dan 
bimbingan teknis sistem keuangan syariah kepada pengurus/pengelola koperasi pada tahun anggaran 2019 
kepada 150 pengurus/pengelola koperasi di 3 (tiga) wilayah yaitu Banda Aceh, Aceh Barat Daya dan Bireuen 
sebagai bentuk implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
Aceh memiliki 5 strategi untuk mendorong pertumbuhan industri halal di Aceh yaitu: 
Á Competitivenes (daya saing), Peningkatan daya saing dilakukan melalui pendataan sektor-sektor 

potensial yang dapat dikembangkan seperti makanan dan minuman, fashion, wisata dan ekonomi 
digital; 

Á Certification (sertifikasi), Sertifikasi produk diberikan untuk mempeluas akses pasar dengan 
mendorong koperasi dan pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi;  

Á Coordination (koordinasi), Koordinasi juga dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh 
agar terjadinya sinergi program dan kebijakan antar stakeholder terkait untuk menjadikan ekonomi 
syariah sebagai sumbver pertumbuhan ekonomi baru; 
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Á Campaign (publikasi/promosi), Promosi diperlukan untuk memperkenalkan kepada publik tentang 
gaya hidup halal yang bersifat universal , tidak hanya untuk Muslim , namun juga untuk non Muslim, 
dan;  

Á Corporation (kerjasama). Kerjasama antara pemangku kepentingan industri halal nasional dan 
internasional untuk membangun Aceh sebagai pusat industri halal global. 
 

Salah satu strategi untuk mencapai visi Aceh sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di Indonesia ialah 
dengan memperkuat rantai nilai halal (halal value chain). Di dalamnya terdapat sejumlah industri yang berkaitan 
dengan kebutuhan produk dan jasa halal, seperti makanan dan minuman alias kuliner, pariwisata, serta fesyen 
busana sopŀƴκǎȅŀǊΩLΦ 
 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh 

 
Visi: "Terwujudnya Aceh Sebagai Daerah Investasi Utama Melalui Pelayanan Terpadu yang Prima"  
 
Misi:  
1. Meningkatkan percepatan reformasi birokrasi bidang penanaman modal,  
2. Membentuk citra Aceh sebagai daerah tujuan utama investasi,  
3. Melaksanakan integrasi perencanaan dan pengendalian penanaman modal dengan pemerintah, 

pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, swasta, perbankan, akademisi dan masyarakat,  
4. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan. 

 
Pemerintah Aceh telah diberikan kewenangan untuk menjalankan Syariat Islam, suatu sistem yang telah diidam-
idamkan oleh seluruh masyarakat Aceh sejak lama, melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh 
Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Segala warga masyarakat Aceh yang beragama Islam, 
wajib menjalankan syariat Islam secar paripurna. Sebagaimana yang telah diketahui, syariat Islam merupakan 
satu-satunya solusi untuk mencapai standar tatanan organisasi kemasyarakatan yang ideal. Hal ini dikarenakan 
adanya dua aspek evaluasi yang menjadi dasar ideologis dalam pelaksanaan segenap ketentuan syariat Islam, 
yaitu aspek duniawi dan aspek akhirat. Oleh karena itu, dengan komitmen mematuhi serta menghormati 
pelaksanaan syariat islam, diharapkan seluruh aspek khususnya bidang perekonomian dapat bertumbuh 
kembang secara ideal dan sesuai harapan teoretis. 
 
Berbicara mengenai bidang perekonomian/investasi, melalui Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
Penanaman Modal, telah diatur dasar-dasar melakukan kegiatan penanaman modal/berusaha di Aceh. 
Sebagaimana disebutkan pada pasal 8, bahwa Pemerintah Aceh mendukung  penuh  atas  keberlangsungan  
ekonomi  syariah  yang  ditandai  dengan  adanya perhatian khusus bagi seluruh kegiatan berusaha untuk 
melakukan kerjasama dengan lembaga ekonomi syariah. Hal ini bermakna perhatian Pemerintah Aceh agar 
keberlangsungan perekonomian syariah di Aceh adalah sangat besar. Selanjutnya, pada sektor keuangan 
syariah saat ini, Provinsi Aceh juga telah memiliki Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan 
Syariah dalam upaya mewujudkan pelaksanaan syariat islam secara kaffah dan memperkuat implementasi 
pembangunan ekonomi syariah di Aceh. DPMPTSP beberapa waktu lalu juga sudah bekerjasama dengan Bank 
Mandiri Syariah dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada karyawan terkait dengan produk 
perbankan syariah. Dapat kami informasikan juga seluruh karyawan DPMPTSP memiliki rekening pada Bank 
Aceh Syariah 
 
Pada sektor industri halal, Provinsi Aceh juga sudah memiliki regulasi dengan terbitnya Qanun nomor 8 tahun 
2016 tentang sistem jaminan produk halal dimana pemerintah Aceh berkewajiban melindungi masyarakat dari 
mengkonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan serta menggunakan kosmetik, produk kimia biologi agar 
terjamin kehalalannya. Dalam sektor pariwisata, Pemerintah Aceh juga sudah memiliki branding Aceh Halal 
Tourism serta aktif dalam upaya mempromosikannya. Dengan brand image ini, diharapkan akan menarik minat 
investasi dan kerjasama wisatawan Muslim dan calon investor ke Aceh dalam bidang investasi dan 
pengembangan proyek di sektor pariwisata, properti, perdagangan bahkan infrastruktur.  
 
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam program peningkatan promosi, 
kerjasama investasi dan pengembangan potensi ungguan daerah ada beberapa kegiatan yaitu   
Á Aceh Trade, Tourism and Investment Forum  
Á Pertemuan kerjasama negara Asean dan fasilitasi dunia usaha pada IMT-GT 
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Á Marketing investasi 
Á Bisnis forum investasi 
Á Marketing Investment Indonesia (MII) dan IMT-GT untuk peningkatan kerjasama dan peningkatan 

promosi investasi.  
 

DPMPTSP juga memiliki program pemberdayaan usaha kemitraan UMKM dengan perusahaan PMA/PMDN, 
BUMN, BUMD. Proses pelayanan perizinan dilaksanakan secara online system, sehingga memberikan proses 
waktu lebih singkat, nyaman, murah, efektif dan efisien. 
 
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh 

 
Pembenahan dan persiapan Aceh sebagai destinasi wisata yang ramah untuk dikunjungi tetap ditingkatkan. 
Kemenangan Aceh sebagai Destinasi Halal Budaya terbaik tingkat dunia dan Bandara Sultan Iskandar Muda 
sebagai Bandara Ramah Wisatawan Muslim terbaik tingkat dunia serta Aceh sebagai destinasi wisata ramah 
Muslim telah menambah jumlah kunjungan wisatawan Muslim ke Aceh. Pelaku pariwisata baik jajaran 
pemerintah maupun masyarakat diharapkan terus memberikan kontribusi positif dalam upaya memajukan 
sektor pariwisata di Aceh. 
 
Beberapa program yang telah dilakukan selama ini yaitu: 
Á Melakukan pelatihan-pelatihan (capacity building) SDM pariwisata 
Á Kerjasama dengan lembaga terkait (Pemerintah, BUMN/BUMD, Lembaga Pendidikan dan Industri 

Pariwisata) 
Á Memperbanyak paket-paket produk pariwisata ramah Muslim 
Á Menyediakan kemudahan fasilitas islami bagi wisatawan 
Á Uji kompetensi pelaku bagi usaha pariwisata   

 
Dengan program tersebut telah membawa Aceh meraih kemenangan tingkat Nasional di peringkat kedua 
sebagai Destinasi Wisata ramah Muslim Unggulan Indonesia 2019 melalui Standar Indonesia Muslim Travel 
Index (IMTI) 2019 yang mengacu pada Global Muslim Travel Index (GMTI). Hal tersebut akan semakin 
mempertegas Visi PŜƳŜǊƛƴǘŀƘ !ŎŜƘ ŘŀƭŀƳ άaŜǿǳƧǳŘƪŀƴ !ŎŜƘ ǎŜōŀƎŀƛ 5Ŝǎǘƛƴŀǎƛ Wisata ramah Muslim 
¦ƴƎƎǳƭŀƴ 5ǳƴƛŀέΦ 
 
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh 
  
Visi & Misi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Aceh 
Program Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Aceh memiliki tujuan utama untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat (social welfare) berlandaskan prinsip dan nilai-nilai syariah Islam. Cara untuk 
mencapai tujuan itu disesuaikan dengan sasaran/target yang telah ditentukan sebagaimana yang telah ditulis 
sebelumnya, diantaranya Peningkatan Aset Usaha Syariah, Peningkatan Pembiayaan Keuangan Syariah, Tingkat 
Kedalaman Pasar Keuangan, Tingkat Literasi & Akses Keuangan Syariah, serta International Standing.  
 
Visi pengembangan ekonomi syariah di Aceh diupayakan sejalan dengan visi Gubernur Provinsi Aceh yang ingin 
mewujudkan Aceh yang damai dan sejahtera. Misi pengembangan ekonomi syariah juga dinilai sejalan dengan 
ǎŀƭŀƘ ǎŀǘǳ Ƴƛǎƛ DǳōŜǊƴǳǊ tǊƻǾƛƴǎƛ !ŎŜƘΣ ȅŀƛǘǳ άaŜƳǇŜǊƪǳŀǘ ǇŜƭŀƪǎŀƴŀŀƴ {ȅŀriat Islam beserta nilai-nilai 
keislamanέΦ LǎƭŀƳ ǎŜōŀƎŀƛ ŀƎŀƳŀ ȅŀƴƎ ǇŀǊƛǇǳǊƴŀΣ ǘŜƴǘǳ ƳŜƳƛƭƛƪƛ ǇŀƴŘǳŀƴ ȅŀƴƎ ƭŜƴƎƪŀǇ Řƛ ōŜǊōŀƎŀƛ aspek 
kehidupan, termasuk perekonomian. Aceh sebagai salah satu barometer nasional penerapan syariat Islam perlu 
untuk terus berproses menciptakan kesejahteraan melalui perekonomian berbasis syariah Islam. 
 
Dengan mempertimbangkan pandangan masyarakat Aceh yang kuat terhadap agama, sekaligus adanya misi 
Gubernur Provinsi Aceh untuk memperkuat pelaksanaan syariat Islam, maka visi pengembangan ekonomi dan 
keuangan syariah Aceh diusulkan sebagai berikut: άaŜǿǳƧǳŘƪŀƴ !ŎŜƘ ǎŜƧŀƘǘŜǊŀ ƳŜƭŀƭǳƛ ǇŜƴŜǊŀǇŀƴ ƴƛƭŀƛ Řŀƴ 
prinsip syariah Islam dalam setiap aspek dan sendi sendi ǇŜǊŜƪƻƴƻƳƛŀƴέ. 
 
Berdasarkan visi dimaksud, misi pengembangan ekonomi dan ƪŜǳŀƴƎŀƴ ǎȅŀǊƛŀƘ ŘƛǳǎǳƭƪŀƴΥ άaŜƴȅŀǘǳƪŀƴ 
keterkaitan pengembangan sektor keuangan dan sektor riil perekonomian berbasis syariah LǎƭŀƳέΣ ƳŜƭŀƭǳƛ 
beberapa cara sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan wawasan masyarakat Aceh untuk menerapkan nilai-nilai syariah dalam praktek dan transaksi 
ekonomi melalui edukasi yang terstruktur dan masif, serta peningkatan peran lembaga pendidikan Islam 
dan masjid. 

2. Menyusun rekomendasi kebijakan strategis yang bersifat top down untuk mengakselerasi perkembangan 
ekonomi-keuangan syariah di Aceh. 

3. Mendorong terciptanya wirausaha dan semangat kewirausahaan, dan secara bersamaan mengupayakan 
adanya kerjasama/linkage antara lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha, baik di pelaku berskala 
mikro, kecil, menengah, maupun besar. 

4. Memperkuat networking dan kerjasama bisnis antar pelaku usaha dan investor, baik di dalam wilayah Aceh, 
di tingkat nasional-internasional, berdasarkan prinsip bisnis syariah. 

5. Meningkatkan kualitas manajemen Lembaga Keuangan Syariah dan inovasi-implementasi akad/produk 
keuangan syariah. 

6. Mengoptimalkan pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana Islamic Social Finance (Zakat, Infaq, 
Shadaqah dan Wakaf). 
 

Penjelasan Misi Program Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Aceh 
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kami merekomendasikan 6 (enam) misi untuk mendukung visi 
Program Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Provinsi Aceh. Keenam misi dimaksud merupakan 
interpretasi dari berbagai peran stakeholder, baik di sektor ekonomi riil maupun di sektor keuangan syariah. 
Berikut penjelasan singkat dari keenam misi program dimaksud. 
 
Penjabaran Misi Pertama  
άMeningkatkan wawasan masyarakat Aceh untuk menerapkan nilai-nilai syariah dalam praktek dan transaksi 
ekonomi melalui edukasi yang terstruktur dan masif, serta peningkatan peran lembaga pendidikan Islam dan 
masjidΦέ 
 
Tujuan dari misi pertama adalah membangun konstruksi berpikir masyarakat Aceh bahwa persoalan muamalah 
tidak terlepas dari panduan syariah Islam. Pengetahuan yang terbatas terhadap nilai-nilai syariah dalam 
perekonomian berpotensi memunculkan resistensi, bahkan menganggap nilai yang ada dalam ekonomi syariah 
sama saja dengan konvensional. Fenomena dimana masyarakat Muslim tidak memahami panduan syariah 
dalam perekonomian telah banyak ditemui, dan menimbulkan kemacetan dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi dan keuangan syariah di banyak tempat.  
 
Dari sisi penawaran, pemahaman terhadap nilai-nilai syariah juga akan mendorong terciptanya sumber 
perekonomian baru yang dapat diwujudkan dalam berbagai bisnis halal: halal fashion, halal tourism, halal food, 
halal pharmaceutical, halal logistic & distribution, hingga bertumbuhnya jurusan-jurusan berbasis syariah di 
tingkat Perguruan Tinggi (ilmu ekonomi syariah, akuntansi syariah, manajemen syariah, dst). Dari sisi 
permintaan, pemahaman masyarakat terhadap nilai syariah dalam perekonomian akan menstimulasi adanya 
demand terhadap berbagai produk dan jasa halal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peningkatan 
pemahaman masyarakat (Knowledge/K) terhadap nilai-nilai Islam dalam muamalah akan berbanding lurus 
dengan berkembangnya bisnis berbasis syariah (Ysy), baik dari sisi penawaran (S) maupun permintaan (D). 

 
 
Sebaliknya, apabila di tengah masyarakat tidak tercipta pemahaman yang baik tentang nilai-nilai syariah dalam 
perekonomian, maka selamanya ekonomi dan keuangan syariah hanya akan tumbuh dalam nuansa 
kapitalisme/perekonomian konvensional, yang diantara keduanya saling mematikan.  
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Dari sisi pendidikan berbasis madrasah, Aceh memiliki sekitar 998 lembaga, 96.433 murid dan 4.304 rombel3, 
yang diantaranya terdiri dari 355 madrasah Aliyah, 408 madrasah tsanawiyah, dan 594 madrasah ibtidaiyah, 
serta keberadaan sekitar 1.573 masjid dan ribuan santri-alumni santri. Dengan keberadaan lembaga pendidikan 
Islam yang sedemikian banyak, maka memasukkan kurikulum mengenai ekonomi syariah di tingkat sekolah 
menengah pertama dan/atau sekolah menengah atas merupakan salah satu cara efektif untuk mengenalkan 
nilai Islam dalam perekonomian sejak dini. Dengan demikian, diharapkan dalam jangka panjang, generasi muda 
Aceh dapat dengan jelas melihat keterkaitan antara keimanan dan keislamannya dalam satu frame yang utuh 
(tidak terpisah). 
 

 
 

Muslim Menjadikan Iman sebagai Titik Awal Memahami Islam dan Syariahnya 
 
Penjabaran Misi Kedua 
άaŜƴȅǳǎǳƴ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀǎƛ ƪŜōƛƧŀƪŀƴ ǎǘǊŀǘŜƎƛǎ ȅŀƴƎ ōŜǊǎƛŦŀǘ ǘƻǇ Řƻǿƴ ǳƴǘǳƪ ƳŜƴƎŀƪǎŜƭŜǊŀǎƛ ǇŜǊƪŜƳōŀƴƎŀƴ 
ekonomi-keuangan syariah di !ŎŜƘέ 
 
Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh sangat berpotensi diakselerasi lebih cepat dibanding 
provinsi lainnya. Hal ini didukung oleh kuatnya religiusitas masyarakat dan Pemerintah Aceh untuk menerapkan 
syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dan implementasi syariah Islam perlu menjadi nafas dari visi 
dan misi setiap pimpinan di Aceh, baik di tingkat Gubernur, hingga bahkan Kepala Desa (Geuchik). Tanpa adanya 
internalisasi nilai syariah dalam uraian visi dan misi para pimpinan daerah, maka prinsip syariah Islam di bidang 
muamalah rentan untuk terbengkalai oleh karena berbagai hal, mulai dari masih belum kuatnya pemahaman 
mengenai ilmu dan praktek ekonomi syariah di tingkat makro-mikro ekonomi, hingga adanya skeptisisme 
terhadap penerapan syariah dalam perekonomian. 
 
Konversi BPD Aceh menjadi BPD Aceh Syariah merupakan salah satu bukti yang menunjukkan keberpihakan 
Pemerintah Provinsi Aceh yang mampu mengakselerasi pertumbuhan market share perbankan syariah di 
tingkat provinsi hingga nasional. Proses konversi ini secara tidak langsung menambah perhitungan aset, DPK 
dan pembiayaan perbankan syariah, dan mengurangi variabel-variabel yang sama pada perbankan konvesional. 
Saat ini Pemerintah Provinsi Aceh sedang menyusun qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah, sebagai salah 
satu produk keberpihakan lainnya kepada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Namun demikian, 
masih banyak potensi yang perlu memperoleh perhatian dan dukungan kebijakan Pemerintah, mulai dari 
kebijakan pengembangan destinasi wisata ramah Muslim, kebijakan kawasan ekonomi khusus yang bernafaskan 
syariah, kebijakan untuk menggerakkan potensi ZISWAF, dan berbagai potensi kebijakan lain yang akan kami 
uraikan dalam sub-bab berikutnya mengenai inovasi rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi syariah di 
Aceh.  
 
Penjabaran Misi Ketiga 
άMendorong terciptanya wirausaha dan semangat kewirausahaan, dan secara bersamaan mengupayakan 
adanya kerjasama/linkage antara lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha, baik di pelaku berskala mikro, 
kecil, menengah, maupun besarΦέ 
 

 
3https://aceh.kemenag.go.id/file/file/Data%20Pendidikan%20Madrasah%202017/jumlah_lembaga_madrasah,_
murid_dan_rombel.htm 
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Telah manjadi sebuah pengertian secara umum bahwa untuk mendorong potensi sumber daya alam dan 
manusia, serta untuk menyalakan mesin-mesin produksi diperlukan satu faktor penting, yaitu kewirausahaan 
atau entrepreneurship. Bahkan sebagian kalangan mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan salah satu 
syarat yang menentukan apakah sebuah negara berkembang dapat berevolusi menjadi negara maju. Menurut 
Bank Dunia, syarat suatu negara yang memiliki perekonomian yang baik dan maju minimal memiliki 4% 

wirausahai. Saat ini, Indonesia diperkirakan telah memiliki sekitar 3.3% pengusaha, sementara Malaysia 5%, dan 

Singapura 7%. 
 
Saat ini, telah banyak cerita menunjukkan bahwa wirausaha tidak lahir dari faktor keturunan atau talenta, tetapi 
melalui penumbuhan pendidikan mengenai kewirausahaan itu sendiri. Selain pendidikan, kewirausahaan 
memerlukan inovasi, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Dalam konteks pengembangan ekonomi 
syariah, karakter seorang wirausaha yang terbentuk haruslah sesuai dengan nilai dan prinsip syariah Islam. 
Untuk membentuk karakter wirausaha Muslim diperlukan proses yang tidak sebentar. Diperlukan sinergi 
dengan kalangan pendidik (di tingkat SMA dan Perguruan Tinggi), korporasi/perusahaan, dan juga 
Pemerintah/stakeholder lainnya untuk mendukung adanya event, membentuk dan memperkuat komunitas 
wirausaha Muslim, perlombaan, award, dan skema-skema pembiayaan untuk pengusaha pemula (start up). 
 
Di sisi lain, keberadaan lembaga keuangan syariah sebagai faktor penting untuk mendorong perekonomian, 
termasuk mendukung lahirnya wirausaha baru tidak dapat dipungkiri. Dalam konteks makro, perkembangan 
perbankan syariah secara langsung/tidak langsung telah mendorong tumbuhnya perkembangan bisnis berbasis 
syariah di berbagai sektor perekonomian. Untuk menciptakan iklim perekonomian syariah yang mendukung 
lahirnya wirausaha baru, maka fungsi intermediasi perbankan syariah perlu untuk dioptimalkan disalurkan 
kepada masyarakat Aceh, dan secara paralel, wirausaha yang baru tersebut diperkuat dengan skema kerjasama 
dengan para pelaku usaha yang lain (misal untuk mendukung distribusi, pemasaran, produksi, dsb.), dan 
didukung dengan skema anggaran lain bekerjasama dengan pihak swasta (mekanisme angel investment, dll). 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa misi ketiga ini merupakan salah satu upaya yang tersistem untuk 
menciptakan sumber ekonomi baru melalui lahirnya wirausaha baru yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan 
syariah Islam. 
 
Penjabaran Misi Keempat 
άMemperkuat networking dan kerjasama bisnis antar pelaku usaha dan investor, baik di dalam wilayah Aceh, 
di tingkat nasional-internasional, berdasarkan prinsip bisnis syariah. 
 
Ruang lingkup ekonomi syariah tidak terbatas hanya pada lembaga keuangan, baik yang bersifat sosial maupun 
komersial. Ekonomi syariah memiliki ruang lingkup yang sama luasnya dengan pemahaman kita terhadap 
perekonomian yang selama ini kita pahami. Dengan demikian, dalam konteks investasi, maka diharapkan 
berbagai rencana investasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah, baik yang bersifat domestic maupun asing, 
dapat dikawal agar sesuai dengan guidance syariah Islam.  
 
Dalam 5 tahun terakhir, jumlah investasi di Aceh mencapai Rp 21 Triliun. Dari angka tersebut, 75% merupakan 
investasi domestik, dan 25% asing/internasional. Negara dengan investasi terbesar di Aceh adalah Tiongkok, 
lalu disusul oleh Malaysia di posisi kedua. Gubernur Provinsi Aceh menyampaikan bahwa setidaknya ada empat 
sektor prioritas investasi di Aceh, yaitu agroindustry, infrastuktur dan energi, pengembangan pariwisata dan 
kawasan4.  
 
Melihat potensi ini, sudah selayaknya provinsi Aceh memiliki konsep pembiayaan dan instrumen investasi 
berbasis syariah, dan mengundang ketertarikan investor potensial lainnya (baik dalam maupun luar negeri), 
yang didukung dengan implementasi nilai-nilai syariah dalam setiap sektor ekonomi yang menjadi target 
investasi. 
 
 
 
 
 

 
4 http://kek.go.id/berita/2017/11/KEK-Arun-Lhokseumawe-Dorong-Ekonomi-Aceh-169 
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Penjabaran Misi Kelima 
άMeningkatkan kualitas manajemen Lembaga Keuangan Syariah dan inovasi-implementasi akad/produk 
keuangan syariahέ 
 
Lembaga keuangan syariah memiliki peran sentral dalam mendukung perekonomian berbasis syariah. Namun 
selama ini ada kendala yang ditemui oleh masyarakat, baik berupa kekecewaan yang bersifat non-teknis (seperti 
pandangan mengenai belum sesuainya implementasi akad perbankan sesuai dengan panduan fiqih), hingga 
yang bersifat teknis (seperti kecepatan pelayanan, kompetensi pegawai dalam menjelaskan akad-akad syariah, 
belum baiknya edukasi untuk membangun pemahaman nasabah, belum banyaknya alternatif akad syariah 
untuk mendukung sektor pertanian, dsb.).  
 
Kendala-kendala yang muncul menciptakan stigma yang menghambat perkembangan perbankan syariah, 
terutama perkembangan yang bersifat bottom up. Dengan demikian, diperlukan evaluasi berkala terhadap 
kualitas pengelolaan layanan jasa keuangan syariah, termasuk memberikan ruang untuk berinovasi dengan 
tetap memperhatikan aspek fiqih dan maqashid syariah.  
 
Penjabaran Misi Keenam 
άMengoptimalkan pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana Islamic Social Finance (Zakat, Infaq, 
Shadaqah dan Wakaf)έ 
 
Kinerja pengumpulan dan penyaluran dana sosial Islam perlu untuk menjadi bahan evaluasi rutin oleh para 
stakeholder. Tidak hanya bagi para pengelolanya (Baitul Mal atau lembaga amil zakat), tetapi juga bagi instansi 
Pemerintah yang bertanggungjawab untuk mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan iklim ekonomi yang 
inklusif. 
 
Keberhasilan dalam mengoptimalkan dana ZISWAF dalam konteks pemberdayaan masyarakat merupakan salah 
satu bukti bahwa ekonomi syariah lebih komprehensif bila dibandingkan sistem ekonomi yang lain. Islam 
memberikan ruang yang seimbang bagi altruism, sekaligus dengan memperhatikan kepentingan pribadi 
(egoism) sebagai hasil atas usaha masing-masing individu. Sistem ekonomi syariah berbeda dengan sistem 
ekonomi yang lain, baik kapitalisme atau pun sosialisme, yang terkesan terlalu ekstrim dalam memisahkan 
kepedulian-kedermawanan, moralitas ekonomi, dan pengaturan hak-hak kepemilikan individu. 
 
Dari sudut pandang ekonomi, penyaluran ZISWAF merupakan upaya untuk merekayasa demand yang dapat 
diatur pengaruhnya (dalam jangka panjang atau dalam jangka pendek) melalui pemberian bantuan yang bersifat 
langsung dan produktif, sesuai dengan prioritas/kategori 8 asnaf/golongan yang telah diatur dalam Al Quran. 
 
Kepala OJK Banda Aceh 
 
Program-program yang dilaksanakan oleh OJK Provinsi  Aceh  untuk  mengembangkan sektor ekonomi dan 
keuangan syariah di Aceh antara lain: 
Á Mengawal implementasi kebijakan Kantor Pusat OJK terkait ekonomi dan keuangan syariah. 
Á Menjadi tim penyusun Qanun terkait ekonomi dan keuangan syariah. 
Á Memberikan sosialisasi Qanun terkait ekonomi dan keuangan syariah. 
Á Menjadi   narasumber   di   berbagai   acara   dan   kegiatan   yang   berkaitan   dengan 

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. 
Á Memfasilitasi temu bisnis (business matching) antara pelaku usaha dengan Industri Jasa 

Keuangan (IJK) syariah. 
 
Kedepannya, untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh, OJK Provinsi Aceh   akan   
bekerjasama   dengan   Pemerintah   Daerah   dan   berbagai   instansi   untuk mendukung penerapan Qanun 
yang digagas oleh Pemerintah Daerah serta melakukan sosialisasi terkait syariah dan pengembangan ekonomi 
ke berbagai lapisan masyarakat antara lain melalui program Edukasi Perlindungan Konsumen dan program Tim 
Perepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). 
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Bagaimana peluang pengembangan sektor ekonomi Syariah, industri halal, dan 

sektor keuangan syariah? 

 
Kepala Bappeda Provinsi Aceh 
 
Á Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan 
Á Membuka pangsa pasar wisata negara-negara islam melalui produk-produk halal 
Á Mempermudah pinjaman dan menjamin praktek-praktek riba dengan keuntungan bersama 

(HabluminAllah dan Hablumminannas) 
Á Keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Al Quran dan Hadist), implementasi 

prinsip syariah yang menjadi pembeda utama dengan sektor konvensional 
 
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh 
 
Á Didukung oleh regulasi khusus yang mengatur tentang ekonomi syariah yaitu Qanun Aceh Nomor 11 

Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. 
Á Didukung oleh kesadaran masyarakat Aceh yang mayoritas Muslim.  
Á Semua masyarakat Aceh mengkonsumsi/menggunakan barang dan jasa halal.  
Á Aceh merupakan bagian dari daerah pengeluaran barang/makanan halal (Muslim food expenditure). 
Á Bonus demografi pada 2025-2035, yang berpotensi menghasilkan masyarakat kelas menengah. 

Peningkatan kelompok ini didominasi oleh umat Muslim yang kreatif yang menjadikan bisnis dan 
keuangan syariah juga lebih beragam 

Á Dalam rangka pengeluaran produk halal, Kanwil Kemenag dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) 
Aceh secara tegas mendukung terlaksananya jaminan produk halal sesuai dengan amanat UU No 33 Tahun 
2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Hal ini tentu menjadi peluang untuk membangkitkan semangat 
para pelaku industri untuk menyentuh sektor halal food. 

Á Fokus pengembangan ekonomi syariah di Aceh dapat dikembangkan sesuai degan sektor usaha yang 
diinginkan, seperti industri makanan dan minuman, tata busana, pariwisata, media dan rekreasi, serta 
farmasi dan kosmetika. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memilih usaha yang dapat 
dikembangkan.  

Á Penegakan syariat Islam di Aceh telah merambah ke berbagai bidang usaha dan jasa terutama di bidang 
ekonomi. Sebagai langkah pendukung, pemerintah berkomitmen untuk menguatkan lembaga keuangan 
syariah, Industri Kecil Menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis produk 
Syariah. Bahkan semua lembaga keuangan konvensional wajib mengkonversikan sistem manajemen 
pengelolaannya berbasis Syariah 

Á Generasi muda Aceh bangga dan berani menyatakan bahwa Aceh Negeri Syariah. Hal ini menjadikan 
tumbuhnya generasi baru yang membawa perubahan dimasa mendatang 

 
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh 

 
Dengan disahkannya Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah memberikan 
peluang yang besar khususnya bagi pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan Usaha Simpan Pinjam 
Syariah dan UMKM Syariah/Halal dikarenakan amanah dari Qanun tersebut yang mewajibkan seluruh lembaga 
keuangan baik bank dan non bank untuk menjalankan usaha sesuai dengan prinsip dan pengelolaan syariah 
paling lambat pada Desember 2020. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh terus berupaya dan 
berkesinambungan mengembangkan KSPPS/USPPS melalui penambahan jumlah tenaga DPS dengan program/ 
kegiatan Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah yang bekerjasama dengan MUI Pusat dan fasilitasi Perubahan 
Anggaran Dasar Koperasi Konvensional ke Syariah. Untuk UMKM Syariah khususnya di bidang kuliner halal, 
dengan memfasilitasi para pelaku UMKM di bidang kuliner untuk memperoleh sertifikasi halal yang dikeluarkan 
oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Aceh menjadi salah satu destinasi favorit wisata kuliner halal 
di Indonesia dengan potensi dan keanekaragaman cita rasa kuliner halal menjadi salah satu prioritas 
pengembangan di sektor UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh. 
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Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh 
 
Visi Gubernur AŎŜƘ ȅŀƛǘǳΥ ά¢ŜǊǿǳƧǳŘƴȅŀ !ŎŜƘ ¸ŀƴƎ 5ŀƳŀƛ Řŀƴ Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, 
!Řƛƭ Řŀƴ aŜƭŀȅŀƴƛέΦ 
 
Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh berkontribusi 
dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada misi ke sebelas dan ke duabelas, yaitu: 
έaŜƳōŀƴƎǳƴ Řŀƴ ƳŜƴƎŜƳōŀƴƎƪŀƴ ǎŜƴǘǊŀ-sentra produksi, industry dan industri kreatif yanƎ ƪƻƳǇŜǘƛǘƛŦέΦ 
 
Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh terkait pengembangan ekonomi syariah, industri halal dan 
sektor keuangan syariah di Aceh: 
1. Mengembangkan standarisasi dan inovasi produk industri halal dan keuangan syariah 
2. Membentuk lembaga-lembaga pendukung ekonomi syariah 
3. Menyusun program pelatihan dengan memanfaatkan perkembangan IT 
4. Mensinergikan program pengurus pusat maupun pengurus wilayah dengan lembaga pemerintah pemangku 

ekonomi Syariah 
5. Meningkatkan daya saing produk dan jasa dengan fokus halal food. Dalam hal ini, Disperindag Aceh 

membuka dan memfasilitasi konsultasi dan sosialisasi sertifikasi halal, hingga fasilitasi pendaftaran 
sertifikasi halal. 

 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh 
 
Provinsi Aceh merupakan provinsi yang secara geografis sangat strategis, dengan status ekonomi khusus dan 
penerapan syariat islam menjadikan aceh ramah terhadap investasi. Investasi merupakan instrumen 
peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada pengembangan pada sektor potensial seperti agro 
industri, energi dan infrastruktur, pariwisata dan pengembangan kawasan industri Aceh. Keempat sektor 
tersebut memiliki pondasi yang kuat untuk dikembangkan dan tentunya sejalan dengan penerapan Syariat islam 
secara kaffah dari berbagai sektor kehidupan masyarakat di provinsi Aceh. Apalagi jika dikaitkan dengan 
ketersediaan regulasi yang mendukung investasi namun tidak mencederai penerapan nilai-nilai syariat Islam, 
menjadikan Aceh sangat tepat dan cocok menjadi destinasi utama bagi setiap kegiatan investasi berbasis 
syariah. 
 
Selain itu, Aceh juga telah memiliki Kawasan Industri Aceh dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun 
Lhokseumawe menjadi magnet dan peluang bagi investor yang ingin berinvestasi pada kawasan yang memiliki 
insentif dan kemudahan termasuk pengurangan pajak dan kemudahan lainnya. Melalui dua kawasan ini, 
menjadi harapan untuk terlaksananya lokomotif kegiatan berusaha yang dapat menumbuhkan berbagai sektor 
turunan dengan value added yang besar. 
 
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh 
 
Aceh dengan julukan Serambi Mekkah memiliki potensi yang besar dalam pengembangan wisata ramah Muslim. 
Penetapan Aceh sebagai daerah Syariat Islam telah melahirkan beberapa produk hukum yang mengatur tentang 
etikan dan tatanan kehidupan sosial masyarakat berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Oleh karena itu, 
pariwisata ramah Muslim merupakan salah satu wisata yang sangat cocok untuk diimplimentasikan di Aceh yang 
mayoritas penduduknya beragama Islam. Industri Halal merupakan sektor paling penting dalam mendukung 
wisata ramah Muslim dimana para wisatawan akan menggunakan dan mengkonsumsi produk dan usaha 
bersertifikasi halal. Oleh karena itu, dukungan pelaku usaha terutama usaha kepariwisataan sangat dibutuhkan 
dalam memperbanyak usaha bersertifikasi halal dan paket wisata ramah Muslim.  
 
Begitu juga menyangkut wisata ramah Muslim yang merupakan budaya kehidupan masyarakat Aceh baik dalam 
hubungan sosial maupun pendekatan ritual yang selalu berpedoman kepada anjuran dan larangan yang ada 
dalam agama Islam.  Hal Ini dapat dilihat dari tingkat kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara yang 
naik dari tahun ke tahun yaitu di tahun 2018 mencapi 2.5 Juta dan tahun 2019 menjadi 2.6 Juta sedangkan 
wisatawan Muslim mengalami kenaikan dari 30 ribu orang di tahun 2018 dan tahun 2019 menjadi 40 ribu orang 
yang pada umumnya berasal dari Negeri Malaysia. 
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Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh 

 
Penguatan Sektor Riil Ekonomi Syariah 
Kami mencoba menyederhanakan ruang lingkup sektor keuangan dan sektor riil pengembangan ekonomi dan 
ƪŜǳŀƴƎŀƴ ǎȅŀǊƛŀƘ ƳŜƭŀƭǳƛ ƪƻƴǎŜǇ άрCέΣ ȅŀƛǘǳ finance (keuangan syariah), food (makanan-minuman halal), 
fashion (busana Muslim), fundutainment (industri kreatif berbasis syariah), dan fantrepreneur (kewirausahaan 
Islam). Finance ŀǘŀǳ ƪŜǳŀƴƎŀƴ ǎȅŀǊƛŀƘ ŘŀǇŀǘ ŘƛŀƴŀƭƻƎƛƪŀƴ ǎŜōŀƎŀƛ άǎǳƳōŜǊ ŀƛǊέ ȅŀƴƎ ŘƛǇŜǊƭǳƪŀƴ ǳƴǘǳƪ 
menghidupi seluruh sektor perekonomian. Sumber air tersebut harus bisa mengaliri seluruh lahan, sehingga 
diperlukan saluran-saluran irigasi yang baik, dan didukung dengan tanaman-tanaman yang memiliki nilai 
ekonomi.  
 
Dalam konteks pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, tidak ada keterpisahan atau decoupling antara 
sektor keuangan dengan sektor riil. Imam Ghazali mengibaratkan uang sebagaimana cermin yang tidak memiliki 
warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Hal ini menandakan bahwa sektor keuangan hanyalah 
άŎŜǊƳƛƴέ ŘŀǊƛ ǎŜƪǘƻǊ ǊƛƛƭΦ {ŜƴŀŘŀ ŘŜƴƎŀƴ Ƙŀƭ ƛƴƛΣ Lōƴǳ YƘŀƭŘǳƴ ƳŜƴȅŀƳǇŀƛƪan bahwa penggerak pembangunan 
adalah sektor riil. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya 
uang di negara tersebut. Kekayaan suatu negara ditentukan oleh tingkat produksi dan neraca pembayaran yang 
positif. Dalam keadaan nilai uang tidak berubah, maka perubahan harga semata-mata ditentukan oleh 
perubahan kekuatan permintaan dan penawaran. Dengan demikian, keselarasan antara sektor riil dan sektor 
keuangan merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan. 
 
Dalam konteks Aceh, dalam bab mengenai Statistik Perbankan Syariah, telah diuraikan adanya tanda-tanda 
perekonomian Aceh yang belum banyak didukung oleh sektor perbankan. Rasio FDR perbankan syariah masih 
di kisaran 68.41%, masih dibawah dari ambang batas bawah Rasio Intermediasi Makroprudensial yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 80%. Peran perbankan untuk mendukung PDRB pun masih belum cukup 
tinggi. Loan to GDP Ratio Provinsi Aceh (perbandingan antara total kredit perbankan dan PDRB Aceh) masih di 
kisaran 21% (PDRB ADHB) sampai 25% (PDRB AHDK). 
 
Dengan demikian, pemberdayaan sektor riil merupakan kunci pengembangan ekonomi dan kesejahteraan di 
Aceh. Provinsi Aceh masih memƛƭƛƪƛ άǎǳƳōŜǊ ŀƛǊ ƳŜƴƎŀƴƎƎǳǊέ ȅŀƴƎ ǘŜǊƭƛƘŀǘ ŘŀǊƛ ōŜƭǳƳ ƻǇǘƛƳŀƭƴȅŀ Ǌŀǎƛƻ C5w 
perbankan. Selain melalui dana perbankan, Aceh masih berpeluang untuk meningkatkan investasi untuk 
mendorong perekonomian, dengan syarat Pemerintah dan jajaran stakeholder-nya mengupayakan dengan 
kemampuan terbaik untuk menjaga kualitas governance (Aceh Peumulia), mendukung kemudahan 
berwirausaha berinvestasi tanpa mengurangi kontrol terhadap aspek syariah dan inklusivitas (Aceh Kaya & Aceh 
Meuadab), mendorong pengembangan sektor riil berbasis keunggulan lokal (Aceh Kreatif), mendorong 
peningkatan kualitas sumber daya manusia (Aceh Carong), membangun sarana-prasarana pendukung (Aceh 
Seumeugot), serta menjaga kepercayaan publik terhadap ketertiban-keamanan (Aceh Dame). 
 
Sebagaimana program yang dicanangkan oleh Gubernur Aceh, melalui integrasi program Aceh Peumulia, Aceh 
Kaya, Aceh Meudab, Aceh Kreatif, Aceh Carong, Aceh Seumegot, dan Aceh Dame, maka secara teori akan 
menghasilkan suasana yang kondusif untuk mengakselerasi perekonomian. Agar teori ini dapat teraplikasi 
dengan baik, maka Pemerintah perlu senantiasa mereview rencana pembangunan yang telah disusunnya 
bersama dengan akademisi dan praktisi. 
 
Beberapa sektor riil potensial yang sementara ini dikumpulkan berdasarkan konsep 5F (kecuali Finance karena 
telah banyak diuraikan dalam bab sebelumnya): 
 
Food 
Ada beberapa event yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pengembangan makanan halal di Aceh, 
beberapa diantaranya seperti Aceh Internasional Halal Food Festival 2017, Entrepreneur Kopi Gayo, Aceh 
Culinary Festival, dan Banda Aceh Coffee Festival. Kuliner halal tentu sangat potensial untuk dikembangkan di 
Aceh, yang salah satunya terindikasi dari bertumbuhnya restaurant dan warung kopi. Potensi kuliner di Aceh 
diperkirakan mencapai Rp 367.5 Triliun. 
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Namun tentu pengembangan makanan halal memerlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, terutama dari 
sisi pelabelan halal suatu produk makanan/minuman. Oleh karena itu, langkah Pemerintah untuk memperkuat 
branding ά¢ƘŜ [ƛƎƘǘ ƻŦ !ŎŜƘέ ƳŜƭalui Halal Food dan Halal Certification perlu untuk didukung dan dikembangkan 
bersama. 
 
Fashion 
Aceh yang memiliki keunggulan dalam implementasi syariah Islam dan juga keberagaman budaya tentu telah 
memiliki modal yang kuat, bahwa penikmat fashion dan desainer Aceh bisa berkreasi untuk menunjukkan 
karyanya kepada publik dengan nuansa yang Islami, terlebih lagi Aceh sendiri sudah dinobatkan sebagai 
destinasi halal budaya terbaik dunia. Berbagai lomba yang bisa diikuti oleh seluruh kalangan pecinta fashion di 
Aceh seperti Aceh Islamic Fashion Parade, Aceh Hijab Fashion Week, Fashion Show Busana Muslim APFA Aceh, 
Make Up Artist Competition, Fashion Design Contest, dan juga Pemilihan Duta Islamic Fashion Aceh. 
 
Angka konsumsi rumah tangga untuk fashion mencapai Rp 282.8 Triliun, atau menempati urutan kedua setelah 
kuliner dengan angka konsumsi rumah tangga (sebesar Rp 367.5 Triliun). Jika melihat angka statistik ini, kita 
tentu menyadari bahwa industri fashion merupakan sektor yang sangat potensial untuk di kembangkan, 
khususnya di Aceh. Terlebih lagi dengan tren busana islami yang marak dewasa ini, yang sangat sesuai dengan 
kondisi sosiokultural masyarakat Aceh yang lekat dengan nilai-nilai islami. Pada April 2018 lalu, Dewan Kerajinan 
Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh menghadiri launching Asosiasi Perancang Fashion Aceh (APFA). Dalam 
acara tersebut, Dekransda menyampaikan bahwa pengembangan fashion di Aceh memerlukan kreativitas yang 
tinggi untuk mengembangkan model dan motif yang sesuai dengan selera pasar saat ini.  
 
Fantrepreneur 
tŜƴƎŜƳōŀƴƎŀƴ ƪŜǿƛǊŀǳǎŀƘŀŀƴ ƳŜǊǳǇŀƪŀƴ ǎŀƭŀƘ ǎŀǘǳ ǳǇŀȅŀ ǳƴǘǳƪ ƳŜƳōǳƪŀ άƪǳŜ ŜƪƻƴƻƳƛέ ōŀǊǳΣ ǎŜƪŀƭƛƎǳǎ 
diharapkan dapat memberi dampak positif berupa penurunan angka pengangguran dan pada gilirannya akan 
meningkatkan kesejahteraan. Hal ini juga sejalan dengan program Pemerintah, yaitu Aceh Kaya, yang 
diharapkan dapat menumbuhkan entrepreneur yang ditunjang dengan kemudahan terhadap akses modal, 
keterampilan dan pasar. 
 
Penguatan semangat entrepreneurship ini perlu didukung oleh lembaga keuangan syariah, baik yang bersifat 
komersial, maupun lembaga keuangan syariah yang bersifat sosial. Upaya mempermudah akses permodalan 
tidak terlepas dari upaya untuk menyeleksi, membina dan mendampingi para start up hingga mencapai taraf 
άfeasibleέΣ Řŀn kemudian didukung dengan upaya penyusunan skim atau pola pembiayaan perbankan agar para 
pengusaha pemula dapat masuk dalam kŀǘŜƎƻǊƛ άbankableέΦ 5ŜƴƎŀƴ ŘŜƳƛƪƛŀƴΣ tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ !ŎŜƘ ǇŜǊƭǳ 
bersinergi dengan lembaga keuangan syariah, akademisi, dan juga regulator agar program Aceh Kaya dapat 
berjalan lebih optimal. 
 
Fundutainment 
Setiap tahun jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Aceh mengalami peningkatan. Pada 
Tahun 2016 sebanyak 2,154,249 wisatawan terdiri dari 76,452 wisman dan 2,077,797 wisnus. Penetapan 
kawasan wisataa Marina di Pulau Banyak, Aceh Singkil, menjadikan Sabang sebagai wisata bahari dunia (wisata 
kapal pesiar) dan kawasan yang nyaman untuk investasi kelas dunia. Dengan masuknya sektor pariwisata dalam 
program prioritas merupakan sebuah loncatan besar terhadap sektor pariwisata di provinsi ujung paling barat 
Indonesia itu. 
 
Festival Danau Laut Tawar dengan rangkaian kegiatan pacuan kuda, Laut Tawar Bike Championship, Pentas Seni 
Gayo, Pameran Foto, Lomba Prahu, Lomba Marathon Lintas Danau Laut Tawar 10 K, dll.   
 
Atraksi wisata marina mempromosikan Sabang sebagai Destinasi Wisata Kapal Yatch dan Bahari dengan 
mengikutsertakan beberapa kapal yacht luar negeri yang akan siggah di Sabang dan didukung dengan beberapa 
atraksi wisata budaya menarik lainnya, seperti Pagelaran Seni dan Budaya, Festival Diving, Festival Layang-
layang, Pameran Foto, dll. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan September 2017 di Kota Sabang dengan 
target pengunjung 5,000 wisatawan, baik nasional maupun internasional. 
 
aŜƭŀƭǳƛ !ŎŜƘ LƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ wŀǇŀΩƛ CŜǎǘƛǾŀƭ ŘŜƴƎŀƴ ƳŜƴƎǳƴŘŀƴƎ ōŜōŜǊŀǇŀ ƴŜƎŀǊŀ ǎŀƘŀōŀǘ ȅŀƴƎ ƳŜƳƛƭƛƪƛ 
peralatan musik tradisional menjadi event yang menarik dalam mempromosikan Aceh melalui musik tradisi. 

http://aceh.tribunnews.com/tag/fashion
http://aceh.tribunnews.com/tag/fashion
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Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan September 2017 di Kota Banda Aceh dengan target pengunjung 
5,000 wisatawan, baik nasional maupun internasional. 
 
803 objek wisata di Provinsi Aceh, namun potensi tersebut belum semuanya menjadi destinasi wisata yang 
dikunjungi oleh wisatawan. Aceh punya potensi yang luar biasa, punya garis pantai yang cukup panjang, 
mempunyai kuliner yang enak dan aktivitas budaya yang sangat menarik, di wilayah tengah punya alam yang 
bagus, di timur wisata budaya. Ada empat jenis usaha pariwisata Aceh akan dipromosikan yang pelaksanaannya 
mematuhi aturan syariah, seperti hotel halal, sistem makanan halal, paket wisata ramah Muslim, amenitas 
destinasi yang berstandar halal seperti mushalla di objek wisata, serta atraksi wisata yang halal. 
 
Aceh memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi destinasi wisata ramah Muslim karena menerapkan 
syariat Islam, yang mana dalam kehidupan masyarakatnya berlaku norma, nilai dan aturan yang berlandaskan 
syariah Islam. Aceh sangat terbuka dan welcome kepada wisatawan dan fasilitas yang dibutuhkan bagi 
wisatawan Muslim sangat mudah ditemukan di Aceh. Aceh juga menyediakan berbagai fasilitas yang 
memberikan pelayanan dan kemudahan dan ramah terhadap kebutuhan wisatawan Muslim, seperti adanya 
sistem jaminan halal, kemudahan untuk beribadah, makanan halal, hotel-hotel yang menerapkan halal friendly, 
tersedianya arah kiblat, mushalla, toilet yang sesuai dengan standar wisatawan Muslim, dan didukung dengan 
paket-paket wisata religi. Berikut informasi mengenai agenda wisata di Aceh. 
 
Event Wisata di Provinsi Aceh 
 
Á Festival Danau Air Tawar 2017 (Kabupaten 

Aceh Tengah) 
Á Sail Sabang 2017  
Á !ŎŜƘ LƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ wŀǇŀΩƛ CŜǎǘƛǾŀƭ 2017 (Banda 

Aceh) 
Á Seni Putro Phang Universitas Syiah Kuala di 

Wuhan, China 
Á Festival Seni Budaya Tradisional dan Kreasi 

Meulaboh 
Á Saman 10.001 Gayo Lues (Aceh Tengah) 
Á CŜǎǘƛǾŀƭ aǳǎƛƪ ά¢ƘŜ [ƛƎƘǘ ƻŦ !ŎŜƘέ  
Á Weh Dive Fest 2018 di Sabang 

 
 
Á Aceh Sufi World Music Festival di Banda Aceh 

2018 
Á Festival Danau Lut Tawar di Takengon 
Á Aceh International Rapai Festival 

di  Lhokseumawe 
Á Burni Telong Challenge di Bener Meriah 
Á Pekan Kebudayaan Aceh 2018 di Banda Aceh 
Á Festival Pulau Banyak di Singkil 
Á Aceh International Surfing Championship di 

Simeulue 
Á Sabang International Free Diving 

Championship di Sabang 

 
Kemandirian Ekonomi Pesantren 
Aceh memiliki kurang lebih 1,573 dayah, yang terdiri dari 1,055 dayah salafi dan 518 dayah terpadu. Meski 
dengan jumlah yang cukup banyak, masih banyak dayah yang belum diimbangi oleh kualitas sarana dan pra-
sarana, gedung yang layak pakai, ketersediaan ruang belajar yang memadai, serta kurikulum yang teratur5. 
Apabila dihitung secara proporsional (dibandingkan data BPS tahun 2014), jumlah santri dengan keberadaan 
1,573 dayah dimaksud dapat mencapai 247,563 santri dan sekitar 20,815 tengku.  
 
¢ŜǊƳƛƴƻƭƻƎƛ άƪŜƳŀƴŘƛǊƛŀƴ ŜƪƻƴƻƳƛ ǇŜǎŀƴǘǊŜƴέ menurut kami kurang tepat oleh karena beberapa pesantren di 
Indonesia berusia ratusan tahun, atau lebih tua dari berdirinya negeri ini. Pesantren merupakan salah satu 
organisasi yang mampu mempertahankan eksistensinya dalam kurun waktu yang sangat panjang dan terus 
berdiri hingga saat ini. 
 
Peran Bank Indonesia menurut hemat kami adalah memberikan wawasan/keilmuan terkini tentang bagaimana 
sebuah unit bisnis dikelola, serta memberikan motivasi agar pesantren bersedia untuk memberikan peran yang 
lŜōƛƘ ŘŀǊƛ ǎŜƪŜŘŀǊ άƳŜƴŘƛŘƛƪ ǎŜƻǊŀƴƎ ǳƭŀƳŀέΣ ȅŀƛǘǳ ƳŜƴƧŀŘƛ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛǳƳ ŜƪƻƴƻƳƛ ȅŀƴƎ ƳŀƳǇǳ ōŜǊǎŀƳŀ-sama 
dengan Pemerintah memperkuat perekonomian umat. 
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Dalam menjalankan program kemandirian pesantren ini, kami merekomendasikan agar penguatan dapat 
dilakukan kepada 2 unsur: pesantren sebagai sebuah lembaga yang memiliki unit bisnis, dan santri sebagai 
agent of change ekonomi syariah yang berpotensi untuk dididik menjadi seorang άǎŀƴǘǊƛǇǊŜƴŜǳǊέΦ 
 
Program untuk pesantren diantaranya yang tertuang dalam Program Strategis No. 14, dimana masing-masing 
pesantren didampingi oleh Bank Indonesia melakukan feasibility study atas unit bisnis yang dianggap paling 
unggul, yang dilanjutkan dengan pemberian bantuan teknis dan pemberian alat melalui anggaran Program 
Sosial Bank Indonesia. Selain itu, kami mengusulkan beberapa program pendukung seperti: 
Á Penyusunan Prospektus Unit Usaha Pesantren 
Á Penyelenggaraan Forum Bisnis Pesantren 
Á Pendirian Holding Pesantren 
Á Pembentukan Website dalam rangka mendukung sisi pemasaran produk pesantren 
Á Sosialisasi Standar Akuntasi Pencatatan Keuangan Pesantren 

 
Program untuk para santri kami usulkan sebagai berikut: 
Á Program Inkubator Bisnis Pesantren (Pusat Pelatihan Bisnis Pesantren) 
Á tŜƴƎŜƳōŀƴƎŀƴ YƻƴǎŜǇ .ƛǎƴƛǎ ά{ ǘƻ {έ Řŀƴ ά{ ǘƻ tέ 
Á Sinergi Program dengan Kementerian (misal: Kementerian Perindustrian) 

 

Potensi Pengembangan Keuangan Sosial Syariah 
Secara kelembagaan, di Aceh, Baitul Mal adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan mengelola 
zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Dasar hukum Baitul Mal di Provinsi Aceh adalah Undang-Undang No 11 
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam UUPA terdapat tiga pasal berkenaan dengan zakat, yaitu: Pasal 
мул ŀȅŀǘ όмύ ƘǳǊǳŦ ŘΣ ά½ŀƪŀǘ ƳŜǊǳǇŀƪŀƴ ǎŀƭŀƘ ǎŀǘǳ ǇŜƴŜǊƛƳŀŀƴ ŘŀŜǊŀƘ !ŎŜƘ Řŀƴ tŜƴŜǊƛƳŀŀƴ 5ŀŜǊŀƘ Kabupaten 
YƻǘŀέΦ tŀǎŀƭ мфмΣ ά½ŀƪŀǘΣ IŀǊǘŀ ²ŀƪŀŦ Řŀƴ IŀǊǘŀ !ƎŀƳŀ ƭŀƛƴƴȅŀ ŘƛƪŜƭƻƭŀ ƻƭŜƘ .ŀƛǘǳƭ aŀƭ !ŎŜƘ Řŀƴ .ŀƛǘǳƭ aŀƭ 
Kabupaten/Kota yang diatur dengaƴ vŀƴǳƴέΦ tŀǎŀƭ мфнΣ ά½ŀƪŀǘ ȅŀƴƎ ŘƛōŀȅŀǊ ƳŜƴƧŀŘƛ ǇŜƴƎǳǊŀƴƎ ǘŜǊƘŀŘŀǇ 
jumlah pajak penghasilan (PPh) terhutaƴƎ ŘŀǊƛ ǿŀƧƛō ǇŀƧŀƪέΦ {ǳŀǘǳ ƪŜƪƘǳǎǳǎŀƴ Řƛ !ŎŜƘ ƛŀƭŀƘ ǇŜƳōŜǊƭŀƪǳŀƴ Ȋŀƪŀǘ 
sebagai salah satu sumber Pendapat Asli Daerah (PAD) yang bersifat khusus. Tetapi walaupun sebagai PAD, 
zakat tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang sudah dianggarkan dalam APBD, kecuali untuk 
penyaluran zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Baitul Mal Provinsi 
Aceh dan 23 Baitul Mal Kabupaten/Kota di seluruh Aceh mengalami kenaikan sejak 2010 sampai saat ini. Pada 
2010 pengumpulan ZIS sebesar Rp 87.02 milyar, kemudian 2011 meningkat menjadi Rp 100.10 milyar, dan 2012 
menjadi Rp 127.17 Milyar, dan tahun 2013 terhimpun Rp 134.87 milyar6. Pada tahun 2015 dan 2016, 
pengumpulan zakat di Aceh mencapai Rp 192 dan Rp218 Miliar. Menurut informasi dari berbagai sumber, 
potensi zakat di Aceh mencapai Rp 1.3 - 1.4 Triliun. Apabila dihitung berdasar PDRB, maka besar potensi zakat 
akan mencapai triliunan. Namun perhitungan berdasar PDRB dinilai kurang akurat dalam menentukan besar 
potensi zakat yang dapat direalisasikan. 
 
Berdasarkan pendekatan perbankan, kami mencoba menghitung potensi zakat melalui data tabungan dengan 
nilai > Rp 100 juta dalam jangka waktu 12 bulan. Dengan pendekatan dimaksud, kami menemukan nilai nominal 
sebesar Rp 2.49 Triliun. Apabila diasumsikan 98.49% merupakan milik Muslim, dan 50% dari jumlah pemilik 
rekening dimaksud bersedia membayar zakat, maka ada tambahan nilai zakat sekitar Rp 30.7 Miliar, apabila 
pengumpulan dana zakat dapat diintegrasikan dengan perbankan. 
 
Selain zakat, potensi wakaf sebagai bagian dari keuangan sosial syariah di Aceh memiliki cukup tinggi. Hal ini 
diindikasikan dari jumlah tanah wakaf yang mencapai 24,898 unit, dengan luas sekitar 767,869,012 m2. Berikut 
jumlah tanah wakaf berdasar provinsi7: 
 

 
6 http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/baitul-mal-aceh-bagian-dari-sistem-pengelolaan-zakat-nasional/ 
7 Sumber: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal  Maret 2016 
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Terdapat perbedaan data statistik mengenai jumlah tanah wakaf berdasarkan provinsi. Namun terlepas dari hal 
tersebut, pemanfaatan tanah wakaf secara produktif berpotensi terbentur dengan pemahaman masyarakat 
Aceh terhadap penggunaan tanah wakaf yang sebagian besar bermadzhab Imam Syafii yang tidak 
memperkenankan pengalihan fungsi tanah wakaf dari tujuan wakif. Masyarakat hanya akan mengelola tanah 
wakaf sesuai dengan amanah wakif, yang sebagian besar dimanfaatkan untuk masjid 
 
Kepala OJK Banda Aceh 
 
Peluang pengembangan sektor keuangan syariah di Aceh sangat besar dan hal tersebut didukung oleh Pemerintah 
Daerah (Pemda). Dukungan dari Pemda tercermin dari telah ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 
tentang Lembaga Keuangan Syariah pada tanggal 31 Desember 2018 dan diundangkan pada tanggal 4 Januari 
2019. Qanun tersebut mewajibkan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh agar dijalankan 
berdasarkan prinsip syariah. Sehingga, seluruh lembaga keuangan di Aceh yang menjalankan kegiatan usahanya 
secara konvensional wajib menyesuaikan dengan Qanun tersebut paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 
diundangkannya, yaitu 4 Januari 2022. Atas hal tersebut, dapat dipastikan bahwa peluang pengembangan sektor 
keuangan syariah di Aceh akan terdorong dengan adanya Qanun LKS tersebut. 

 

Bagaimana tantangan utama yang saat ini dihadapi dalam mengembangkan 

sektor ekonomi syariah, industri halal, dan keuangan syariah? 

 
Kepala Bappeda Aceh 
 
Tantangan yang dihadapai sebagai berikut: 
Á Sumber daya manusia yang belum memadai 
Á Lembaga keuangan dan non keuangan Syariah belum sepenuhnya memahami praktek-praktek dalam 

implementasi karena turunan dari peraturan yang belum selesai   
 
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh 
 
Tantangan utama yang saat ini dihadapi dalam mengembangkan ekonomi syariah, industri halal (dalam aspek 
perindustrian) dan sektor keuangan syariah di Aceh. 
Á Masih kurangnya kerjasama baik secara nasional ataupun internasional untuk memperkenalkan industri 

halal khas Aceh.  
Á Masih terbatasnya akses dan pembangunan infrastruktur dan prasarana pendukung. 
Á Iklim sistem perdagangan yang belum mencapai keadilan secara kaffah, serta industri ramah lingkungan. 
Á Lamban/terbatasnya sosialisasi dan edukasi masyarakat untuk menguatkan kepercayaan ekonomi 

berbasis Syariah untuk memperkecil gap antara industri syariah dan konvensional. 
Á Edukasi istilah ekonomi syariah yang masih belum dipahami oleh masyarakat awam. Meskipun sudah 

begabung dengan perbankan syariah, masyarakat masih bingung menggunakan istilah-istilah yang 
dipakai. Mereka cenderung masih memakai istilah-istilah konvensional. 

Á Masih terbatasnya Inovasi produk dan kualitas dalam layanan. Hal tersebut hanya dapat didukung melalui 
sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya. 

Á Masih terbatasnya kerjasama antar pemangku kepentingan dan pelaku usaha demi tercapai tujuan.  
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Á Tidak terselengaranya konsorsium global tentang ekonomi syariah yang merambah ke semua sektor 
usaha sehingga bisa menjadi acuan bagi masyarakat dalam mengembangkan bisnis/usahanya. Hasil 
konsorsium dapat berupa sertifikasi yang disepakati untuk membuka kursus yang sejalan dengan 
permintaan industri.  Hal ini perlu dilakukan untuk digunakan sebagai pegangan bagi siapapun yang ingin 
mengembangkan industri syariah. 

 
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh 
 
Tantangan utama yang dihadapi dalam mengembangkan sektor Ekonomi Syariah, Industri Halal dan Sektor 
Keuangan Syariah, khususnya pengembangan Koperasi Syariah dan UMKM Syariah/Halal di Aceh adalah kebiasaan 
masyarakat/pelaku usaha dengan pola konvensional terutama di sektor permodalan/kredit. Untuk mengubah pola 
pikir (mindset) tersebut dibutuhkan upaya ekstra dari pemerintah, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah Aceh dalam melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM terkait pola 
pengelolaan syariah baik itu di sektor Ekonomi Syariah, Industri Halal dan Sektor Keuangan Syariah, khususnya 
pengembangan Koperasi Syariah dan UMKM Syariah/Halal. Selain itu terbatasnya sumber daya manusia yang 
memahami pola syariah di Aceh sehingga proses pengintegrasian pengelolaan konvensional ke pola syariah harus 
dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. 
 
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh 
 
±ƛǎƛ DǳōŜǊƴǳǊ !ŎŜƘ ȅŀƛǘǳΥ ά¢ŜǊǿǳƧǳŘƴȅŀ !ŎŜƘ ¸ŀƴƎ 5ŀƳai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil 
Řŀƴ aŜƭŀȅŀƴƛέΦ 
 
Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh berkontribusi 
dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada misi ke sebelas dan ke duabelas, yaitu: 
έaŜƳōŀƴƎǳƴ dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri Řŀƴ ƛƴŘǳǎǘǊƛ ƪǊŜŀǘƛŦ ȅŀƴƎ ƪƻƳǇŜǘƛǘƛŦέΦ 
 
Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh terkait pengembangan ekonomi syariah, industri halal dan 
sektor keuangan syariah di Aceh: 
1. Mengembangkan standarisasi dan inovasi produk industri halal dan keuangan syariah 
2. Membentuk lembaga-lembaga pendukung ekonomi syariah 
3. Menyusun program pelatihan dengan memanfaatkan perkembangan IT 
4. Mensinergikan program pengurus pusat maupun pengurus wilayah dengan lembaga pemerintah pemangku 

ekonomi Syariah 
5. Meningkatkan daya saing produk dan jasa dengan fokus halal food. Dalam hal ini, Disperindag Aceh membuka 

dan memfasilitasi konsultasi dan sosialisasi sertifikasi halal, hingga fasilitasi pendaftaran sertifikasi halal. 
 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh 
 
Tantangan masuknya investasi di Indonesia sebenarnya bermuara pada masih banyaknya regulasi, prosedur 
birokrasi yang panjang, serta banyaknya regulasi/kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah. Sehingga 
hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi para investor, diharapkan kedepan dengan adanya penyederhanaan 
regulasi seperti omnibuslaw akan menjadi suatu solusi yang efektif. Kemudian juga kualitas SDM maupun sarana 
dan prasarana yang perlu terus ditingkatkan dengan berbagai dukungan finansial yang tidak sedikit.  
 
Selain itu, peranan media juga sangat mempengaruhi atas citra yang ditimbulkan dari pemberitaannya. Media-
media yang tidak mendukung pelaksanaan syariat islam, akan dapat berpotensi merusak suasana sehingga timbul 
fitnah maupun pemberitaan negatif/hoax tentang realita bahwa pengembangan ekonomi syariah adalah solusi 
bagi umat manusia saat ini. 
 
Faktor alam seperti bencana, wabah/pandemi seperti Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, saat 
ini juga merupakan kendala yang paling signifikan dalam pengembangan iklim investasi di suatu daerah. Seluruh 
sektor mengalami kelumpuhan akibat harus mematuhi protocol kesehatan yang ditetapkan secara global oleh 
WHO guna pencegahan terjadinya penularan secara luas antar sesama manusia. 
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Dukungan penuh dari berbagai stakeholder dan masyarakat sangat diharapkan karena dapat menjadi faktor 
penentu untuk memperbaiki iklim investasi dan merubah image suatu daerah menjadi pro investasi, khususnya 
bagi sektor ekonomi syariah, industri halal, serta sektor keuangan syariah. 

 
Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Aceh 
 
Tantangan menuju wisata ramah Muslim di Aceh adalah sulitnya mengubah pemahaman masyarakat Aceh bahwa 
semua yang mereka makan sudah bersumber dari zat yang halal, walaupun secara hakiki masih ada yang belum 
sempurna terutama dalam proses pembuatan makanan, minuman dll. Saat ini Aceh sudah memiliki peraturan 
daerah (qanun) yang mengatur tentang Sistem Jaminan Produk Halal yaitu Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016. 
Namun masih ada masyarakat yang kurang memahami aturan dari qanun tersebut, hal ini mungkin saja 
keterbatasan sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah.  
 
Hal lain yang juga menjadi tantangan menuju wisata ramah Muslim khususnya para pelaku pariwisata yg mengarah 
kepada wisata ramah Muslim yaitu: 
Á Persiapan dan pembiayaan standarisasi unit usaha pariwisata (hotel dan restoran) 
Á Pembiayaan untuk uji kompetensi SDM pariwisata (lembaga Pendidikan, dan pelaku usaha pariwisata 

 
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh 
 
Tantangan Program Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Provinsi Aceh yaitu diantaranya: 
 
Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 
Dalam satu dekade terakhir, terdapat beberapa survei dan atau penelitian yang telah dilakukan untuk meneliti 
pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah di beberapa provinsi. Penelitian yang dilakukan oleh Bank 
Indonesia, bekerjasama dengan Universitas Brawijaya pada tahun 2000 di Jawa Timur menunjukkan bahwa 
persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah belum cukup baik. Sekitar 67.4% responden belum memahami 
perbedaan antara perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kondisi yang berkebalikan 
didapat saat penelitian sejenis dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor di 
Kalimantan Selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 88% dari responden pernah mendengar 
perbankan syariah, dan sekitar 75.6% responden telah memahami prinsip operasional bank syariah.  
 
Sekitar sepuluh tahun kemudian, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rifki Ismal pada tahun 2010 kepada 
409 responden yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jogjakarta menunjukkan adanya 
peningkatan pemahaman perbankan syariah yang menggembirakan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa mayoritas responden telah memahami jenis-jenis produk tabungan perbankan syariah, meskipun belum 
memahami instrumen keuangan syariah dengan baik.  
 
Peningkatan pemahaman mengenai perbankan syariah ini nampaknya belum mengindikasikan adanya 
peningkatan jumlah sharia loyalist. Sekitar 67% dari responden penelitian tersebut berencana memindahkan 
dananya dari perbankan syariah apabila kondisi ekonomi sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Kenyataan ini 
ǎŜŎŀǊŀ ǘƛŘŀƪ ƭŀƴƎǎǳƴƎ ƳŜƴǳƴƧǳƪƪŀƴ ōŀƘǿŀ ōŀƴƪ ǎȅŀǊƛŀƘ ƳŀǎƛƘ ŘƛǇŜǊǎŜǇǎƛƪŀƴ ǎŜōŀƎŀƛ άōŀƴƪ ǊŜƭƛƎƛǳǎέΣ ŀǘŀǳ άōŀƴƪ 
ōŀƎƛ Ƙŀǎƛƭέ ǎŀƧŀΣ Řŀƴ ǎŜƻƭŀƘ ƳŜƴǳƴƧǳƪƪŀƴ ƳŀǎƛƘ ƳƛƴƛƳƴȅŀ ƳƻǘƛŦ ŜƪƻƴƻƳƛ ŀǘŀǳ ōŜƴŜŦƛǘ ŘŀǊƛ ǎƛǎƛ ōƛǎƴis yang menjadi 
alasan atau pendorong utama masyarakat bergabung dengan perbankan syariah.  
 
Di Provinsi Aceh, dimana sekitar 98.49% berpenduduk Muslim, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi 
Keuangan Tahun 2016 diperoleh informasi bahwa indeks literasi keuangan syariah sekitar 21.09%, dan tingkat 
inklusi keuangan syariah berada di kisaran 41.45%. Di Jawa Timur, wilayah dengan + 94.46% berpenduduk Muslim, 
literasi keuangan syariah telah mencapai 29.35%, namun tingkat inklusi keuangan masih di kisaran 12.21%. 
 
Informasi mengenai tingkat inklusi keuangan Aceh dimaksud nampaknya tidak secara langsung berhubungan 
positif dengan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Tingkat inklusi keuangan syariah 
di Provinsi Aceh sepertinya banyak didorong oleh faktor kebijakan top down, dimana Pemerintah Provinsi Aceh 
melakukan konversi BPD Aceh menjadi BPD Aceh Syariah di sekitar bulan September 2016. Sebelumnya, indeks 
keuangan syariah di Provinsi Aceh masih rendah. Apabila jumlah penduduk Aceh pada 2016 sebanyak 5.096.248 
jiwa, berikut data inklusi keuangan syariah: 
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Keterangan Aug-2016 Des-2016 Des-2017 

Jumlah Penduduk Aceh 5,096,248  5,096,248  5,198,683 

Jumlah Rekening*      

  - Total Jumlah Rekening 3,983,812  3,989,584  5,335,188 

  - Rekening Konvensional 3,429,279 2,256,263 3,403,518 

  - Rekening Syariah 554,533 1,733,321 1,931,670 

Inklusi Keuangan*       

  - Total Jumlah Rekening 78.17% 78.28% 102.63% 

  - Rekening Konvensional 67.29% 44.27% 65.47% 

  - Rekening Syariah 10.88% 34.01% 37.16% 

*Sumber: Bank Indonesia, diolah 
 
Berdasarkan tabel di atas, kita dapat memperhatikan kondisi inklusi keuangan syariah di Aceh pada bulan Agustus 
2016, sebelum adanya konversi. Pada saat itu, tingkat inklusi keuangan syariah Aceh berada di kisaran 10.88%, 
dengan porsi rekening perbankan syariah terhadap total jumlah rekening sebesar 13.92%. Pasca adanya konversi 
BPD Aceh menjadi BPD Aceh Syariah, secara langsung terjadi peningkatan signifikan dari sisi aset, DPK, dan 
pembiayaan syariah, baik dari sisi nominal maupun jumlah rekening. Inilah efektivitas kebijakan top down, yang 
mampu memberikan akselerasi yang nyata dan cepat. Berbeda dengan pergerakan dakwah ekonomi syariah yang 
bersifat bottom up yang pengaruhnya memerlukan waktu, dan terkadang tidak memberikan hasil sebagaimana 
yang ditargetkan. Inilah urgensi kombinasi antara kebijakan top down dan bottom up, keduanya saling menguatkan 
satu sama lain. Perlu ada edukasi yang lebih intensif dan massif kepada masyarakat Aceh agar sepenuhnya 
memahami hakikat Fatwa MUI dan para ulama di Aceh terkait keharaman bunga bank konvensional, baik secara 
fiqih maupun dampak ekonomi makro-mikro. 
Untuk mengukur tingkat inklusi keuangan terkini, kami mencoba menggunakan perbandingan jumlah penduduk 
Aceh dengan jumlah rekening yang ada pada data Bank Indonesia. Apabila jumlah penduduk Aceh pada tahun 
2017 diperkirakan 5,198,683 jiwa (dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk sekitar 2.01%), dan jumlah 
rekening DPK per Desember 2017 sejumlah 5,335,188, maka tingkat inklusi keuangan Aceh sudah mencapai 
102.63%. Dari jumlah dimaksud, 3,403,518 diantaranya merupakan rekening perbankan konvensional (63.79%). 
Selain porsi rekening perbankan konvensional yang masih besar, tren jumlah rekening konvensional di Aceh 
menunjukkan hasil yang lebih positif dibandingkan dengan jumlah rekening syariah.  
 
Kondisi ini menunjukkan adanya pekerjaan rumah yang cukup berat di Provinsi Aceh, yaitu lebih giat mengedukasi 
masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan kesadaran terhadap ekonomi syariah 
sebagai bagian integral dari pelaksanaan agama bagi Muslim, dan secara bersamaan terus berupaya meningkatkan 
persentase Islamic financial inclusion yang lebih kuat secara fundamental.  
 
Pengembangan & Implementasi Model Bisnis Kerjasama Berbasis Syariah 
Pengembangan model bisnis perbankan syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan 
selaku regulator, tetapi juga menjadi tugas dari setiap pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia. Dalam 
konteks pengembangan UMKM misalnya, Bank Indonesia lebih memiliki wawasan teoritis dan teknis, serta 
pengalaman dalam mengembangkan UMKM baik melalui penyusunan kajian lending model, implementasi konsep 
pengembangan klaster, pengembangan kewirausahaan, local economic development, kajian 
komoditas/produk/jenis usaha unggulan UMKM, hingga pengembangan Regional Investor Relation Unit (RIRU). 
Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan pengembangan pola pembiayaan (lending model) berbasis syariah 
diusulkan oleh Bank Indonesia dan stakeholder lainnya kepada OJK, dan kemudian apabila dinilai berpotensi, dapat 
diteruskan kepada Dewan Syariah Nasional. Selain itu, Bank Indonesia pasca berdirinya OJK justru memiliki ruang 
lingkup yang luas dalam mengembangkan model-model bisnis berbasis syariah. Tidak hanya mengenai perbankan, 
Bank Indonesia juga dapat memberikan dukungannya untuk pengembangan keuangan syariah, baik yang bersifat 
komersial, maupun yang bersifat sosial.  
 
Meningkatkan Kerjasama Antar Pelaku Usaha 
Geliat pengembangan keuangan syariah di Aceh telah terlihat nyata dari sisi perbankan sejak dikonversinya BPD 
Aceh. Namun dalam konteks ekonomi syariah, perbankan hanyalah merupakan bagian dari keseluruhan sistem. 
Pengembangan ekonomi syariah mencakup berbagai aspek dan sektor perekonomian, dan ada di setiap transaksi 
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ekonomi. Harus diakui bahwa perbankan merupakan lokomotif berkembangnya ekonomi syariah di tanah air, dan 
juga memiliki peran penting sebagai pemegang fungsi intermediasi yang menyalurkan dana dari surplus spending 
unit kepada deficit spending unit. Namun mendorong perbankan saja tentu tidaklah cukup. Pemerintah dan 
stakeholder ekonomi syariah perlu ikut mendorong terjalinnya kerjasama antar pelaku usaha, meski di sisi lain 
masih ada tugas untuk meningkatkan kepercayaan dan kinerja perbankan untuk membiayai para pelaku usaha 
dalam rangka menaikkan persentase Finance to Deposit Ratio perbankan syariah di Aceh. Untuk itu, kedua 
mekanisme kerjasama, baik antar sesama pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan perbankan harus 
dikembangkan secara simultan. 
 
Kerjasama antar pelaku usaha dapat didorong melalui business matching, pembentukan komunitas-komunitas 
entrepreneurship, memperkuat wawasan account officer perbankan syariah dalam memahami seluk beluk bisnis, 
serta menyelenggarakan expo secara berkala.  
 
Beberapa event yang sempat diselenggarakan di Aceh dan berpotensi dimanfaatkan untuk mendorong kerjasama 
antar pelaku usaha antara lain: 
 

Makanan-Minuman Halal 
Event 
- Aceh Internasional Halal Food Festival 2017 
- Entrepreneur Kopi Gayo 
Program 
- Aceh Cullinary Festival  di Banda Aceh 2018 
- Banda Aceh Coffee Festival di Banda Aceh 2018 

Industri Busana Muslim 
Event 
- Aceh Islamic Fashion Parade (AIFP) 
- Asosiasi Perancang Fashion Aceh (APFA) 
- Aceh Hijab Fahion Week 
- Fashion Show Busana Muslim APFA Aceh 
Komunitas: 
- Sisterly Community Aceh 
- Hijab Community Aceh 
- Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) 

 
Inovasi Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Daerah 
Pergerakan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia banyak didorong oleh inisiatif-inisiatif yang berasal dari 
masyarakat (bottom up). Pendirian Bank Muamalat pada tahun 1991 juga merupakan buah dari perjuangan Ikatan 
Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa pengusaha Muslim. Setelah 
beberapa dekade pasca pendirian Bank Muamalat sebagai penanda awal bangkitnya ekonomi berbasis syariah di 
Indonesia, pertumbuhan perbankan syariah nampaknya menemui stagnasi. Dalam beberapa periode, 
perkembangan market share perbankan syariah masih belum mampu mencapai sasaran yang diharapkan. 
 
Perkembangan perbankan syariah di Aceh lebih menggembirakan. Dari sisi nominal DPK, market share aset dan 
pembiayaan perbankan syariah di Provinsi Aceh jauh melampaui persentase market share nasional. Sebelum 
adanya konversi, market share perbankan syariah Aceh dari sisi nominal DPK, pembiayaan dan aset telah mencapai 
10.80%, 10.41%, dan 11.28% (Agustus 2016). Saat ini, market share DPK, pembiayaan dan aset telah mencapai 
55.13%, 42.35 dan 54.43%. Hal ini merupakan hasil dari kebijakan Pemerintah Provinsi Aceh yang mengkonversi 
BPD Aceh menjadi BPD Aceh Syariah.  
 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keputusan untuk mengkonversi BPD Aceh merupakan kebijakan 
strategis Pemerintah dari sisi perbankan yang dapat menjadi contoh bagi pengambilan kebijakan dan/atau 
program pengembangan ekonomi syariah di Aceh lainnya.  
 
Apabila didukung dengan political will yang baik, beberapa kebijakan nasional dimaksud ada yang secara instan 
direplikasi di tingkat daerah, namun demikian ada pula yang masih memerlukan kajian terlebih dahulu demi 
menjamin kelancaran proses implementasinya kelak. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Aceh dapat melakukan 
beberapa hal sebagai berikut:  

1. Menempatkan seluruh dana BUMD dan instansi terkait di perbankan syariah,  
2. Menghimbau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengkonversi/mendirikan BPR Syariah,  
3. Mengalokasikan dana hibah kepada masyarakat untuk pembentukan koperasi simpan pinjam pembiayaan 

syariah/BMT,  
4. Membangun kawasan-kawasan ekonomi dan pelabuhan berbasis syariah, 
5. Mendukung pengembangan dan percepatan proses sertifikasi halal bagi produk UMKM, 
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6. Menjadikan event penting provinsi bernuansa syariah, dan dirangkaikan dengan konsep pengembangan 
pariwisata syariah, 

7. Memberikan insentif bagi pengembangan kewirausahaan Islam berbasis industri kreatif, 
8. Memberikan proses edukasi keuangan Islam melalui kurikulum pendidikan bermuatan lokal dan melalui 

gerakan ekonomi berbasis masjid,  
9. Memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat agar kredit program yang dialokasikan untuk Aceh hanya 

disalurkan dalam skema-skema yang seusai dengan syariah, 
10. Mengkaji penerbitan instrumen keuangan syariah berbasis wakaf, berbasis proyek, dan berbasis aset dalam 

rangka memenuhi pembiayaan infrastruktur,  
11. Mengawal implementasi Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok - Pokok Syariat Islam, pasal 21 ayat 

1-4, dan terus mengembangkan peraturan pendukung berkembangnya lembaga keuangan syariah di Aceh, 
dsb.  
 

Pengembangan Produk dan Layanan Keuangan Syariah 
Perkembangan produk dan layanan perbankan syariah selama 26 tahun terakhir dinilai cukup baik. Inovasi produk 
bebasis rahn dan ijarah juga mulai dikembangkan. Namun demikian, keterbatasan modal menyebabkan mayoritas 
perbankan syariah terjebak dalam BUKU 1 dan BUKU 2, sehingga belum bisa mengembangkan produk/kegiatan 
usahanya seperti pengembangan uang elektronik, sebagai bank kustodian, dan trust. Keterbatasan ini juga 
menyebabkan perbankan syariah dinilai kurang bersaing dari sisi harga (pricing) dan kualitas layanan. Untuk dapat 
meningkatkan daya saingnya, pengembangan perbankan syariah diharapkan dapat diarahkan kepada beberapa 
segmen seperti start up, usaha mikro-kecil, pembiayaan korporasi dan infrastuktur.  
 
Sistem IT Belum Cukup Handal 
Sistem teknologi informasi yang dimiliki oleh mayoritas lembaga keuangan syariah belum cukup canggih bila 
dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Di era digital saat ini, teknologi yang dimiliki oleh lembaga 
keuangan syariah diinilai tidak mampu mengakomodir kebutuhan transaksi masyarakat dengan dunia online. 
Sistem teknologi informasi yang existing saja terkadang belum cukup handal, masih sering ditemui adanya 
kesalahan sistem (error) dan berbagai keterbatasan fitur. Dengan kondisi ini, lembaga keuangan syariah semakin 
dihadapkan pada situasi yang tidak kompetitif. 
 
Terbatasnya Sumber Daya Insani yang Berkualitas 
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per Oktober 2017, jumlah tenaga kerja bank umum dan unit usaha 
syariah diperkirakan mencapai 56,691 orang, dan jumlah tenaga kerja BPR Syariah mencapai 4,578 orang.  
Isu mengenai kurangnya sumber daya insani yang berkualitas memang selalu menjadi salah satu tantangan yang 
perlu dituntaskan bersama. Selain itu, ada kecenderungan bank konvensional mempertahankan SDM terbaiknya, 
ǎŜƘƛƴƎƎŀ ǇŜǊōŀƴƪŀƴ ǎȅŀǊƛŀƘ Řƛƛǎƛ ŘŜƴƎŀƴ ƪŀǊȅŀǿŀƴ άǇƛƭƛƘŀƴ ƪŜŘǳŀέΦ Sumber daya yang berkinerja baik juga 
cenderung memilih bank konvensional yang dinilai lebih settle dalam segala hal, termasuk lebih baik dari sisi 
remunerasi.  
 
Apabila ini persoalannya, maka para praktisi perbankan syariah dan juga regulator setidaknya memiliki dua 
pekerjaan rumah. Pertama, pelatihan berkala untuk meningkatkan knowledge mengenai seluk beluk ekonomi dan 
keuangan syariah, termasuk operasional perbankan syariah, perlu terus menerus dijaga. Perbankan syariah tidak 
boleh irit untuk meningkatkan skill karyawan mereka, sehingga alokasi anggaran khusus training perlu disusun 
dengan baik. Kedua, adalah memberikan sentuhan spiritualitas yang lebih intensif bagi para pegawai. Para pegawai 
terbaik perlu memahami bahwa bekerja di perbankan syariah merupakan bagian dari upaya menyempurnakan 
iman di bidang keuangan. Bekerja di perbankan syariah merupakan bentuk dakwah Islam sebagai agama yang final 
dan sempurna. Kedua sisi ini, sisi kompetensi dan spiritualitas, harus diperhatikan secara seimbang agar persoalan 
keterbatasan sumber daya insani berkualitas dapat diselesaikan. 
 
Terbatasnya Layanan Keuangan/Perbankan Syariah 
Di Provinsi Aceh, ada sekitar 11 bank umum syariah dan unit usaha syariah yang telah beroperasi. Beberapa 
diantaranya BPD Aceh Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank 
Syariah Mega, dan BTPN Syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (Februari, 2018), perbankan syariah di 
Aceh (baik Bank Umum Syariah maupun BPR Syariah) memiliki 22 kantor kas, 102 kantor cabang pembantu, 36 
kantor cabang. Dari jumlah tersebut, sebaran jaringan kantor BPD Aceh Syariah saat ini memiliki 21 Kantor Kas, 86 
Kantor Cabang Pembantu, dan 26 Kantor Cabang. Jumlah BPR Syariah sejak tahun 2013 ς 2018 masih memiliki 
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jumlah yang sama, yaitu 10 BPRS. Selain perbankan, Aceh juga memiliki 15 unit Koperasi Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah (KSPPS)8. 
 

Kelompok Bank  
KPO/KC KCP/UPS KK Total Jaringan 

Kantor HOO/BO SBO/SSU CO 

1 
Jawa Barat 

                                       
62  

                                     
217  

                                       
25  

304 

2 
DKI Jakarta 

                                       
73  

                                     
152  

                                       
36  

261 

3 
Jawa Timur 

                                       
43  

                                     
133  

                                       
18  

194 

4 
NAD 

                                       
37  

                                     
102  

                                       
22  

161 

5 
Jawa Tengah 

                                       
38  

                                       
85  

                                       
16  

139 

6 
Banten 

                                       
20  

                                       
63  

                                         
8  

91 

7 
Sumatera Utara 

                                       
25  

                                       
47  

                                         
3  

75 

8 
Aceh 

                                       
12  

                                       
34  

                                         
9  

55 

9 
Sumatera Selatan 

                                       
15  

                                       
35  

                                         
1  

51 

10 
Kalimantan Timur 

                                       
14  

                                       
33  

                                         
2  

49 

 
Dengan ketersediaan jumlah kantor perbankan syariah tersebut, dapat dikatakan bahwa layanan perbankan 
syariah di Aceh sudah sangat baik, meskipun masih perlu diperlengkap dengan data ketersediaan infrastruktur 
pendukung lainnya (seperti ATM, ketersediaan jaringan untuk mengakses mobile banking, dll) serta kajian terkait 
layanan akses keuangan syariah yang dapat memperjelas ada atau tidaknya gap pelayanan keuangan syariah 
diukur dari luas wilayah, perbandingan jumlah penduduk, dll.  
 
Potensi jaringan kantor yang sudah baik dimaksud akan lebih optimal apabila otoritas (BI dan OJK), praktisi 
perbankan syariah, ulama, dan tokoh masyarakat bersama-sama melakukan edukasi terkait ekonomi dan 
keuangan syariah. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai keunggulan perbankan syariah 
dapat memberikan dorongan yang seimbang dari sisi demand (masyarakat), selagi para pemangku kepentingan 
terus mendorong kualitas dan kuantitas sisi supply (perbankan). 
 
Standarisasi Kompetensi Dewan Pengawas Syariah 
Proses pengambilan fatwa sebuah produk/layanan keuangan syariah di Indonesia cukup berbeda dibandingkan 
dengan negara-negara lainnya. Indonesia memiliki Dewan Syariah Nasional sebagai bagian dari Majelis Ulama 
Indonesia (DSN-MUI) yang independen dari segala pemangku kepentingan bisnis keuangan syariah. Pengaturan 
aspek fikih terhadap lolos/tidaknya sebuah produk keuangan syariah di Indonesia juga termasuk lebih ketat 
dibandingkan negara lainnya. Namun demikian pada aspek praktis di lapangan, masih ada perbedaan kompetensi 
antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah. Salah satu hal yang menjadi 
perhatian ialah bagaimana pihak otoritas memberikan pelatihan secara berkala untuk menjamin kesetaraan 
kompetensi dari setiap dewan pengawas syariah.  
 
Dalam hal ini, Bank Indonesia secara tidak langsung memiliki keperluan untuk bersinergi dengan OJK dalam 
menjaga kualitas Dewan Pengawas Syariah, terutama bagi bank syariah/BPRS yang berkantor pusat di wilayah 
kerjanya. Beberapa model pengembangan akad syariah yang mampu memberikan multiplier effect kepada 
masyarakat akan berpotensi diaplikasikan apabila Dewan Pengawas Syariah memahami dengan baik hubungan 
antara aspek fiqih, aspek bisnis, manajemen risiko, dan juga modifikasi skema-skema pembiayaan.  
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Apabila Aceh belum memiliki organisasi serupa, maka menurut hemat kami perlu dibentuk ADPASI Aceh. Selain 
mampu meningkatkan kerjasama dan hubungan baik dengan Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan, inisiasi 
pembentukan ADPASI dapat memperkuat peran ulama dalam memberikan dakwah ekonomi syariah di tengah 
masyarakat. Sebaliknya, apabila Aceh telah membentuk badan serupa, maka Bank Indonesia dapat mengambil 
peran dari sisi fasilitasi kerjasama pelatihan/training. 
 
Optimalisasi Potensi Islamic Social Finance 
Potensi Islamic social fund (zakat, infaq, shadaqah dan wakaf) sangat perlu untuk dioptimalkan agar usaha untuk 
melakukan pemerataan kekayaan/distribusi harta, memperbaiki daya beli masyarakat, serta mampu menjaga 
kebutuhan primer kaum marginal dapat dilakukan dengan baik. Namun, beberapa hal yang perlu dipahami terkait 
dengan optimalisasi dana sosial Islam dimaksud adalah terkait dengan perhitungan potensi yang seringkali 
mengabaikan siapa saja kalangan yang akan menjadi subjek & objek, seberapa besar kesadaran kalangan dimaksud 
untuk memberikan sebagian hartanya, dan bagaimana faktor lain seperti keterbatasan data, minimnya kompetensi 
dalam mengelola dana, dll sangat mempengaruhi realisasi dari potensi dimaksud. 
 
Pemerintah Aceh telah memiliki sebuah lembaga khusus untuk mengelola dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS), 
yaitu Baitul Maal. Baitul Maal telah mengoptimalkan pengumpulan ZIS yang diharapkan memiliki dampak positif 
terhadap penurunan angka kemiskinan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Baitul Maal dalam rangka 
memberdayakan masyarakat melalui dana ZIS diantaranya melalui pelatihan/kursus keterampilan, penyediaan 
peralatan kerja, pembangunan/rehab rumah fakir miskin, penyediaan modal usaha tanpa bunga, beasiswa, dan 
kegiatan lainnya. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan oleh Baitul Maal terus ditingkatkan melalui kerjasama dengan 
perbankan baik dalam pengumpulan dan penyaluran dana sosial Islam yang terkumpul, memperkuat basis data 
muzakki dan mustahiq, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait guna memperoleh masukan-masukan 
yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan Baitul Maal.  
 
Pemerintah Aceh kabarnya akan memperkuat peran Baitul Mal dalam penanggulangan kemiskinan, mengingat 
potensi ZIS yang ada diperkirakan cukup besar, yaitu sekitar Rp 1.4 Triliun. Saat ini, Baitul Maal telah menghimpun 
hampir Rp 300 miliar/tahun. Angka ini masih dapat ditambah dengan penyetoran zakat yang belum terdata dan 
dibayar masing-masing muzakki. Secara internal pengurus Baitul Mal masih mengandalkan pendistribusian ZIS 
secara konsumtif dan karitatif. Persentase program dan kegiaan ZIS yang bersifat pemberdayaan dan produktif 
masih cukup kecil, sebagaimana kondisi lembaga pengumpul ZIS di tingkat nasional lainnya. 
 
Kepala OJK Banda Aceh 

 
Di antara tantangan utama dalam mengembangkan sektor keuangan syariah di Aceh adalah menyelaraskan 
pemahaman antara IJK dengan masyarakat terkait sektor keuangan syariah. Sampai dengan saat ini, masih 
terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa sektor keuangan syariah tidak berbeda dengan sektor keuangan 
konvensional. Sehingga, masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan jasa dari sektor keuangan konvensional 
akan sulit untuk beralih kepada sektor keuangan syariah. Padahal, jasa yang ditawarkan oleh sektor keuangan 
syariah tidak lebih sedikit dari jasa yang ditawarkan oleh sektor keuangan konvensional di samping pelaksanaan 
kegiatan usahanya yang sudah menggunakan akad-akad berdasarkan prinsip syariah. Di sisi lain, masih terdapat 
masyarakat yang beranggapan bahwa sektor keuangan syariah harus memberikan kontribusi lebih kepada 
masyarakat seperti fasilitas pinjaman yang lebih murah dan pemberian bagi hasil dari simpanan yang lebih besar. 
Pemahaman tersebut perlu diluruskan dengan edukasi yang memadai, karena sektor keuangan syariah merupakan 
lembaga bisnis yang masih berorientasi profit dan tetap mempertimbangkan kemakmuran masyarakat. 
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Lampiran 
 
 
 
 

Provinsi Aceh 

 
Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi) 
 

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren 

No Nama Pesantren Deskripsi Program  

1 Pesantren Darul Ulum Pengembangan Sektor Usaha Daur Ulang Sampah, 
Pertanian Cabai Merah dan INKRAF 

2 Pesantren Thalibul Huda Pengembangan Sektor Usaha Perdagangan 
3 Pesantren Bahrul Ulum Diniyah Islamiyah 

(BUDI) Lamno 
Pengembangan Sektor Usaha Pertanian Serai Wangi 

4 Pesantren Darun Nizham Pengembangan Sektor Usaha Pertanian Budidaya 
Ubi/Singkong 

 
Daftar Usaha-Usaha Syariah yang Dikelola Pondok Pesantren 

No. Nama Pesantren 
Lokasi 

Pesantren 
Unit Usaha Deskripsi 

1 Darul Ulum Banda 

Aceh 

Percetakan Fasilitasi pendirian unit usaha percetakan 

dengan pemberian alat-alat percetakan yang 

menunjang proses produksi barang-barang 

seperti plakat, kaos, percetakan sablon, mug 

sablon dsb. 

2 Babul Maghfirah Aceh 

Besar 

Pertanian, 

Peternakan 

Ayam Petelur, 

dan Pertanian 

Hidroponik 

Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang agro, 

yang didukung dengan pemberian peralatan 

pertanian berupa mesin hand tractor, lori 

angkut, mesin pompa, dan mesin penyalur air. 

3 Thalibul Huda Aceh 

Besar 

Koperasi-Mart Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang 

perdagangan berupa swalayan yang dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari santri dan 

masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian 

usaha ini diperkuat dengan pemberian bantuan 

peralatan dan perlengkapan penunjang toko. 

4 Al Munawwarah Pidie Jaya Koperasi-Mart Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang 

perdagangan berupa swalayan yang dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari santri dan 

masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian 
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No. Nama Pesantren 
Lokasi 

Pesantren 
Unit Usaha Deskripsi 

usaha ini diperkuat dengan pemberian bantuan 

peralatan dan perlengkapan penunjang toko. 

5 Jabal Nur Jadid Aceh 

Selatan 

Perdagangan Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang 

perdagangan berupa jasa isi ulang air minum 

yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari 

santri dan masyarakat di sekitar pesantren. 

Pendirian usaha ini diperkuat dengan 

pemberian bantuan peralatan dan 

perlengkapan penunjang beroperasinya usaha 

dimaksud. 

6 Ummul Ayman Bireun Perikanan Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang 

perikanan berupa budidaya ikan lele yang dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari santri dan 

masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian 

usaha ini diperkuat dengan pemberian bantuan 

pembangunan kolam-kolam ikan. 

7 Darussalam Aceh 

Selatan 

Koperasi-Mart Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang 

perdagangan berupa swalayan yang dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari santri dan 

masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian 

usaha ini diperkuat dengan pemberian bantuan 

peralatan dan perlengkapan penunjang toko. 

8 Darul Abrar Aceh Jaya Koperasi-Mart Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang 

perdagangan berupa swalayan yang dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari santri dan 

masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian 

usaha ini diperkuat dengan pemberian bantuan 

peralatan dan perlengkapan penunjang toko. 

9 Darun Nizham Aceh Jaya Pertanian 

Singkong 

Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang 

pertanian berupa budidaya ubi/singkong. 

Pendirian usaha ini diperkuat dengan 

pemberian bantuan alat pertanian, 

pembangunan sarana pertanian dan saprodi. 

10 Bahrul Ulum 

Diniyah Islamiyah 

(BUDI) Lamno 

Aceh Jaya Pertanian Serai 

Wangi 

Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang 

pertanian berupa budidaya serai wangi. 

Pendirian usaha ini diperkuat dengan 

pemberian bantuan alat pertanian, 

pembangunan sarana pertanian dan saprodi. 

11 Bustanul Mualimin 

Al-Munawwarah 

Pidie Jaya Intergrated 

Farming 

(Peternakan 

Ayam dan 

Perikanan) 

Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang 

peternakan berupa budidaya ayam dan ikan lele 

yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari 

santri dan masyarakat di sekitar pesantren. 

Pendirian usaha ini diperkuat dengan 
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No. Nama Pesantren 
Lokasi 

Pesantren 
Unit Usaha Deskripsi 

pemberian bantuan pembangunan infrastruktur 

penunjang peternakan/perikanan. 

12 Darul Qur'an Aceh 

Besar 

Perdagangan 

(Mart) 

Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang 

perdagangan berupa swalayan yang dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari santri dan 

masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian 

usaha ini diperkuat dengan pemberian bantuan 

peralatan dan perlengkapan penunjang toko. 

13 Darussa'adah Pidie Jaya BMT - Lembaga 

Keuangan 

Pesantren 

Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang 

keuangan berupa Baitul Maal wat Tamwil yang 

dapat mendukung tersedianya akses keuangan 

Syariah di lingkungan pesantren. Pendirian 

usaha ini diperkuat dengan pemberian bantuan 

peralatan dan perlengkapan penunjang BMT. 

14 Safinatussalamah Aceh 

Singkil 

Perdagangan 

(Mart) 

Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang 

perdagangan berupa swalayan yang dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari santri dan 

masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian 

usaha ini diperkuat dengan pemberian bantuan 

peralatan dan perlengkapan penunjang toko. 

15 Gontor 10 Aceh 

Besar 

Pertanian 

Jagung 

Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang 

pertanian berupa penanaman jagung di lahan 

pesantren yang dapat dimanfaatkan/dijual 

kepada masyarakat di sekitar pesantren. 

Pendirian usaha ini diperkuat dengan 

pemberian bantuan berupa prasarana (seperti: 

pagar), dan olah lahan (pembuatan bedeng, 

pembersihan lahan, dsb) di lahan seluas 2 

hektar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

66 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

-Separator 

Photo- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

67 
 

Provinsi  

Sumatera Barat 
 
 
 
 

Sekilas  
tentang Ekonomi Syariah di Provinsi Sumatera Barat 

 
 
 

Peluang pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Sumatera Barat sangat besar mengingat 98 
ǇŜǊǎŜƴ ǇŜƴŘǳŘǳƪƴȅŀ ŀŘŀƭŀƘ aǳǎƭƛƳΦ 5ŜƴƎŀƴ ŦŀƭǎŀŦŀƘ ά!Řŀǘ .ŀǎŀƴŘƛ {ȅŀǊŀƪΣ {ȅŀǊŀƪ .ŀǎŀƴŘƛ 
YƛǘŀōǳƭƭŀƘέ ǇǊƛƴǎƛǇ ŜƪƻƴƻƳƛ Syariah sangat sejalan dengan kearifan lokal yang di anut masyarakat 
Sumatera Barat. Geliat ekonomi syariah di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari sektor 
keuangan mikro syariah dengan maraknya pembentukan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 
Syariah (KSPPS) yang mendapatkan dukungan tidak hanya dari Pemerintah daerah namun juga dari 
segenap lapisan masyarakat Sumatera Barat. Keputusan mengkonversi Bank BPD Sumatera Barat 
menjadi Bank Nagari Syariah oleh pemegang saham pada RUPS tahun 2019 menjadi momentum 
yang sangat baik dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Barat.  
 
Sementara di sektor Industri Halal Sumatera Barat juga memiliki potensi untuk pariwisata ramah 
Muslim karena beragamnya objek wisata dengan keindahan alamnya, seperti daerah pesisir, bukit, 
dan alam yang hijau serta telah masuk ke dalam destinasi halal yang tercantum dalam Rencana Induk 
Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas) yang dicanangkan Pemerintah. Jika dilihat dari 
kondisi masyarakat beserta potensi daerahnya, Sumatera Barat memiliki peluang untuk 
mengembangkan industri halal dibidang makanan/kuliner, UMKM, fesyen Muslim dan pertanian. Hal 
ini sejalan dengan fokus Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan produksi 
untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan mengembangkan agribisnis, pariwisata, industri, 
perdagangan, koperasi, UMKM,dan investasi. 
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Regulasi Tingkat Daerah 
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 

 
 

 
 
 
Peraturan Daerah terkait Industri Halal 
 
 
Peraturan Daerah terkait Keuangan Syariah 
 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 
tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata 
ramah Muslim  
 
Peraturan Daerah Tentang Konversi Bank Nagari 
(dalam tahap finalisasi) 
 

Peraturan Gubernur terkait Pariwisata ramah 
Muslim 
 

Sudah disahkan (dalam tahap finalisasi) 

Peraturan Gubernur terkait Fesyen Muslim 
 

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat 
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Rencana Pemerintah Daerah 
di Sektor Ekonomi Syariah  

 
 
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 di Provinsi Sumatera Barat 
ƳŜƳŦƻƪǳǎƪŀƴ ǇŀŘŀ ά¢ŜǊǿǳƧǳŘƴȅŀ {ǳƳŀǘŜǊŀ .ŀǊŀǘ ȅŀƴƎ aŀŘŀƴƛ ϧ {ŜƧŀƘǘŜǊŀέ Řengan 5 misi utama yaitu: 
Á Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah 
έAdat Basandi Syarak, SyŀǊŀƪ .ŀǎŀƴŘƛ YƛǘŀōǳƭƭŀƘέ 

Á Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional 
Á Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat,beriman, berkarakter,dan berkualitas tinggi 
Á Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing 

regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah 
Á Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 

 

Pertumbuhan 
Ekonomi 
Daerah  

Inflasi 
Tingkat 

Pengangguran 
Tingkat 

Kemiskinan 
Konsumsi RT 

Konsumsi 
Pemerintah 

Investasi Ekspor Impor 

 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019  

5,14% 5,05% 2,60% 1,66% 5,55% 5,33% 6,55% 6,29% 4,70% 4,69% 4,63% 5,10% 3,29% 4,96% -14,05% -8,52% 0,51% -14,47%  

 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sumatera Barat Tahun 2016-2021  

 
Penekanan dan skala prioritas pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 secara umum 
ditujukan pada skala prioritas pembangunan untuk pemantapan landasan pembangunan secara menyeluruh 
dengan penekanan kepada peningkatan daya saing produk dan hubungan regional terutama dengan provinsi 
tetangga. Daya saing produk Sumatera Barat semakin kuat karena meningkatnya produktifitas, kualitas produk 
dan efisiensi usaha akibat dari penggunaan teknologi maju sehingga kesejahteraan petani, peternak dan nelayan 
semakin membaik dan diharapkan dalam waktu bersamaan, sektor pariwisata dan industri kecil lainnya dapat 
berkembang dengan lebih baik 

 
 

4 Program Unggulan Prioritas Pembangunan 
Daerah Provinsi Sumatera Barat 2018-2023 

 
Á Kedaulatan pangan 
Á Kedaulatan Energi  
Á Kemaritiman dan Kelautan 
Á Pariwisata dan Industri.  

 
Isu Strategis RPJMD Sumatera Barat  

5 tahun ke depan 
 

Á Pembangunan Mental dan Peningkatan 
Pengamalan Nilai-nilai Adat dan Agama  

Á Penanganan Bencana Alam 
Á Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan 

Pembangunan Antar Daerah 
Á Peningkatan Infrastruktur 
Á Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang 

Baik 
Á Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan 

Kualitas SDM  
Á Pemberdayaan UMKM dan Koperasi 
Á Peningkatan Ketahanan Pangan 
Á Globalisasi dan Peningkatan Daya Saing Daerah 
Á Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 
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Rencana Pembangunan Ekonomi Syariah di Provinsi Sumatera Barat 

 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 di Provinsi Sumatera Barat 
bertujuan sebagai berikut: 
 
Á Meningkatkan pelaksanaan pembangunan 

mental dan kehidupan masyarakat madani yang 

aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan 

bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal 

keagamaan dalam kehidupan disertai dengan 

penguatan kelembagaan agama dan adat. 

Á Meningkatkan profesionalitas aparatur 

pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta 

nepotisme; Meningkatkan tata pemerintahan 

yang baik, bersih, transparan dan akuntabel; serta 

meningkatkan pelayanan publik yang prima, 

transparan, aspiratif, dan partisipatif 

Á Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas 

dan berkarakter serta meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya pendidikan 

karakter; Meningkatkan pemerataan dan kualitas 

pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan 

adat; Meningkatkan kemampuan penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan 

tepat guna; serta meningkatkan derajat 

Kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan 

dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak 

anak 

Á Meningkatkan pembangunan ekonomi yang 

berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi 

kerakyatan disertai dengan peningkatan 

produksi danketahanan pangan, 

pengembangan agribisnis dan peningkatan 

kesejahteraan petani; Menjadikan Sumatera 

Barat sebagai destinasi utama pariwisata 

berbasis agama dan budaya serta menurunkan 

tingkat kemiskinan dan pengangguran serta 

penanganan daerah tertinggal 

Á Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk 

pengembangan ekonomi dan pengembangan 

wilayah disertai dengan pelaksanaan Tata 

Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan 

daya dukung dan daya tampung lingkungan; 

dan peningkatan kualitas Kawasan konservasi 

dalam rangka mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 

 

 
 

Sektor Pariwisata Ramah Muslim 
 
Á Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi 

utama pariwisata berbasis agama  
Á Mengembangkan pariwisata berbasis keunggulan 

alam, budaya, kuliner, kearifan lokal khususnya 
pariwisata ramah Muslim dan nuansa Islami.  

Á Membenahi destinasi utama dan pengelolaan serta 
kualitas sarana dan prasarana pariwisata khususnya 
pariwisata ramah Muslim.  

Sektor Makanan dan Produk Halal 
 
Á Bimbingan teknis cara pengelolaan makanan yang 

halal dan thoyyib (baik) seperti GMP, CPPOB, 
HACCP  
Á Mendorong pemilik rumah makan dan hotel di 

kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat 
untuk memenuhi sertifikasi halal 
Á Meningkatkan Perlindungan Konsumen melalui  

pembinaan terhadap sektor makanan dan minuman 
melalui pengawasan terhadap barang beredar di 
pasaran dan peningkatan konsumen cerdas 
 

Sektor Fesyen Muslim 
 
Á Program Pengembangan Industri Kecil dan 

Menengah, khususnya Fesyen Muslim 
Á Pelatihan diversifikasi produk busana Muslim 
Á Peningkatan promosi produk fesyen Muslim melalui 

pameran dalam dan luar negeri 
 

Sektor Keuangan Syariah (Komersial & Sosial) 
 
Á Melakukan penguatan kelembagaan, 

transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan 
zakat  

Á Meningkatkan penghimpunan dan penyaluran 
serta pemanfaatan dana zakat, infak, wakaf, 
sedekah yang tepat sasaran 

Á Meningkatkan sinergitas pendistribusian zakat 
antar lembaga pengelola zakat 
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Program Pemerintah Daerah 
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah  

 
 
 

Sektor Industri Halal 

 
Program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

 
Sektor industri halal unggulan yang akan diprioritaskan pengembangannya adalah sektor makanan minuman, 
pariwisata, dan fesyen. Selanjutnya, Peraturan Gubernur terkait ekonomi syariah akan menjadi landasan hukum 
untuk Kabupaten/Kota mengembangkan potensi ekonomi syariah. 

 
Program Pendukung Sektor Industri Halal 
Makanan dan Minuman 
halal 

Á Pelatihan bimbingan teknis cara pengelolaan makanan dan minuman 
halal yang baik seperti GMP, CPPOB, HACCP  

Fesyen Muslim Á Pelatihan Busana Muslim dengan menggunakan bahan khas daerah 
Sumatera Barat seperti tenun, sulaman, border 

Á Pelatihan diversifikasi produk busana Muslim 

Pariwisata ramah Muslim Pelaksanaan event-event untuk sosialisasi untuk pemangku kepentingan di 
sektor pariwisata ramah Muslim 
 

 
Jumlah Kegiatan Syariah/Halal 
 Jumlah Event Produk Daerah Jumlah Event Produk Halal/Syariah/Islami 

Makanan dan Minuman  
26 Event (Dalam dan Luar 

Negeri) 
 

2 Event 
Fesyen  2 Event 
Pariwisata  2 Event 

Sentra Sektor Industri Halal 
Makanan dan Minuman Halal Fesyen Muslim 

Sentra sektor makanan minuman halal direncanakan 
di 19 kabupaten/kota 

Sentra sektor makanan minuman halal direncanakan di 
19 kabupaten/kota 

 

Penetapan Daerah Pariwisata Ramah Muslim 
Tahap Daftar Desa/Kabupaten/Kota Wisata ramah Muslim 

Sudah ada - 
Dalam tahap perencanaan Kota Padang Panjang 

 
Program Pendorong Pariwisata Ramah Muslim 
Program pemerintah daerah dalam mendorong industri Pariwisata ramah Muslim yaitu: 

a. Menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Pariwisata ramah Muslim 
b. Pelaksanaan Event-Event Ekonomi Kreatif bernuansa Halal 
c. Pembuatan Leaflet Pariwisata ramah Muslim 
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Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi) 

 
Program Pendukung Sektor Industri Halal 
Á Program pelatihan sertfikasi halal kepada 15 

UMKM Sektor Kuliner dan fasilitasi sertifikasi Halal 
kepada klaster Sapi Perah Binaan 

Á Fasilitasi antara UMKM Syariah dengan Pondok 
Pesantren dalam bentuk Kerjasama penjualan 
produk unit usaha misalnya antara UMKM Syariah 
Rendang Kokoci dengan Ponpes Modern Al Kautsar 

Á Program coaching/pembekalan kepada 11 UMKM 
di sektor Makanan/minuman dan 9 UMKM sektor 
fashion yang terpilih melalui seleksi Industri Kreatif 
Syariah (IKRA) tahun 2018.   

Á Mengikuti Event Festival Ekonomi Syariah dan ISEF 
2019 untuk kampnaye dan memperluas pemasaran 
industry syariah 
 

Á Mengikutsertakan salah satu UMKM Halal 
(Rendang Katuju) binaan BI Kantor Perwakilan 
Sumatera Barat dalam kegiatan Indonesia Halal 
Economy Investment Forum 2019 (IHEIF-2019) di 
Jeddah, Arab Saudi serta Indonesia Syariah 
Economic Festival 2019 (ISEF 2019) di Jakarta, 
Indonesia yang menghasilkan kesepakatan 
investasi dengan Investor maupun kesepakatan 
sebagai pemasok rendang untuk musim haji 2020 

Á Program pelatihan yang lebih mendalam/spesifik 
(deep-coaching) terhadap UMKM Syariah pilihan 
di Bandung dan Jakarta. 

Á Melakukan rencana pelaksanaan event IKRA 2020 
dengan target UMKM sektor makanan/minuman 
halal dan fesyen Muslim 
 
 

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren 

 
Program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

 
Program Kemitraan UMKM dan Pengusaha Besar 

Tahap Daftar Program Kemitraan di peringkat Desa/Kabupaten/Kota 
Sudah ada Á Pengembangan  UMKM kerajinan unggulan Sumbar 

Á Peningkatan akses pembiayaan UMKM ke mitra perbankan  dan 

lembaga non-bank (IKNB) 
Á Pembuatan buku data base UMKM unggulan Sumbar 
Á Peningkatan kapasitas kewirausahaan 

Á Pengadaan sarana dan prasarana UMKM  

Á Pengembangan kemitraan produk UMKM binaan Pemprov Sumbar 

Á Partisipasi promosi & produk UMKM 

Á Sosialisasi pendafaran merek dan sertifikat halal dan PIRT 

Á Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan  Melalui Bimbingan 

Á Teknis Peningkatan Usaha dengan nara sumber terkait 

Á Perkuatan Produk UMKM melaui Bimbingan Teknis 

Á Standarisasi Produk, Fasilitasi Kemasan, Label dan Paper 

Á Fasilitasi Pendaftaran Merek Dagang ke Kemenhumham dan Halal ke LPOM 

 

 

Program Pemberdayaan UMKM  
Sektor Daftar Program Pendampingan 

Makanan dan 
minuman halal 

1) Program    Peningkatan    dan    Pengembangan    Daya    Saing UMKM 
2) Program Pengembangan Wirausaha Pemula 
3) Program Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM 
4) Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan UMKM Sumatera Barat 

Fesyen Muslim 
Pariwisata ramah 
Muslim 
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Jumlah Industri Kecil 

Menengah (IKM) 
2017 2018  2019 

UMKM mendapat 
pendampingan 

212 Koperasi Syariah 
123 UMKM Halal 

212 Koperasi Syariah 
362 UMKM Halal 

 318 Koperasi Syariah 
45 UMKM Halal 

 

 
Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi) 

 

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren 
Jumlah Pesantren Program Pengembangan Ekonomi (Lampiran) 

4 4 
 

 
Á Pesantren Perguruan Diniyyah  Puteri, Kota 

Padang Panjang 
Á Pesantren Modern Al Kautsar, Kabupaten 50 Kota 
Á Pondok Pesantren Waqaf Ar Risalah, Kota Padang 
Á Pondok Pesantren Sumatra Thawalib Parabek, 

Kabupaten Agam 

Á Pada  tahun 2019, kegiatan  yang dilaksanakan  
terkait pengembangan    kemandirian ekonomi     
pesantren Perguruan      Diniyyah    Puteri,  kota 
Padang Panjang berupa bantuan   Program   Sosial   
Bank   Indonesia   (PSBI) berupa 2  unit mesin laundry 
untuk  meningkatkan kapasitas    unit    usaha    Zam-
zam    Laundry. Selain itu diadakan juga 
penandatanganan Kerjasama Program 
Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pondok 
Pesantren Modern Al Kautsar di Kabupaten 50 kota. 

Á Pendampingan      kepada    unit     usaha      Fashion 
Diniyyah   berupa     peninjauan    atas rekomendasi      
hasil        pendampingan      tahun sebelumnya, antara   
lain   rencana  produk  baru, target      produksi,      dan     
rencana     pemasaran/ penguatan  branding 

Á Program pendampingan terakit pencatatan laporan 

keuangan dan pemberian bantuan berupa sarana 

produksi untuk mendirikan unit usaha pengolahan 

air minum isi ulang, laundry, barbershop dan jasa 

fotocopy di Pesantren Modern Al Kautsar, 

Kabupaten 50 Kota.  

Á Pada tahun 2020 melakukan penjajakan dalam 
rangka memperluas Kerjasama pengembangan 
kemandirian ekonomi (catering) kepada Pondok 
Pesantren Waqaf Ar Risalah, Kota Padang dan 
Pondok Pesantren Sumatra Thawalib Parabek, 
Kabupaten Agam 

 
Sektor Keuangan Syariah 

 
Program Otoritas Jasa Keuangan (Provinsi) 

 
Sub-sektor Detil Program 

Perbankan Syariah Á Mendukung perkembangan Perbankan Syariah melalui pemberian izin 
pembukaan kantor cabang Syariah Bukit Tinggi dan kantor cabang Syariah Batu 
Sangkar PT BPD Sumatera Barat serta Kantor cabang Pembantu Syariah Bukit 
Tinggi PT Bank Tabungan Negara 

Á Melakukan Langkah strategis untuk memperluas market share perbankan Syariah 
serta memberikan edukasi pemahaman terhadap Perbankan Syariah kepada 
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Sub-sektor Detil Program 
Perbankan Konvensional terutama BPR di wilayah Sumatera, sehingga atas hal 
tersebut BPR berinisiatif melakukan konversi menjadi BPRS 

Á Menyelenggarakan event-event terkait sosialisasi yang diadakan bersama-sama 
dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Barat misalnya dialog 
tǳōƭƛƪ 9ƪƻƴƻƳƛ {ȅŀǊƛŀƘ άtŜƴƎŜƳōŀƴƎŀƴ tƻǘŜnsi Ekonomi dan Keuangan Syariah 
Řƛ tǊƻǾƛƴǎƛ {ǳƳŀǘŜǊŀ .ŀǊŀǘέ Řŀƴ άhǇǘƛƳŀƭƛǎŀǎƛ tŜǊŀƴ tŜƳŜrintah dalam 
ƳŜƴŘǳƪǳƴƎ YƻƴǾŜǊǎƛ .ŀƴƪ bŀƎŀǊƛέ  

Á Memperluas Pengembangan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan 
cara: 
a. Mendorong Pengembangan Industri Halal Unggulan di Indonesia serta turut 

serta dalam FGD yang membahas pariwisata ramah Muslim di Sumatera 
Barat 

b. Mendorong lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan skala usaha dan 
adopsi teknologi 

c. Memperkuat  sinergi  antara  pelaku industri  halal dengan  industri jasa  
keuangan dan stakeholder terkait lainnya 

d. Mendorong  dan  memfasilitasi  proses konversi  BPR Konvensional di 
Provinsi  Sumatera  Barat  menjadi  BPR  Syariah,  antara  lain  PT BPR Sungai  
Puar  dan PT  BPR Jam  Gadang  yang saat  ini  sedang dalam  proses konversi  
serta   PT  BPR  Khatulistiwa   Bonjol  yang saat ini telah mengajukan 
permohonan  konversi. 

e. Mendorong    BPRS    di   Sumatera    Barat    untuk    melaksanakan 
operasional   berbasis   Teknologi    Sistem    Informasi.    Sehingga nasabah   
dapat   merasakan   kenyamanan   yang   sama    dalam pelayanan  baik  
operasional  dan  jasa  teknologi   dengan   bank konvensional yang telah 
terlebih dahulu  menggunakan  IT sebagai basis operasionalnya. 

f. Bekerja  sama  dengan  pemerintah  daerah,  Asbisindo, MUI,  MES, media  
massa, serta  elemen  terkait  untuk  meningkatkan  literasi masyarakat   
dengan   melakukan   sosialisasi   terkait   perbankan syariah   dan   ekonomi   
syariah.   Sehingga,    diharapkan   dapat meningkatkan   transaksi   syariah   
di    masyarakat   baik   melalui perbankan   syariah   maupun   lembaga   jasa   
keuangan   Syariah lainnya. 
 

Bank Pembangunan 
Daerah 

Á Program pengawasan yang dilakukan OJK Provinsi Sumatera Barat terhadap PT. 
BPD Sumbar yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai salah satu alternatif 
bagi masyarakat dalam menyimpan dana maupun mendapatkan pembiayaan 
berdasarkan prinsip Syariah 

Á Mendorong para pemegang saham untuk melakukan penguatan terhadap UUS 
PT BPD Sumbar agar animo masyarakat Provinsi Sumatera Barat untuk dapat 
bertransaksi Syariah dapat difasilitasi oleh PT. BPD Sumatera Barat. 

Á Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Bank, Pemegang saham mengambil 
keputusan untuk melakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank 
Syariah untuk mengoptimalkan pelayanan Syariah dan penggunaan kantor di 
seluruh jaringan kantor PT. BPD Sumatera Barat. Sehingga OJK terus melakukan 
pendampingan dan memfasilitasi konsultasi dan diskusi proses proses serta 
kajian dan hal-hal yang perlu dilakukan oleh Bank agar konversi dapat berjalan 
dengan baik. 

Á OJK Provinsi Sumatera Barat juga turut mendorong dan mengawal 
pengembangan produk UUS PT BPD Sumbar dan saat ini telah mengajukan 
permohonan sebagai penyalur KUR Syariah yang sedang dalam proses 
persetujuan oleh pengawas dan telah dikoordinasikan dengan PIC Kemenko 
Perekonomian bahwa secara parallel sedang disiapkan Sistem Informasi.  
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Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi) 

 

Program Pengembangan Keuangan Syariah 
Á Meluncurkan sistem layanan pembayaran non-tunai melalui QRIS untuk pembayaran zakat, infak dan 

sedekah (ZIS) untuk masjid Raya Sumatera Barat dan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. Dimana sejauh ini 
telah ada sebanyak 10 mesjid dan 4 lembaga ZISWAF ynag menggunakan QRIS dalam penggalangan 
dana ZISWAF di Sumtaera Barat 
 
 

 

Sektor Keuangan Mikro Syariah 

 
Program Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat 

 
Program Pendampingan, Pengawasan, dan Pengembangan Koperasi Syariah (KSPPS) 

Program Institusi Keuangan Mikro Syariah 
Peningkatan Kualitas 
Kelembagaan 
Koperasi  

Á Pembinaan  kelembagaan koperasi 
Á Peningkatan  pelayanan izin  usaha simpan  pinjam  koperasi 
Á Pembenahan  koperasi yang tidak aktif 
Á Pembinaan dan pelaksanaan penilaian  kesehatan  Usaha simpan pinjam  koperasi 
Á Review penerapan dan sanksi  bagi koperasi 
Á Pembinaan,  pengawasan dan pemeriksaan  usaha  simpan  pinjam koperasi 
Á Pembinaan,  pengawasan dan pemeriksaan kelembagaankoperasi 
Á Pelatihan -pelatihan  bagi Koperasi Syariah 
 

Peningkatan dan 
Pengembangan Daya 
Saing Koperasi  

Á Peningkatan peran usaha simpan pinjam koperasi pola syariah 
Á Bimbingan Teknis Peninqkatan Permodalan 
Á Pelatihan dan Uji Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS dan USPPS 

Koperasi 
Á Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi pengelola KSP/KSPPS melalui SKKNI 
Á Pelatihan SOM dan SOP KSPPS dan USPPS Koperasi 
Á Klinik Syariah sebagai wadah konsultasi bagi KSPPS dan USPPS Koperasi di PLUT 

KUKM Dungan 5 Tim Konsultansi KSPPS dan USPPS Koperasi (Bidang Syariah 
Muammalah, IT dan Akuntansi Syariah). 

Á Melakukan pendampingan bagi koperasi Syariah dalam Penerapan akuntansi 
keuangan syariah dan Penerapan pelaksanaan akad (sedang mengusahakan proses 
aplikasi akuntansi keuangan   syariah   berbasis IT yang seragam) 

Á Uji petik pengawasan KSPPS dan USPPS Koperasi sebanyak 23 Koperasi 
 

 

Program Otoritas Jasa Keuangan (Provinsi) 
 
Program Pendampingan, Pengawasan, dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah 
(LKMS) 

Á Kegiatan Kantor OJK Provinsi  Sumatera  Barat 
tahun  2019: 
ü Melakukan pendampingan dan sosialisasi 
ü Melakukan pemeriksaan on-site ke LMKS 

 
Á Rencana kegiatan Kantor OJK Provinsi Sumatera 

Barat tahun 2020: 
ü Melakukan pendampingan dan sosialisasi 
ü Melakukan pemeriksaan on site ke LKMS 

Á Pelatihan diberikan tanggal 26 s.d 28 
Agustus 2019 di Kota Padang dengan topik 
prinsip dasar kredit/pembiayaan yaitu 
Pengembangan UMKM, Ketentuan terkait 
LKM dan Laporan Keuangan LKM  
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Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) 

 
Program BAZNAS Provinsi Sumatera Barat 

 

Kategori Program ZIS dan Alokasi BAZNAS Provinsi Sumatera Barat 

Kategori 
Nama Program 

 
Jumlah Penerima Manfaat 

(jiwa) 
Besar Alokasi Penyaluran 

(Rp) 
Sosial Kemanusiaan Sosial 4.333 4.218.081.000 
Pendidikan Pendidikan 1.050 5.925.804.901 
Kesehatan Kesehatan 140 663.163.000 
Pemberdayaan 
Ekonomi 

Ekonomi 
 

2.800 1.435.860.000 

Dakwah Dakwah & Advokasi
  

350 138.110.000 
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Gambaran 
Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah 

 
 
 
 

Sektor Industri Halal 

 

Nilai Ekspor Provinsi Sumatera Barat 
Sektor Jumlah Ekspor tahun 2018  

(USD) 
% Dibandingkan dengan Total Ekspor Non-Migas 

(tahun 2018) 
Makanan dan Minuman 8,509.20 0.53% 

 

Jumlah Usaha/Merk dengan Sertifikat Halal pada Sektor Makanan dan Minuman (Mamin)  

  Sumber: Daftar Belanja Produk Halal LPPOM MUI hingga periode Maret-April-Mei 2019 

 

Kontribusi Sektor Mamin terhadap Perekonomian Provinsi Sumatera Barat 
 2019 2018 2017 2016 2015 

PDRB (Milliar Rupiah)      

Mamin olahan 9,516.59 10,392.15 9,797.42 9,346.02 8,393.93 

Mamin olahan, Base = 2010 7,584.88 8,106,40 - - - 

Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb) 2,620.07 2,346,38 2,112.02 1,868.35 1,615.87 

Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), 
Base = 2010 

1,514.47 1,400.13 - - - 

      

Pertumbuhan PDRB (%)      

Mamin olahan, Base = 2010 -6.38 6.06 - - - 

Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), 
Base = 2010 

8.17 8.23 - - - 

 
 
 
 

     

Sektor Usaha (Tahun 2018)      Sektor Usaha (Tahun 2019)  

Roti 29 Roti 29 

Katering dan Restoran 6 Katering dan Restoran 12 

Tepung, Kanji, and produk turunan/olahan 2 Tepung, Kanji, and produk turunan/olahan 3 

Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung 1 Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung 1 

Susu dan produk olahan/turunan susu 0 Susu dan produk olahan/turunan susu 0 

Makanan olahan, daging dan unggas 24 Makanan olahan, daging dan unggas 24 

Makanan olahan ikan 12 Makanan olahan ikan 12 

Makanan olahan telur 1 Makanan olahan telur 1 

Makanan ringan 1 Makanan ringan 42 

Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ 
pelengkap 

42 Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ 
pelengkap 

2 

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 10 Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 10 

Semua Usaha Tersertifikasi Halal 129 Semua Usaha Tersertifikasi Halal 136 
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Kontribusi pada PDRB (%)      

Mamin olahan 3.86 4.51 - - - 

Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb) 1.06 1.02 - - - 

 

Total Produksi Daging Daerah (Tahun 2018) 
Populasi Ternak Produksi Daging Ternak (ton) 

Sapi Potong 401,094 Sapi 2,0298.94 

Sapi Perah 712 Sapi Impor Belum ada 

Kerbau 78,038 Kerbau 2,225.71 

Kuda 1,668 Kuda 6.77 

Kambing 250,557 Kambing 825.1 

Domba 5,572 Domba 34.71 

    

Populasi Unggas  Produksi Daging Unggas (ton)  

Ayam Kampung 3,974,889 Ayam Kampung 4,870.13 

Ayam Petelur 11,236,623 Ayam Petelur 7,811.27 

Ayam Broiler 65,436,217 Ayam Broiler 71,105.60 

Bebek 1,101,263 Bebek 647.58 

   

Skor Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Tahun 2018 Provinsi Sumatera Barat 
Access 57 

Communication 55 

Environment 73 

Services 52 

IMTI score 59 

 
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Provinsi Sumatera Barat 

 2018 2017 2016 2015 2014 

PDRB (Milliar Rupiah)      

Jasa akomodasi 800 723 662 584 499 

Jasa akomodasi, Base = 2010 433 400 378 352 335 

      

Pertumbuhan PDRB (%)      

Jasa akomodasi, Base = 2010 8.25 5.82 7.39 5.07 6.01 

      

Kontribusi pada PDRB (%)      

Jasa akomodasi 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 
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Rating untuk Pariwisata Ramah Muslim di Provinsi Sumatera Barat 
Skor Aspek   Skor Aspek   

Skor Akses Udara  5 Skor Lingkungan Kedatangan Turis Muslim 5 

 Kereta  3  Jangkauan Wi-Fi                                         
4 

 Laut  4  Komitmen terhadap  2 

 Infrastruktur Jalan  4  Pariwisata ramah Muslim  

Skor Komunikasi Panduan Pelancong 
Muslim 

3 Skor Jasa Restoran Halal 5 

 Edukasi Pemangku 
Kepentingan 

3  Masjid  5 

 Jangkauan Pasar 5  Bandara  5 

 Pemandu Tur  5  Hotel  4 

 Pemasaran Digital  5  Atraksi  5 

    Skor Total   72 

    Rata-rata Skor   4,24 

NB: data lengkap bisa didapatkan di dalam Laporan Perkembangan Pariwisata ramah Muslim Daerah 2019-2020 
 
Indikator Pariwisata Ramah Muslim Provinsi Sumatera Barat 
Indikator Skor/Nilai Keterangan 

Akses Cukup baik Terdapat akses udaral, akses laut dan 

kondisi jalan yang baik, tapi belum memiliki 

akses/jalur kereta api 

Akses Udara Baik Terdapat bandara internasional dan 

domestik 
 

Bandara International 1 
 

 
Bandara Domestik 2  

Akses Kereta - Belum memiliki akses/jalur kereta api 

 
    

Akses Laut Baik Terdapat pelabuhan 
 

Terminal Kapal Pesiar  1  
 

Infrastruktur Jalan Baik Mayoritas Kondisi jalan dalam kondisi baik  
 

Jalan Nasional/Negara 934.55 km 
 

Jalan Provinsi 1,484.44 km km 
 

Komunikasi Baik Memiliki panduan pengunjung, edukasi 

pemangku kepentingan, kegiatan 

pendukung jangkauan pasar, pemandu 

pelancong, dan melakukan pemasaran 

digital  

Panduan bagi Pelancong Muslim Ada Hanya terdapat buku panduan dalam 

Bahasa Inggris 
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Indikator Skor/Nilai Keterangan 
 

Eksemplar Bahasa Inggris Ada Tidak terinfo berapa jumlah jenis eksemplar 
 

Eksemplar Bahasa Arab - 
 

Edukasi Pemangku Kepentingan Cukup Baik Terdapat workshop pariwisata ramah 

Muslim 
 

Workshop 2 
 

Jangkauan Pasar Baik Terdapat beberapa kegiatan terkait 

pariwisata ramah Muslim, terutama festival 

ramah  

Muslim  
 

Konferensi/Event/Expo 2 
 

 
Kegiatan B2B 6 

 

 
Festival Ramah Muslim 4 Minangkabau Fashion Festival. Nusantara 

Marandang, Sumarak Syawal, Festival 

Tabuik 
 

Pameran 3 Minangkabau Fashion Festival. Nusantara 

Marandang, Sumarak Syawal, Festival 

Tabuik 

Pemandu Tur Cukup Baik Terdapat pemandu tur yang menguasai 

Bahasa Arab dan Bahasa Inggris 
 

Bahasa Arab 5 
 

 
Bahasa Inggris 350 

 

Digital Marketing Baik Terdapat beberapa platform digital 

marketing lainnya 
 

Apps 2 Google apps 
 

Website - Web promosi wisata ramah Muslim 
 

Media Sosial Ada Google plus,Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube 

Lingkungan Baik Banyak wisatawan yang datang ke 

Sumatera barat. Cakupan jaringan wifi-nya 

juga bagus. Sumatera Barat memiliki 

komitmen untuk mengembangan 

pariwisata ramah Muslim 

Kedatangan Turis Baik Terdapat wisatawan domestik dan 

mancanegara, namun turis mancanegara 

relatif lebih sedikit 
 

Wisatawan Domestik 8,073,070 
 

 
Wisatawan Mancanegara 57,638 74% nya Wisatawan Muslim 
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Indikator Skor/Nilai Keterangan 

Jangkauan Wifi  Baik Wi-fi di area bandara sangat memadai dan 

memiliki akses di semua lini 

Komitmen terhadap Halal Tourism Baik setiap pemangku kepentingan industri 

pariwisata harus menyiapkan fasilitas dan 

sarana pariwisata ramah Muslim 

Jasa Baik Sebagian besar kebutuhan industri 

pariwisata ramah Muslim dan hal-hal yang 

fundamental seperti restoran halal, masjid, 

bandara, hotel, dan atraksi sudah dimiliki 

dengan kualitas yang baik 

Restoran Halal  Baik Restoran dan outlet bersertifikasi halal 

sudah banyak walaupun masih ada yang 

self-claimed 
 

Restoran bersertifikat halal 20 
 

 
Outlet bersertifikat halal 57 

 

 
Restoran/ Rumah makan halal (Self-claimed) 1,300 

 

Masjid Baik Terdapat banyak masjid dan mushala 
 

Masjid 2,233 
 

 
Mushala 52 Biasanya terdapat di Destinasi Daya Tarik 

Wisata Unggulan 

Bandara Baik 
 

 
Mushala 4 3 mushalla di area transit, 1 Mushala pada 

area umum 
 

Tempat Wudhu 6 3 di area transit, 3 di area umum 
 

Shalat Jumat Ada 
 

Hotel Baik Sudah ada hotel dengan dapur bersertifikat 

halal dan hotel yang tidak menyediakan 

menu babi dan alkohol 
 

Hotel Syariah 28 Hotel Syariah 
 

Hotel dengan dapur bersertifikat halal 8 Hotel dengan dapur bersertifikat halal 
 

Hotel yang tidak menyediakan menu babi 379 Hotel yang tidak menyediakan menu babi 

Atraksi Baik banyak destinasi dengan akses mudah dan 

restoran bersertifikasi halal, dilengkapi 

dengan toilet dan mushalla yang bersih. 
 

Situs budaya islami 21 
 

 
Daya tarik wisata budaya 67  

 
Daya tarik lokal 122  
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Indikator Skor/Nilai Keterangan 

 Lainnya  Ada Pusat perbelanjaan dengan mushala/masjid 

yang layak (7 di Padang, 1 di Bukittinggi, 1 di 

Payakumbuh, 1 di olok, 1 di Dharmasraya, 1 

di Pariaman) 

    

Sektor Keuangan Syariah 

 

Indeks Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sumatera Barat 
Indeks Tahun 2016 Tahun 2019 

Indeks literasi keuangan Syariah (OJK) 11.6% 17.28% 
Indeks inklusi keuangan Syariah (OJK) 7.3% 22.25% 
Indeks literasi ekonomi Syariah (BI) - 14.3% 

 

Profil keuangan Bank BPD Sumatera Barat- UUS (dalam Miliar Rupiah) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Total aset gross 1,275 1,341 1,379 1,456 1,735 

Total pembiayaan 1,233 1,292 1,326 1,392 1,510 

Total DPK 612 936 1,032 1,145 1,542 

Total FDR 201.34% 138.11% 128.53% 121.61% 98.57% 

Total NPF 2.36% 2.33% 2.38% 2.28% 2.13% 

 

Profil Industri Perbankan Syariah (BUS) di Sumatera Barat (dalam Miliar Rupiah) 
 2018 2019 

Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah   

Modal kerja (UMKM)  586.74   582.21  

Modal kerja (bukan UMKM)  45.20   84.28  

Investasi (UMKM)  314.77   299.38  

Investasi (bukan UMKM)  93.26   127.73  

Konsumsi  1,455.85   1,753.27  

NPF berdasarkan tipe nasabah   

Modal kerja (UMKM)  47.09   45.50  

Modal kerja (bukan UMKM)  0.88   2.06  

Investasi (UMKM)  22.04   23.85  

Investasi (bukan UMKM)  2.43   0.53  

Konsumsi  34.80   24.09  

Total   

Total aset gross  5,288   6,497  

Total pembiayaan  3,935   4,625  

Total DPK  4,125   5,335  

Total FDR 95% 86.69% 

Total NPF 4.3% 3.4% 
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Profil industri perbankan Syariah (UUS) di Sumatera Barat (dalam Miliar Rupiah) 
 2018 2019 

Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah   

Modal kerja (UMKM)  1,445   1,222  

Modal kerja (bukan UMKM)  166   258  

Investasi (UMKM)  241   303  

Investasi (bukan UMKM)  846   709  

Konsumsi  2,708   2,984  

NPF berdasarkan tipe nasabah   

Modal kerja (UMKM)  160   274  

Investasi (UMKM)  46   22  

Investasi (bukan UMKM)  10   212  

Konsumsi  84   110  

Total   

Total aset gross  8,074   9,037  

Total pembiayaan  5,404   5,475  

Total DPK  6,412   7,298  

Total FDR 84.29% 75.01% 

Total NPF  300   618  

 

Sektor Keuangan Mikro Syariah 

 

Jumlah LKMS dan BWM yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari OJK 
IKMS Tahun 2018 Tahun 2019 

Jumlah yang mendapat program 
pendampingan OJK 

1 2 

 
Jumlah yang mendapat program 
pengawasan OJK 

 
1 

 
2 

 
Profil Fundamental LKMS dan BWM di Bawah Pengawasan OJK 

LKMS dan BWM Tahun 2018 Tahun 2019 
Jumlah IKMS yang berada di wilayah daerah 1 2 
Jumlah anggota IKMS 213 601 

   
Jumlah pegawai IKMS 4 8 

Jumlah pegawai yang mempunyai sertifikasi 
pengelola KSPPS (IKMS) 

- - 

Modal sendiri (dalam ribu rupiah) 4.2 Juta 4.6 Juta 

Jumlah modal luar/pinjaman - - 

Jumah cadangan koperasi/permodalan (dalam ribu 
rupiah) 

- 86,3 

Volume usaha (dalam ribu rupiah) 438,000 412,414 

Sisa Hasil Usaha/SHU (dalam ribu rupiah) 1,9 72,9 
Total aset (dalam ribu rupiah) 4.2 Juta 5.1 Juta 
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LKMS dan BWM Tahun 2018 Tahun 2019 

Rata-rata pembiayaan IKMS di Wilayah Kerja 0 < n <= 5 jt  
100% 

  
1,25 jt < n <= 10 jt  

0% 
 

10 jt < n <= 20 jt  
0% 

 
20 jt < n <= 50 jt  

0% 
  

> 50 jt  
 0% 

0 < n <= 5 jt  
100% 

  
1,25 jt < n <= 10 jt  

0% 
 

10 jt < n <= 20 jt  
0% 

 
20 jt < n <= 50 jt  

0% 
  

> 50 jt  
 0% 

 

Tingkat kesehatan Sehat: 1 
 

Sehat: 2 
 

 

Jumlah IKMS yang  Mendapatkan   Program    Pendampingan    dan Pengawasan dari 
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  

IKMS (KSPPS/USPPS-Koperasi) Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Jumlah IKMS yang mendapat 

pendampingan 

 

 

50 56  108 

 

 

 
Jumlah IKMS yang diawasi oleh Dinas 

(pengawasan yang dimaksud adalah eek 

laporan  RAT,  kunjungan  ke IKMS, dsb.) 

   

   

45 10  32  

 
Profil Fundamental IKMS yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari 
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

 
IKMS (KSPPS/USPPS,BMT,  

Kopontren, dll)  

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Jumlah IKMS yang berada di wilayah 
kerja 

204 207 225 

Jumlah Anggota IKMS 30,556 30,748 35,279 

Jumlah Pegawai yang mempunyai 
sertifikasi pengelola KSPPS (IKMS) 

- - 41 

Modal sendiri (dalam ribu Rupiah) 77.6 Juta 121.4 Juta 307.2 Juta 

Modal luar/pinjaman (dalam ribu 
Rupiah) 

79 Juta 109.3 Juta 175.7 Juta 

Volume usaha (dalam ribu Rupiah) 176. 7 Juta 390.2 Juta 453.2 Juta 

Sisa Hasil Usaha/SHU (dalam ribu 
Rupiah) 

5.9 Juta 30.9 Juta 36.2 Juta 

Total aset (dalam ribu Rupiah) 156.7 Juta 230.7 Juta 296.6 Juta 

Tingkat kesehatan IKMS/Koperasi Sehat: 3 
Cukup Sehat: 0 

Sehat: 1 
Cukup Sehat: 0 

Sehat: 4 
Cukup Sehat: 0 

 Dalam pengawasan: 1 Dalam pengawasan: 
0 

Dalam pengawasan: 1 

 Dalam pengawasan 
khusus: 0 

Dalam pengawasan 
khusus: 0 

Dalam pengawasan 
khusus:  
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Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) 

 

Daftar BAZNAS aktif dan LAZ aktif (Rekomendasi BAZNAS) 
 
 

 
19 Baznas aktif & 1 LAZ aktif 

(Rekomendasi BAZNAS)  
 

Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, 
Kabupaten Kep. Mentawai, Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung, 
Kabupaten Tanah Datar, KAbupaten Pesisir Selatan, KAbupaten Pasaman, 
KAbupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmas Raya, Kabupaten Solok 
Selatan, Kota Padang, Kota Sawah Lunto, Kota Payakumbuh, Kota Padang 
Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kota Solok, Kota Pariaman dan Perkumpulan LAZ 
Ar Risalah Charity.  

 

Jumlah Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah (Rp) 
Jenis Dana Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Penghimpunan Zakat    
Á Zakat Fitrah  Belum ada Belum ada 3.290.000 
Á Zakat Maal/Harta  

 
7.639.425.961 12.805.478.981 19.623.930.980 

Penghimpunan Infak     
Á Infak Bebas - 9.860.000 28.097.942 
Á Infak Terikat (termasuk CSR dan 

kurban) 
- - 206.000.000 

 

Jumlah Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (Rp) 

Jenis Dana Tahun 2018 Tahun 2019 

Penyaluran Zakat  7.418.607.000 3.210.000 

Penyaluran Infak  8.000.000 - 

 

Besar Alokasi Penyaluran Zakat, Infak, Infak Terikat, Dana Sosial Keagamaan Lainnya 

Bidang Program 
Tahun 2017 

(Rp) 
Tahun 2018 

(Rp) 
Tahun 2019 

(Rp) 
Sosial Kemanusiaan 2,786,159,200 3,531,448,000 4,218,081,000 
Pendidikan 2,874,361,000 1,876,927,000 5,925,804,901 
Kesehatan 549,783,000 340,482,000 663,163,000 
Pemberdayaan Ekonomi 1,608,000,000 1,512,900,000 1,435,860,000 
Dakwah 271,285,000 156,850,000 138,110,000 

 
Program Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah di Provinsi Sumatera Barat 

No Kategori Nama Program 
Jumlah Penerima 
Manfaat (Jiwa) 

Besar Alokasi 
Penyaluran (Rp) 

1 Sosial Kemanusiaan Sosial 4,333 4,218,081,000 

2 Pendidikan Pendidikan 1,050 5,925,804,901 

3 Kesehatan Kesehatan 140 663,163,000 

4 Pemberdayaan Ekonomi Ekonomi 2,800 1,435,860,000 

5 Dakwah Dakwah dan 
Advokasi 

350 138,110,000 
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Indeks Zakat Nasional (IZN) Sumatera Barat 
 2018 2019 

Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Makro)   

Regulasi 0,25 1,00 

Dukungan Finansial dari Pemerintah (APBN/APBD) untuk BAZNAS 0 0,23 

Jumlah Resmi Lembaga Zakat/OPZ, muzakki, and mustahik  0,75 0,81 

Rasio, Jumlah muzakki individual/jumlah rumah tangga di level Provinsi 0 0,44 

Rasio, Jumlah dari muzakki institusi/jumlah institusi di level Provinsi 0,25 0,06 

Database dari institusi/lembaga zakat yang terdaftar 0,33 0,44 

Total Indeks Makro 0,18 0,53 

   

Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Mikro)   

Penghimpunan 0 0,38 

Pengelolaan 0,5 0,65 

Penyaluran 0,81 0,80 

Pelaporan 0,75 0,63 

Indeks Kesejahteraan CIBEST 1 0,90 

Modifikasi Indeks Pengembangan Manusia (HDI) 0,5 0,44 

Kemandirian 0,5 0,52 

Institutional 0,49 0,61 

Dampak Zakat 0,7 0,64 

Total Indeks Mikro 0,62 0,62 

 

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Zakat Provinsi Sumatera Barat 
 2020 

Indeks Literasi Zakat 65.94 

Indeks Pemahaman Dasar tentang Zakat 52.84 

Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Zakat 72.99 

 
Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Wakaf Provinsi Sumatera Barat 

 2020 

Indeks Literasi Wakaf 54.95 

Indeks Pemahaman Dasar tentang Wakaf 60.92 

Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Wakaf  43.85 

 

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren 

 

Jumlah Pesantren dengan usaha-usaha Syariah 
 

4 Pondok Pesantren 
 

 
8 Usaha-usaha Syariah (detil di Lampiran) 

 

 
 
 
 
 



 

 87 

Sektor Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Syariah 

 

Perguruan Tinggi yang menyediakan Program Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah terkait 
Jenjang Jumlah 

Universitas 

tahun 2019 

Program Studi tahun 2019 2018 2019 

Nama Program studi Jml. 

Program 

Studi 

Jml.  

Dosen 

Jml. 

Mahasiswa 

Jml.  

Dosen 

Jml. 

Mahasiswa 

Sarjana 9 Akuntansi Syariah 2 8 616 8 563 

Ekonomi Syariah 8 44 5655 44 3450 

Hukum Ekonomi 

Syariah 

4 23 1796 23 673 

Hukum Bisnis Syariah 3 14 1077 14 995 

Manajemen Bisnis 

Syariah 

1 6 214 6 222 

Manajemen Keuangan 

Syariah 

1 6 54 6 33 

Manajemen Zakat dan 

Wakaf 

2 14 265 14 239 

Perbankan Syariah 6 37 5682 37 2608 

Zakat dan Wakaf 1 Belum 

ada 

Belum 

ada 

Belum 

ada 

Belum ada 

Magister 4 Ekonomi Syariah 4 16 213 16 104 

Hukum Ekonomi 

Syariah 

1 6 38 6 21 

Doktoral -       

      

 
Akreditasi Perguruan Tinggi Dan Program Studi Ekonomi Syariah Terkait 

Akreditasi  

Akreditasi Perguruan Tinggi Akreditasi Program Studi 

S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Akreditasi A - - - 2 - - 

Akreditasi B 5 4 - 12 3 - 

Akreditasi C Belum ada - - 3 - - 

Belum Terakreditasi 4 - - 11 2 - 
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Peluang Investasi Daerah 
untuk Industri Keuangan Syariah  

 
 
 
 
No. Nama Proyek Investasi Stakeholders Sektor Tahapan Proyek 

Investasi 
Nilai Perkiraan 

Investasi  
(dalam Rupiah) 

1 Industri  Minyak Nilam Pemprov Sumbar Industri Dokumen Perencanaan 26.6 Miliar 
2 KEK Mandeh Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaan 687.7 Miliar 
3 Objek Wisata  Pantai 

Aie Manih 
Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaan 168 Miliar 

4 PLT Biagas Pemprov Sumbar Energi Dokumen Perencanaan 37.2 Miliar 
5 Pulau Tangah Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaan 26.7 Miliar 
6 The White King Fantasi Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaan 93.3 Miliar 
7 Pengelolaan Pabrik 

Cokelat 
Pemprov Sumbar Industri Dokumen Perencanaan 7.4 Miliar 

8 Panorama Ampangan Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaan 217 Miliar 
9 Pengembangan Objek 

Wisata Sungai Batang 
Agam 

Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaan 10 Miliar 

10 Sarasah Aja Batimpo Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaan 6.6 Miliar 
11 Planetarium Equator 

Bonjol 
Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaan 17.5 Miliar 

12 Pengembangan Kawasan 
Wisata Lembah Harau 

Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaan 406.3 Miliar 

13 Kereta Gantung Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaan 131.4 Miliar 
14 Pembangunan Dermaga 

Wisata Muara Anai 
Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaan 71.2 Miliar 

15 Pembangunan Pabrik 
Pakan Ikan 

Pemprov Sumbar Industri Dokumen Perencanaan 2.8 Miliar 

16 Pengembangan Kawasan 
Wisata Danau Kembar 
(Pembangunan Rest 
Area) 

Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaan 9.3 Miliar 

17 Pengembangan Kawasan 
Wisata Danau Kembar 
(dermaga) 

Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaan 20.5 Miliar 

18 Pengembangan Kawasan 
Wisata Danau Kembar 
(panorama) 

Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaan 4.1 Miliar 

19 Pengembangan 
Hotel/Cottage & Food 
Court 

Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaan 15.5 Miliar 
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Praktik Terbaik dan Studi Kasus Unik 
Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah  

Provinsi Sumatera Barat 
 
 
 
 
 
 

 

Praktik Unik Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren 

Modern Al Kautsar Lima Puluh Kota dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan  

 

Dr. Rozalinda, M.Ag 9 

 

 

Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang operasionalnya tunduk 
kepada Undang-Undang No. 1 Tahn 2013 Tentang Lembaga Keuanganu Mikro, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No. 61/ POJK.05/2015 Tentang Perizinan dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro  dan standar operasional 
prosedur yang telah ditetapkan oleh PINBUK. Secara kelembagaan BWM berbadan hukum koperasi. Lembaga ini 
mendapat izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keberadaan BWM merupakan komitmen  
pemerintah untuk terus memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat 
menengah dan kecil. BWM didirikan untuk memberikan solusi bagi masyarakat di lingkungan pondok pesantren 
yang kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan. 

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Sistem operasional seluruh BWM yang ada di seluruh 
Indonesia semuanya sama karena tunduk pada peraturan yang sama, disiapkan dan dilatih serta diawasi oleh 
lembaga yang sama. Lembaga ini mempunyai program pemberdayaan masyarakat di lingkungan pondok 
pesantren. Fungsi lembaga dalam hal ini adalah menyalurkan dana pembiayaan kepada masyarakat miskin 
produktif khususnya di sekitar pesantren.  

Dekatnya hubungan Pondok Pesantren Modern Al Kautsar dengan masyarakat sekitarnya menjadi dasar 
bagi pemerintah  menjadikan pesantren ini sebagai lembaga pengelola BWM. PPM Al Kautsar  dipandang  
mempunyai potensi sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menyalurkan pembiayaan kepada 
para pelaku usaha mikro, di samping tugas utamanya  sebagai lembaga pendidikan Islam. Keterlibatan  pesantren 
ini secara aktif dalam pemberdayaan masyarakat di Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat 
merupakan wujud dari komitmen pesantren terhadap masyarakat sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pondok pesantren itu sendiri. 

Dalam menjalankan bisnisnya, LKMS Bank Wakaf Mikro PPM Al Kautsar mendapatkan suntikan dana awal 
LAZNAS BSM sebesar Rp250.000,00 yang digunakan untuk biaya pengadaan sarana dan prasarana kantor. 
Kemudian, mendapatkan suntikan dana lagi sebesar Rp4.000.000.000,- yang digunakan untuk menjalankan 
kegiatan BWM. Dana Rp4.000.000.000,-  tersebut tidak semuanya digunakan untuk kegiatan BWM, 

 
9 Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang 
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Rp3.000.000.000,00.- diinvestasikan dalam bentuk deposito mudharabah di BSM sebagai dana abadi. (Bagi hasil 
yang diterima digunakan untuk biaya operasional Bank wakaf mikro seperti gaji, biaya listrik ATK dan sebagainya).   
Sementara itu,  Rp1.000.000.000,00.- digunakan untuk disalurkan dalam bentuk  pembiayaan kepada masyarakat. 
Dana sebesar Rp1.000.000.000,00.-ini  dipecah menjadi Rp100.000.000,00.- sebagai dana likuid pembiayaan. 
Sedangkan Rp900.000.000,00.- disimpan dalam bentuk bilyet deposito yang dapat diambil apabila 
Rp100.000.000,00.- pertama telah tersalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sembilan bilyet 
deposito  dapat dicairkan Rp100.000.000,00.- berikutnya ketika pembiayaan putaran pertama telah meningkat 
dari 1 juta ke pembiayaan 1,5 juta atau 2 juta.   

Barat. LKMS BWM Al Kautsar merupakan BWM  pertama yang berdiri di Sumatera. BWM ini didirikan oleh 
20 orang pendiri yang berada dalam lingkungan Pondok Pesantren Muhammadiyah (PPM) PM Al-Kautsar. BWM 
Al Kautsar masuk ke dalam pembentukan BWM tahap ke 3 dari 10 BWM yang dibentuk pada tahun 2018.  Secara 
resmi BWM Al Kautsar dibentuk pada tanggal 27 April 2018. Lembaga keuangan ini memperoleh pengesahan 
badan hukum koperasi dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tanggal 3 Mei 2018 dengan 
nomor BH 008304/BH/M.KUKM.2/V/2018. Kemudian, memperoleh  izin usaha LKMS dari Otoritas Jasa keuangan  
pada tanggal 3 Mei 2018 dengan nomor KEP-61/KO.052/2018. LKMS yang diresmikan  pada tanggal 8 Juni 2018 
ini  ini telah memiliki nasabah lebih dari 415 orang yang terdiri dari 3 HALMI (Halaqah Mingguan)  23 KUMPI 
(Kumpulan Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia). Model Pemberdayaan BWM Al-Kautsar dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BWM Al-Kautsar memiliki karakteristik unik yang menjadikan lembaga ini menjadi role model 
pemberdayaan masyarakat miskin produktif. BWM tidak diperkenankan menghimpun dan mengelola dana baik 
tabungan atau simpanan dari  masyarakat (non deposit taking), menyediakan pendampingan dan pembiayaan 
sesuai dengan prinsip syariah dengan  segmen pasar utama perempuan miskin potensial produktif sekitar 
pesantren. Ibu ibu  yang kurang mampu secara ekonomi, memiliki usaha kecil dan punya kemauan untuk 
mengembangkan usahanya  yang tinggal di sekitar pondok pesantren dengan radius 5 kilometer dari lokasi BWM, 
mempunyai komitmen untuk  mengikuti prosedur dan program  BWM. Penyaluran  pembiayaan pada LKMS ini 
menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng.  Para calon nasabah akan mendapat 
pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan.  Nasabah akan diberikan pendampingan secara 
berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama.  

 
1. Proses Pendampingan sebelum pencarian pembiayaan 

Dalam menyalurkan pembiayaan BWM  melakukan: Survey keadaan calon nasabah, kemudian malakukan 
Uji kelayakan. Indikator penilaian kelayakan calon nasabah  adalah: Indeks Rumah, Indeks Pendapatan, Indeks 
Asset dan Indeks Pemilikan Tanah. Calon anggota yang memenuhi kriteria harus mencari empat orang anggota 
untuk membentuk kumpulan sementara (calon kumpulan). Calon kumpulan ini yang dapat disetujui untuk 
mengikuti Pra Pelatihan Wajib Kelompok (Pra-PWK) dan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK).  

Pertemuan Pra Pelatihan Wajib Kelompok dilakukan memantapkan tekad dan minat untuk mengikuti 
program BWM dan membentuk Kelompok Usaha Mikro Pesantren Indonesia (KUMPI), memperkenalkan 
mekanisme penyaluran pembiayaan. KUMPI merupakan sarana perantara (chanelling) agar anggota 
mendapatkan modal pembiayaan dari BWM. Dalam satu KUMPI terdapat 5 (lima) orang nasabah.  

BWM melayani pembiayaan secara kelompok, dengan sistem pembiayaan tanggung renteng, untuk itu 
dibentuk KUMPI. Di BWM hanya kelompok yang berhak mendapatkan pinjaman dan menjamin bayaran kembali 
pinjaman anggota. KUMPI memberikan jaminan kepada lembaga bahwa mereka bertanggung jawab, dapat 
dipercaya dan sanggup membayar sekiranya ada yang telat membayar angsuran. Bila anggota menerima 
pinjaman, mereka juga sanggup membayar tabungan yang telah ditetapkan. Anggota KUMPI dapat saling 
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membantu, sumbang menyumbang dalam mengatasi tunggakan, mendorong agar setiap anggota mematuhi 
semua aturan terutama hadir dalam rapat kelompok dan disiplin membayar pinjaman setiap minggu.  

Selanjutnya peserta mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) suatu program yang diadakan oleh BWM 
untuk memberikan gambaran dan pengertian kepada para calon nasabah, tentang: Prinsip, tujuan dan 
kegunaannya dari modal usaha; Sistem dan prosedur pelaksanaannya; Hak, kewajiban dan tanggung jawab para 
anggota. Pelatihan wajib kelompok dilakukan selama 1 jam dalam waktu 5 hari berturut-berturut. Dalam pelatihan 
ini diberikan beberapa materi dengan terkait dengan lembaga, hak dan kewajiban anggota. Pengetahuan tentang 
mengelola keuangan.   

PWK wajib diikuti oleh semua calon nasabah Duduk pada saat pelatihan diurutkan berdasarkan 
kesepakatan kelompok, urutannya dibalik dari belakang orang yang paling membutuhkan duduk paling belakang 
begitu seterusnya. Orang yang duduk paling belakang mendapat pencairan pembiayaan terlebih dahulu. Orang 
yang menjadi ketua duduk paling depan. 

Sebelum pelatihan nasabah sudah diinstruksikan membawa uang Rp2.000,- setiap hari pelatihan. Pada hari 
pertama nasabah disuruh mengumpulkan uang Rp 2.000,-, supervisor mencatat nomor seri kemudian menitipkan 
kepada nasabah yang duduk paling belakang. Besoknya uang yang dititipkan ke peserta yang menerima amanah 
diminta untuk menyerahkan kepada supervisor untuk dicek nomor serinya apakah masih tetap atau sudah 
berubah. Apabila nomor seri uang Rp 2.000,- tersebut masih sama berarti nasabahnya amanah namun apabila 
nomor serinya telah berubah berarti nasabah tidak amanah. Pada saat ini supervisor akan menekankan 
pentingnya perilaku amanah pada setiap peserta. Diakhir pertemuan pada hari kedua supervisor melakukan 
pernainan yang sama yakni mengumpulkan uang Rp 2.000,-, mencatat nomor seri dan menitipkan kepada peserta 
yang duduk pada urut kedua dari belakang. Begitu seterusnya sampai pada peserta yang duduk paling depan.  

Setelah pelatihan wajib kelompok, peserta mengikuti Uji Pengesahan Kelompok (UPK) Semua calon 
nasabah diwajibkan mengikuti Ujian Pengesahan Kelompok (UPK). Ujian ini dilakukan pada hari kelima PWK oleh 
supervisor BWM. Anggota kelompok dinyatakan lulus selanjutnya dikukuhkan sebagai nasabah BWM. Penilaian 
untuk dilakukan UPK bukan hanya fokus pada hasil dari jawaban namun juga ada beberapa kategori seperti 
kedisiplinan, amanah.  Kedisiplinan dinilai pada waktu PWK selama 5 hari berturut-turut yang mengharuskan 
nasabah harus datang tepat waktu. Amanah dinilai dari penitipan uang Rp2.000,- kepada calon nasabah dengan 
secara bergantian selama 4 hari berturut-turut. Uang tersebut merupakan uang milik anggota kelompok 
kemudian dikumpulkan setiap hari oleh supervisor. superviosor menulis nomor kode uang.  Besoknya uang yang 
dititipkan diminta kembali oleh supervisor untuk diperiksa. Apabila nomor kode uang berubah berarti nasabah 
tidak amanah.  

 
2. Pendampingan pasca Pencairan Pembiayaan  

Pencairan pembiayaan dilakukan dalam 3 tahap menggunakan pola 2-2-1. Pola pencairan pembiayaan 2-
2-1 ini adalah model yang mengajarkan sikap kepedulian diurutkan berdasarkan siapa yang paling membutuhkan 
maka ia yang lebih dahulu mendapatkan pencairan pembiayaan. Minggu pertama Halaqah Mingguan (HALMI) 
dicairkan untuk 2  orang nasabah, kemudian HALMI  kedua dicairkan  untuk 2 orang  nasabah berukutnya  dan 
yang terakhir 1  orang  yaitu ketua pada halalaqah mingguan ketiga. Untuk pencairan tahap awal dari pihak BWM 
memberikan dana pembiayaan kepada nasabah sebesar Rp1.000.000 per orang.  

Model pemberdayaan yang diterapkan pada BWM adalah Halaqah Mingguan. HALMI dilakukan sekali 
seminggu selama 1 jam yang didampingi oleh supervisor BWM. Nasabah mendapatkan pendampingan dan 
pembinaan setiap minggu pada kegiatan halaqah mingguan. Pada halaqah mingguan ini nasabah mendapat 
pembinaan  mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga serta pengetahuan agama 
Islam. Setiap nasabah KUMPI mengangsur pinjaman setiap minggu pada saat pertemuan HALMI sampai lunas. Di 
samping itu, Nasabah harus memiliki tabungan tanggung renteng yang dikelola oleh ketua KUMPI (bukan BWM). 
Tabungan kelompok ini berfungsi sebagai jaminan kelompok apabila terjadi tunggakan angsuran dari nasabah. 
Jika terjadi kekurangan angsuran maka dilakukan mekanisme tanggung renteng dengan menggunakan  dana 
tanggung renteng kelompok. 

Kegiatan HALMI dilaksanakan secara rutin, wajib diikuti oleh setiap nasabah. HALMI dilakukan untuk 
membangun sikap dan rasa kebersamaan, komitmen, konsisten, dan disiplin. Di samping itu juga membangun 
sikap solidarits, tanggung jawab, dan kerjasama kelompok melalui sistem tanggung renteng dalam pembayaran 
cicilan pinjaman. HALMI merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada anggota KUMPI dan 
penyaluran dana pembiayaan  serta pembayaran angsuran, simpanan, dan setoran tabungan yang disesuaikan 
dengan kesepakatan kelompok. Uniknya tanggung renteng dalam pembiayaan di BWM merupakan suatu 
keharusan. Jika ada anggota kelompok yang tidak mampu membayar cicilannya pada minggu itu, maka seluruh 
anggota nasabah akan menanggung cicilan anggota kelompok yang tidak mampu membayar cicilan 
pembiayaannya. Sumber dana tanggung renteng diambilkan dari tabungan kelompok yang disetor anggota  
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kepada ketua KUMPI. Model tanggung renteng ini dalam istilah fiqh dikenal kafalah. Pada akad kafalah, orang 
yang tidak mampu membayar utang ditanggung oleh pihak lain untuk melunasi hutangnya.  

Pembiayaan yang dilakukan oleh BWM adalah model pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan 
miskin produktif berbasis kelompok. Walaupun pembiayaan itu diterima oleh masing masing nasabah untuk 
pengembangan usahanya, namun, setiap anggota kelompok bertanggung jawab terhadap pembayaran cicilan 
pada kelompok tersebut. Dengan pola tanggung renteng atau yang dikenal dengan kafalah dalam ekonomi 
syariah, masing masing anggota kelompok saling bertanggung jawab terhadap pembayaran cicilan pembiayaan. 
Bila salah seorang mengalami kesulitan dalam pembayaran cicilan pembiayaan maka anggota kelompok yang lain 
bertanggung jawab untuk membayarkan cicilan anggota yang bermasalah. Model seperti ini telah diterapkan oleh 
Muhammad Yunus dengan pola social entrepreneurship pada Grameen Bank pada tahun 1983 di Bangladesh. 

Bank Wakaf Mikro pada LKMS ini hanyalah sebuah nama,  lembaga ini bukan bank dalam arti yang 
sesungguhnya karena tidak berfungsi sebagai lembaga intermediary yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk 
pembiayaan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini juga bukan pula lembaga wakaf karena tidak mengelola asset 
wakaf serta tidak menerapkan prinsip prinsip wakaf.  Bila merujuk kepada Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 
Tentang Wakaf pelabelan bank wakaf mikro kepada LKMS ini tidak tepat. Namun, pelabelan ini bisa  diterima bila 
LKMS dapat menerapkan prinsip prinsip pengelolan wakaf. Dana Rp 4.000.000.000  yang diberikan kepada BWM 
harus diikrarkan sebagai wakaf oleh donaturnya yang bertindak sebagai wakif. Pengelolaannya dana ini harus 
menerapkan prinsip prinsip wakaf yakni terjaganya sustainability atau keabadian asset  wakaf. Dana wakaf dikelola 
secara produktif, biaya operasional lembaga diambil dari perolehan atau bagi hasil investasi wakaf. Sementara 
dana pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat harus terjaga keutuhannya, tidak boleh berkurang apalagi 
habis.. 



 

 93 

Wawancara 
Kepala Instansi Provinsi Sumatera Barat 

 

 
 

Bagaimana visi, rencana, dan program-program terkait ekonomi syariah? 

 
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat 
 
Secara  Institusi,   pada  Renstra  Bappeda  Provinsi  Sumatera  Barat  terkait dengan  visi,  rencana  program-
program  terkait  dengan   pengembangan sektor Ekonomi Syariah, Industri Halal dan Sektor  Keuangan 
Syariah tidak terkait  secara   langsung,   namun  dalam   dokumen   perencanaan  jangka panjang    (RPJPD)   
dan   dokumen   jangka   menengah   (RPJMD)   sudah mengakomodir    perencanaan     pembangunan     
pengembangan    sektor ekonomi syariah  dan sektor keuangan syariah sebagai  berikut  : 
 
Pengembangan  sektor ekonomi syariah  di Provinsi  Sumatera  Barat yang sudah   diakomodir  dalam  RPJPD   
perubahan  Provinsi   Sumatera   Barat Tahun   2005-2025,   pada  Preriode   Tahap   IV   (2016-2021),   dengan 
Pencapaian  Indikator    Pengembangan  Sektor  Ekonomi  Syariah  Tahun 
2005-2025 sebagai berikut: 
 

Indikator 2010 2015 2020 2025 

        Semula Menjadi 

Kesolehan sosial terbangun  40% 60% 75% 80%   

(% Pembayar Zakat)         10 

Kenaikan Zakat yang dikelola Badan/Lembaga 
Amil Zakat (%) 

        10 

Peningkatan, pengumpulan, nilai ZIS           

Kelembagaan Ekonomi           

pangsa pasar praktek syariah 5% 20% 25% 35%   

Koperasi berbasis Syariah         912 

 
Dari data diatas, dilakukan revisi indikator menjadi  : 
a. Kenaikan zakat yang dikelola badan amil zakat (%) dengan target 2025=  10 % 
b. Peningkatan  pengumpulan  nilai  zakat,  infak  dan sadaqah  (%)  dengan target 2025 =  10 % 
c. Koperasi  berbasis syariah dengan target 2025 = 912 Unit 

 
RPJMD Tahap I (2005-2010) Terlaksananya Penerapan Sistem Perbankan Syariah 
RPJMD Tahap II (2011-2015) Semakin Mantapnya Penerapan Sistem Perbankan Syariah 
RPJMD Tahap III (2016-2021) Terlaksananya Penerapan Sistem Perbankan Syariah 
RPJMD Tahap IV (2021-2025) Semakin Mantapnya Pelaksanaan Sistem Ekonomi Syariah 

 
Terkait   dengan   pengembangan   sektor   ekonomi   syariah    di    Provinsi Sumatera  Barat  sudah  digariskan  
dalam  RPJPM  Provinsi  Sumatera  Barat Tahun 2016-2021, dengan Arah Kebijakan  :  
a. Pengembangan  Pariwisata  Halal  dan nuansa  islami  
b. Pengembangan  Koperasi  Syariah 
c. Pengembangan  Perbankan  Syariah, Pemerintah Sumatera Barat sudah melaksanakan antara lain: 
Á Penyusunan  Perda  terkait  dengan  Konversi  PT.  Bank  Pembangunan Daerah  menjadi  PT.  Bank 

Pembangunan  Daerah Syariah. 
Á Kajian  berupa  naskah  akademis    Konversi  PT.   Bank  Pembangunan Daerah  menjadi  PT.  Bank 

Pembangunan  Daerah Syariah 
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Á Dalam  RUPSLB tanggal 30 November 2019 disepakati jangka waktu 2 tahun untuk konversi menjadi  
Bank Syariah. 

Á Adapun   Program-Program   Pemerintah   Daerah   dalam   mendorong sektor  keuangan  syariah  
saat  ini  adalah  Penyertaan  Modal Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat ke Bank Nagari 

 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat 
 
Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, yaitu : άaŜǿǳƧǳŘƪŀƴ LƴŘǳǎǘǊƛ ȅŀƴƎ ¢ŀƴƎƎǳƘ 
Řŀƴ .ŜǊŘŀȅŀ {ŀƛƴƎέΣ aŀƪǎǳŘƴȅŀ άLƴŘǳǎǘǊƛ ȅŀƴƎ ¢ŀƴƎƎǳƘ Řŀƴ .ŜǊŘŀȅŀ {ŀƛƴƎέ Řƛǎƛƴƛ ȅŀƛǘǳ LƴŘǳǎǘǊƛ YŜŎƛƭ Řŀƴ 
Menengah (IKM) yang mampu bertahan terhadap gejolak ekonomi dan menghasilkan produk sehat dan aman 
dikonsumsi, serta memberikan perlindungan bagi konsumen. Rencana dan Program-Program Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat : 
 
Rencana Industri sebagai berikut : 
1. Memperkuat  struktur  industri  yang  berdaya  saing  berbasis  sumberdaya  dan penguasaan teknologi; 
2. Mengembangkan usaha hilirisasi produk industri pengolahan; 
3. Meningkatkan kualitas produk industri; 
4. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia sektor industri. 
 
Program-Program Industri sebagai berikut : 

a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 
b. Program Peningkatan Kualitas Produk Industri. 

 
Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera dalam mewujudkan Industri Halal sebagai 
berikut : 

1. Pendampingan  dan  pembinaan  Industri  Kecil  Menengah  untuk  mendapatkan Sertifikat Halal; 
2. Kegiatan Standardisasi dan Sertifikat Produk Industri Kecil dan Menengah, dengan memberikan 

fasilitasi sertifikat halal melalui LPPOM MUI Provinsi Sumatera Barat; 
3. Memberikan  sosialisasi kepada Pelaku Industri  Kecil Menengah  Agro tentang Sertifikat Halal. 
4. Data IKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yang telah difasilitasi 

Sertifikat Halal  
 

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah Provinsi Sumatera Barat 
 
Visi dan Misi: 
Meningkatkan kinerja dan daya saing Koperasi serta usaha simpan  pinjam dan UMKM dalam mengelola 
pontensi ekonomi. 
 
Tujuan: 
Meningkatkan  peran koperasi sektor riil dan usaha simpan pinjam koperasi dalam perekonomian daerah. 
 
Sasaran: 
Meningkatnya daya saing dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah. 
 
Strategi: 
1. Meningkatkan  produktivitas koperasi 
2. Meningkatkan  manajemen usaha koperasi 
3. Meningkatkan  permodalan  koperasi 
4. Meningkatkan  pembiayaan  usaha anggota 
 
Kebijakan: 
1. Peningkatan kapasitas usaha koperasi pertanian, non pertanian,  dan aneka usaha 
2. Peningatan kemitraan, promosi danjaringan pemasaran produk koperasi 
3. Peningkatan pemupukan modal sendiri koperasi dan kerjasama dengan lembaga  keuangan lainnya 
4. Peningkatan pembiayaan  usaha anggota 
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Program dan Kegiatan 2020: 
 
Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi: 
1. Pembinaan  kelembagaan koperasi 
2. Peningkatan pelayanan  izin usaha simpan pinjam koperasi 
3. Pembenahan  koperasi tidak aktif 
4. Pembinaan  dan pelaksanaan  penilaian  kesehatan usaha simpan pinjam koperasi 
5. Review penerapan  dan sanksi bagi koperasi 
6. Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan usaha simpan pinjam koperasi 
7. Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan  kelembagaan  koperasi 
8. Pelatihan -pelatihan bagi koperasi 
 
Peningkatan  dan Pengembangan daya saing koperasi: 
1. Peningkatan  peran  usaha simpan pinjam Koperasi pola syariah 
2. Bimbingan teknis peningkatan permodalan 
3. Pelatihan dan Uji Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS dan USPPS Koperasi 
4. Pelatihan dan uji kompetensi bagi pengelola KSP/KSPPS melalui SKKNI 
5. Pelatihan SOM dan SOP KSPPS dan USPPS Koperasi 
6.Klinik Syariah sebagai wadah konsultasi bagi KSPPS dan USPPS Koperasi di PLUT KUKM dengan 5 Tim 

Konsultansi KSPPS dan USPPS Koperasi (Bidang Syariah Muammalah, IT dan, Akuntansi Syariah). 
7.Melakukan pendampingan bagi koperasi syariah dalam Penerapan akuntansi keuangan syariah dan 

penerapan pelaksanaan akad (sedang mengusahakan proses aplikasi akuntansi keuangan syariah berbasis IT 
yang seragam) 

8. Uji petik pengawasan KSPPS dan USPPS Koperasi sebanyak 23 Koperasi 
 
Peningkatan dan Pengembangan daya saing UMKM: 
1. Sosialisasi prosedur sertifikasi halal bersama LPOM MUI Sumbar 
2. Memfasilitasi sertifikasi halal bagi produk UKM unggulan Sumbar beberapa tahun terakhir 
3. Terus mensosialisasian secara berkelanjutan bahwajaminan halal produk memiliki peluang yang semakin 

menjanjikan untuk berkembangnya pemasaran produk karenajuga berkembangnya usaha yang berlandaskan 
syariah 

4. Fasilitasi Sertifikasi halal produk UKM 
5. Bimbingan teknis kemasan label dan paperbag dan fasilitasinya 
6. Fasilitasi pendaftaran merek UKM potensial 
 
Rencana Kegiatan 2021: 
1. Melakukan bimbingan dan pembinaan teknis usaha simpan pinjam dan pembiayaan  syariah yang               
     berkedudukan di Kab/Kota 
2. Melakukan pembinaan yang meliputi upaya untuk mengembangkan iklim usaha yang kondusif, kemudahan 

dan perlindungan bagi KSPPS/USPPS 
3. Melakukan bimbingan yang meliputi: 

a. Penerapan prinsip kehati-hatian usaha simpan pinjam dan pembiayaan  syariah oleh Koperasi 
b. Pelaksanaan pemberdayaan  dan pengembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh 

Koperasi 
c. Penerapan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan  syariah oleh Koperasi secara 

mandiri 
d. Peningkatan akses pembiayaan melalui perkuatan permodalan 
e. Pengembangan berbagai skim pembiayaan 
f. Pemanfaatan  modal penyertaan,  obligasi syariah, dan surat utang syariah atau sukuk koperasi 

4. Melakukan pembinaan teknis usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi yang meliputi: 
a. Pemberdayaan dan pengembangan  KSPPS dan USPPS Koperasi 
b. Pengelolaan dan pendayagunaan  kegiatan maal 
c. Penumbuhan KSPPS dan USPPS Koperasi 
d. Literasi keuangan syariah 
e. Pengembangan jaringan kerjasama antar KSPPS atau USPPS Koperasi melalui Koperasi sekunder 
f. Pelaksanaan Prinsip Syariah bagi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. 
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Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat 
 
Visi pembangunan pariwisata yaitu terwujudnya Sumatera Barat sebagai destinasi utama Pariwisata berkelas 
dunia yang berbasis agama dan budaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan 
kesejahteraan. Pariwisata ramah Muslim menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan 
kepariwisataan. 
 
Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim adalah:  
a. Sosilasiasi Pariwisata ramah Muslim; Mensosialisasikan kepada stakeholder pariwisata tentang 

pariwisata ramah Muslim dan dukungan industri pariwisata dalam pengembangan pariwisata ramah 
Muslim sejak tahun 2016 s.d sekarang. Dukungan yang diharapkan dari industri adalah sertifikasi halal 
terhadap usahanya, penyediaan fasilitas tamu yang ramah Muslim (musholla, toilet dan tempat wudhu, 
kolam renang yang terpisah).  
 

b. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata ramah Muslim Sumatera Barat, 
sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder dalam pengembangan pariwisata 
ramah Muslim yang saat ini menunggu sidang pengesahan DPRD Provinsi Sumatera Barat. 
 

c. Pemberian subsidi untuk biaya pengurusan sertifikasi halal bagi rumah makan dan restoran sejak tahun 
2017 s.d sekarang dengan jumlah rumah makan dan restoran hotel yang sudah bersertifikat halal 
sebanyak 28 rumah makan/restoran. 

 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat 
 
Á Visi, misi, rencana, program, dan kegiatan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat dalam  mendorong  

peningkatan  investasi  terkait  sektor ekonomi  syariah,  industri halal, dan keuangan syariab. 
 
Á Visi DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat, "Menjadikan  Sumatera  Barat  sebagai  Daerah  Tujuan  

lnvestasi  yang  Menarik, Unggul dan Berdaya Saing" 
 
Dalarn  mencapai   visi  tersebut,   ditetapkan   misi  DPM&PTSP   Provinsi Sumatera Barat, sebagai  berikut: 
a.     Mendukung   terwujudnya   Peningkatan   Daya  Tarik  Investasi   di  Surnatera Barat 
b.     Meningkatkan Pelayanan Investasi Yang Berkualitas 
 
Program  dan kegiatan  DPM&PTSP  Provinsi  Sumatera  Barat  yang  telab dilaksanakan   dan  menjadi  
kegiatan  rutinan  tahunan  yang  terkait  berhubungan dengan mendorong peningkatan  investasi di daerah, 
sebagai berikut: 
a.    Program Peningkatan  lklim Investasi dan Realisasi [nvestasi, dengan kegiatan sebagai berikut: 

-    Penyelesaian permasalahan  investasi 
-    Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat 
-   Penyusunan Feasibility  Study Proyek Investasi 
-    Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 
-    Gelar Potensi dan Temu Usaha 
-    Forum Investasi Sumatera Barat 
-    Forum komunikasi pelaku usaba daerah 
-    Kerjasama Promosi dan Misi Investasi 
-    Pertemuan Strategi Promosi Peluang Investasi 
-    Inventarisasi tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal 

 
b.   Program   Peningkatan   Kualitas   Pelayanan   Terpadu   Satu   Pintu,   dengan kegiatan sebagai 

berikut: 
-    Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
-    Pengembangan    Sistem   Pelayanan   Perizinan   yang   berbasis   teknologi informasi 
-    Peningkatan penyelesaian  rnasalah pelayanan terpadu 
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Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 
 
Bank Indonesia memiliki visi mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah 
Dunia. Dalam menjalankan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah, BI berperan sebagai AIR 
(Akselerator, Inisiator dan Regulator). Secara garis besar, program kerja utama pengembangan Eksyar Indonesia 
terdiri dari: 

a. Pemberdayaan Ekonomi Syariah 
b. Pendalaman Pasar Keuangan Syariah 
c. Program Edukasi dan Sosialisasi Eksyar 

 
Di Sumbar visi dan program kerja pengembangan ekonomi Syariah tersebut dilaksanakan dengan kegiataan 
antara lain: 

a. Berperan aktif sebagai Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Padang 
b. Melakukan koordinasi dengan OJK Provinsi Sumbar 
c. Bersinergi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam kegiatan kampanye Eksyar melalui 

penyelenggaraan: 
1) Road to FESyar 2019 di Padang. Berdasarkan pengalaman keberhasilan melaksanakan Road 

to Fesyar kami telah mengusulkan dan kemudian ditetapkan sebagai penyelenggara Festival 
Ekonomi  Syariah  Regional  Sumatera 2020  

2) Sosialiasi dan Koordinasi Pengembangan Ekonomi Syariah 
3) Seminar Logika EKonomi Syariah 

d. Menyelenggarakan Menyelenggarakan pelatihan dengan topik service excellent kepada pengelola  
usaha  ponpes, training for trainer Tata Kelola Wakaf bekerja sama dengan lkatan Ahli Ekonomi Islam 
Indonesia, dan pelatihan sertifikasi  halal  kepada UMKM  binaan dan umkm  lainnya di Kota  Padang  
Panjang 

e. Memberikan pendampingan  kepada UMKM  syariah yang bergerak di  bidang  food dan fashion dalam 
rangka  program  pengembangan  lndustri  Kreatif Syariah  (IKRA). 

f. Memberikan  pendampingan  kepada usaha yang  dimiliki  oleh Ponpes dalam  rangka program 
pengembangan  kemandirian  ekonomi  pondok  pesantren.  Pada  saat  ini,  terdapat  2  ponpes sebagai 
pilot project pengembangan  kemandirian  ekonomi  ponpes dan akan ada penambahan 2 ponpes  
pada tahun 2020. Demikian juga pada tahun-tahun berikutnya akan ada ponpes  baru yang   menjadi  
pilot   project.   Selain   pengembangan   usaha   dimasing-masing   ponpes,   Bl memfasilitasi 
pembentukan  holding pesantren yang terdiri dari gabungan/kerja sama unit usaha ponpes dengan 
tujuan untuk meningkatkan  akses  input/output dari  unit  usaha ponpes,  dalam hal  ini  ponpes yang 
berada di wilayah  Sumatera  bagian Utara. 

 

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat 
 
Sesuai dengan amanat undang-undang,  OJK  dibentuk dengan tujuan  agar keseluruhan kegiatan di dalam 
sektor jasa keuangan: 

a.   terselenggara secara teratur,  adil,  transparan,  dan akuntabel; 
b.   mampu    mewujudkan      sistem     keuangan     yang    tumbuh      secara berkelanjutan dan stabil;  dan 
c.   mampu melindungi kepentingan Konsumen  dan masyarakat. 

 
Sebagai bagian dari upaya  mewujudkan hal tersebut,  OJK  turut  berperan aktif dalam pengembangan  sektor  
Keuangan  Syariah  dengan  mendorong tumbuhnya industri Keuangan syariah di Indonesia. 
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Á Total Aset perbankan syariah di Sumatera Barat posisi Februari 2020 sebesar   Rp3,8  Triliun,   meningkat  
sebesar   13,6%    dibandingkan Februari 2019. Sejalan  dengan peningkatan total  aset diatas,  share total 
aset perbankan syariah di Sumatera Barat terhadap keseluruhan perbankan meningkat menjadi 6,21%  
(meningkat 0,39% YoY). 
Á Total  Dana  Pihak  Ketiga  di   Sumatera  Barat  posisi Februari   2020 sebesar  Rp3,6    Triliun,   

meningkat  sebesar   18,41 %   dibandingkan Februari 2019. Sejalan dengan peningkatan dana pihak 
ketiga diatas, share  total   DPK  perbankan  syariah  di   Sumatera   Barat   terhadap keseluruhan 
perbankan meningkat menjadi 7 ,89% (meningkat 0, 15%). 

Á Total  Pembiayaan di  Sumatera  Barat  posisi Februari  2020 sebesar Rp2,98  Triliun,  meningkat 
sebesar   12,72%   dibandingkan  Februari 2019.  Meskipun  pembiayaan tumbuh  sebesar  12,72%,  
share total pembiayaan perbankan  syariah di  Sumatera Barat  terhadap keseluruhan kredit dan 
pembiayaan perbankan turun menjadi 5,52% (turun  0,04%   YoY).  

Á Kualitas  penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah meningkat, dilihat dari persentase NPF  
pada Februari  2020  sebesar 3,51% atau turun (membaik)  dibandingkan posisi Februari 2019 
sebesar 5,15%. 

 

 
 
Á Jumlah  SID  Investor  Saham  (syariah  dan non-syariah)   di  Provinsi Sumatera  Barat  posisi Maret  

2020 sebesar  18.213  SID,  meningkat sebesar 26, 19%  dibanding posisi Maret 2019. 
Á Nilai   Transaksi   kumulatif  dari  investor   yang  berada  di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan 

Maret 2020 sebesar Rp700 miliar. 
Á Volume Transaksi  kumulatif  dari  investor  yang berada  di  Provinsi Sumatera  Barat  sampai  dengan 

Maret 2020  sebesar   1,18 miliar saham. 
Á Frekuensi transaksi  kumulatif dari investor  yang berada di  Provinsi Sumatera Barat sampai dengan 

Maret 2020 sebanyak 132 ribu  kali. 
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Á Total Piutang Pembiayaan Syariah  di  Provinsi Sumatera Barat  posisi Maret 2020 sebesar Rp637 
miliar, meningkat sebesar 6,35% dibanding posisi Maret  2019.  Hal  ini  relatif lebih  baik  
dibandingkan dengan pertumbuhan   piutang  pembiayaan   syariah   nasional   yang  turun sebesar 
14,47%  (YoY). 

Á Secara persentase, jumlah  Piutang Pembiayaan Syariah di  Provinsi Sumatera   Barat   adalah  3,84%    
dari   jumlah   Piutang   Pembiayaan Syariah Nasional. 

 
Á Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan  ekonomi syariah, sebagai implementasi  dari   

Masterplan  Ekonomi  dan   Keuangan  Syariah  Indonesia akan dilakukan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
a. a. Memperkuat lembaga keuangan syariah, antara lain melalui peningkatan modal   usaha    dan   

SDM,  penguatan   informasi,     varrasi     produk, pemanfaatan teknologi dalam proses bisnis, 
serta penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang baik. 

b. b. Mendorong   terciptanya   demand keuangan   syariah yang sustainable melalui peningkatan  
literasi  dan inklusi masyarakat terhadap  industri keuangan  syariah, yang saat ini  dirasakan 
masih kurang. 

c. Membentuk  ekosistem  keuangan syariah, melalui sinergi dan kolaborasi di antara pelakujasa 
keuangan syariah di berbagai sektor, dengan pelaku industri halal di sektor riil. 

 
Kontribusi  OJK  sebagai regulator  dalam meningkatkan  ketahanan kelembagaan SJK dilakukan dengan 
menerbitkan ketentuan-ketentuan yang mengatur  pengembangan  keuangan   syariah  di   Indonesia  serta 
terdapat ketentuan-ketentuan  yang memberikan insentif  dan/ atau relaksasi untuk mempercepat 
pertumbuhan SJK syariah. 

 
Program-program pengembangan keuangan syariah yang telah dilaksanakan OJK Provinsi Sumatera Barat 
sebagai implementasi Roadmap Pengembangan Keuangan  Syariah 2017-2019 adalah sebagai berikut: 
 

No. Program Implementasi 
1 Mendorong Pembentukan Lembaga 

Keuangan Syariah yang memiliki skala 
usaha besar 

Mendorong    konversi    PT     BPD Sumatera Barat 
dan beberapa BPR di  Sumatera Barat  untuk 
menjadi Bank dan  BPR   Syariah.  Saat  ini sedang  
diajukan  konversi 2  BPR menjadi   BPRS   serta 
RUPS   telah menyetujui     konversi     PT     BPD 
Sumatera Barat. 
Selanjutnya     terdapat    beberapa 
BPR  lain  yang sudah mendapat persetujuan RUPS  
untuk konversi menjadi BPRS. 

2 Mendorong industri untuk menggunakan    
teknologi informasi dalam memberikan 
layanan keuangan syariah 

Telah diimplementasikan Cash Management   
System  pada    Unit Usaha Syariah PT  BPD  
Sumatera Barat dalam  memberikan layanan 
keuangan          syariah       kepada masvarakat  seiak 
tahun 2018. 

3 Memperluas jaringan layanan perbankan 
syariah 

Mendukung perkembangan Perbankan  Syariah  
melalui perizinan pembukaan Kantor Cabang     
Bank     Syariah, diantaranya yaitu: 
- Pembukaan   2    (dua)    Kantor Cabang    Syariah   
Bukittinggi dan Kantor Cabang Syariah Batusangkar     
PT     BPD Sumatera Barat. 
- Pembukaan    Kantor   Cabang Pembantu  Syariah 
Bukittinggi PT Bank Tabungan Negara. 

4 Memperluas jaringan layanan pasar modal 
syariah 

Pembukaan    Galeri   Investasi Syariah IAIN 
Batusangkar  dan Galeri   Investasi    Syariah 
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Kedua galeri 
investasi tersebut   diharapkan  dapat memberi  
pendidikan  terkait investasi syariah di pasar modal 
kepada    mahasiswa   dan masyarakat umum. 
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5 Memperluas jaringan layanan IKNB syariah Pembukaan Bank Wakaf Mikro  di Pondok    
Pesantren   Modern     Al Kautsar     Kabupaten     
Limapuluh Kota dengan             tujuan 
menggerakkan          perekonimian masyarakat  di   
sekitar  pesantren melalui  penyaluran   
pembiayaan mikro    dengan    skema     syariah 
kepada masvarakat produktif 

6 Melakukan   diversifikasi   target dan  
metode  sosialisasi  dan edukasi keuangan  
syariah 

Dialog     Publik     Ekonomi     dan Ekonomi   Syariah   
dengan   tema "Pengembangan   Potensi  Ekonomi 
dan      Keuangan        Syariah       di Sumatera           
.ŀǊŀǘέ dan "Optimalisasi    Peran   Pemerintah 
dalam Mendukung  Konversi  Bank Nagari",  untuk     
memberikan pemahaman kepada pelaku usaha 
mikro   dan    pengurus    koperasi syariah terkait 
perbankan syariah dan akuntansi syariah. 

7 Menyelenggarakan Training for Trainer 
Keuangan Syariah 

Sosialisasi Perbankan Syariah Kepada 230 Ulama, 
Dai/Mubaligh Se-Kota Padang Bersama Dengan 
MES Kota Padang, Pemko Padang, UUS  Bank 
Nagari Dan Al-Ha.mas, untuk meningkatkan 
pemaha.man Da'i   terkait   Perbankan   Syariah dan 
Ekonomi Islam agar dapat menjadi   salah   satu  
topik  rutin dalam ceramahnya kepada masyarakat. 

 
Selanjutnya,   kedepan  OJK   Provinsi Sumatera  Barat   akan  meningkatkan sinergi  dengan instansi  maupun 
lembaga lainnya yang telah terjalin  selama ini untuk memperluas cakupan ekonomi syariah melalui 
edukasi, sosialisasi, event terkait syariah dsb. Hal ini juga selaras dengan Lima  Kebijakan  dan Inisiatif  OJK  
pada tahun  2020 yaitu diantaranya  adalah  Pengembangan Ekosistem Ekonomi & Keuangan Syariah 
dengan cara: 
a. Mendorong   pengembangan  industri   halal  unggulan  di   Indonesia,   di Provinsi Sumatera  Barat 

OJK  Sumbar turut  serta dalam Forum  Group Discussion  (FGD)  yang membahas  Pariwisata  Ramah 
Muslim di Sumatera Barat sebagai bentuk dukungan terhadap  ekonomi syariah. 

b. Mendorong lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan skala usaha  dan adopsi teknologi. 
c. Memperkuat  sinergi antara  pelaku industri  halal dengan industri jasa 

keuangan dan stakeholder terkait lainnya 
d. Mendorong  dan memfasilitasi proses konversi BPR  Konvensional lainnya di Provinsi Sumatera Barat 

menjadi BPR  Syariah. 
e. Mendorong  BPRS di  Sumatera Barat  untuk melaksanakan  operasional berbasis Teknologi Sistem 

Informasi.  Sehingga nasabah dapat merasakan kenyamanan  yang sama  dalam pelayanan  baik  
operasional dan jasa teknologi  dengan   bank   konvensional   yang    telah   terlebih   dahulu 
menggunakan IT sebagai basis operasionalnya. 

f. Meningkatkan  kerjasama  dengan pemerintah  daerah,  Asbisindo,   MUI, MES,   media massa,  serta  
elemen terkait  untuk meningkatkan  literasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi terkait 
perbankan syariah dan ekonomi syariah.   Sehingga,  diharapkan dapat  meningkatkan  transaksi 
syariah di masyarakat baik melalui perbankan syariah maupun lembaga jasa keuangan  syariah lainnya. 
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Bagaimana peluang pengembangan sektor ekonomi syariah, industri halal, 

dan sektor keuangan syariah? 

 
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat 
 
1.  Secara    Umum    peluang    pengembangan   ekonomi   syariah    di   Provinsi Sumatera Barat sebagai  berikut: 

a. Kekuatan    falsafah    adat    basandi    syara,  syara  basandi kitabullah di Sumatera  barat  yang  memiliki  
suku  asli  minangkabau yang penduduknya  mayoritas Muslim,  bahkan orang  Minang beragama Islam 
adalah  suatu  keniscayaan di Sumatera  Barat  ini  karena  adanya  falsafah Adat  Basandi  Syara,  Syara  
Basandi  Kitabullah  serta  sikap  komitmen dalam  menegakkan  ajaran  Syariat  agama  Islam.   Sehingga  
jika   ada orang minang yang murtad dari agama Islam maka orang tersebut tidak diakui lagi  menjadi 
orang minang. 

b. Di  Provinsi   Sumatera   Barat   lebih   dari   95%   penduduknya   beragama Islam (Muslim). 
c. Perkembangan     Ekonomi    Islam    di    Indonesia    menjadikan Sumatera  Barat salah satu platform 

Dilihat dari  kebiasaan dan  kecenderungan  orang  minangkabau dalam hal  jual  beli dan  kerjasama  
prinsip  bagi  hasil  telah  ada sejak  budaya Minangkabau  itu  lahir  kemudian   menjadi  tradisi  bagi  
orang  Minang, contoh  kerja sama dalam menggarap  padi di sawah. 

 
2. Perkembangan  Ekonomi  Syariah  di  Provinsi  Sumatera  Barat,  fokus  ke  3 program/produk unggulan:       

Pariwisata ramah Muslim, Koperasi/UMKM/IKM Syariah, dan Perbankan  Syariah. Secara  khusus, peluang 
pengembangan ekonomi syariah  sebagai  berikut: 

 
a. Sektor Pariwisata 

1. Pada  tahun  2026  diperkirakan  akan  terdapat  230  juta  wisatawan Muslim yang melancong ke seluruh  
destinasi  halal  di dunia, termasuk ke Indonesia  dengan  potensi  perputaran ekonomi  sebesar US  $  
300 miliar. 

2. Ditetapkannya  Provinsi  Sumatera  Barat sebagai  salah  satu  destinasi halal dalam Rencana  Induk  
Pembangunan  Pariwisata  Nasional  Tahun 2015-2025 

3. Konsep  Pariwisata ramah Muslim  Dalam  Pembangunan  Pariwisata  Sumatera Barat adalah konsep 
pembangunan  destinasi ramah Muslim  (Moslem friendly destination)  yang  mendukung  ketersediaan  
produk  dan jasa wisata  bagi wisatawan  Muslim"  

4. Saat ini  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat sedang  menyusun  Perda Pariwisata ramah Muslim,   
yang   prosesnya   sudah   ditetapkan   oleh    DPRD Provinsi    Sumatera    Barat   dan   saat   ini    sedang    
dalam   fasilitasi pemberian Nomor Register di Kementerian Dalam  Negeri RI. 

5. Dasar ditetapkannya  Pariwisata  Halal di Provinsi Sumatera  Barat 
Á Kesepakatan   Pemerintah   Provinsi,   Kabupaten/Kota   menjadikan Sumatera  Barat sebagai 

Destinasi Wisata  Halal   (tahun  2016 ) 
Á Terpilihnya   Sumbar   sebagai   World's   Best   Halal   Destination (tahun  2016) 
Á Terpilihnya    Sumbar    sebagai    World's    Best    Halal    Culinary Destination  (tahun 2016) 
Á Memberikan    subsidi  untuk  pengurusan  Sertifikasi  Halal  untuk industri  (rumah  

makan/restoran,  serta  restoran di Hotel) 
Á Memberikan    subsidi    sertifikasi    halal   kepada   pelaku usaha pariwisata 

Tahun 2017 : 9 pelaku usaha  restoran/rumah  makan 
Tahun 2018 : 11  pelaku usaha 

6.  Disepakatinya   Ranperda   Pariwisata   Halal  dan  saat   ini   menunggu proses penomoran  registrasi di 
Kemendagri  RI. 

 
b. Sektor Koperasi Syariah 

1. Sejak    tahun    2004    di    Provinsi    Sumatera    Barat    telah    mulai melaksanakan pengelolaan  
koperasi berdasarkan prinsip  pembiayaan syariah,    mengacu    pada   Kepmenkop    dan    UKM    RI    
Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004   tentang    Petunjuk   Pelaksanaan   Kegiatan Usaha Koperasi Jasa  
Keuangan  Syariah. 

2. Saat   ini   pelaksanaan  Kegiatan   Koperasi   Pola   Syariah   di   Provinsi Sumatera  Barat  mengacu  pada  
Permenkop  dan  UKM  RI  nomor  11 Tahun  2017 tentang  Usaha  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan  
Syariah oleh Koperasi 



 

 102 

3. Pemprov  Sumbar  senantiasa  terus  membina  dan  mendorong  untuk pengembangan terhadap 
gerakan koperasi yang melaksanakan  usaha simpan   pinjam   dan  pembiayaan  syariah   (USPPS)   dalam   
kegiatan Peningkatan   Peran   Usaha   Simpan   Pinjam   Koperasi   Pola   Syariah (KSPPS). 

4. Perkembangan   KSPPS    &   USPPS       dari   Tahun   2016   mengalami peningkatan s/d  Tahun  2018 
 

 2016 2017 2018 

KSPPS 189 189 189 

USPPS 30 23 29 
 

5. Beberapa  Inovasi yang dilakukan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat untuk pengembangan koperasi 
dan UMKM halal antara  lain  : 
Á SAKURA Sya (Sistem AKUntansi  kopeRAsi Syariah) (on     progress     untuk     aplikasi     dan     

pengembangan     pada http://diskopukm.sumbarprov.go.id/) 
Á LARASYA (beLAjar kopeRAsi SYAriah) (on     progress     untuk     aplikasi     dan     pengembangan      

pada http://diskopukm.sumbarprov.go.id/). 
  
c. Perbankan Syariah 

1. Perbankan   syariah   terus   tumbuh   pesat   di   Sumatera   Ba rat   yang terlihat dari naiknya total asset 
dan tingginya minat masyarakat untuk menabung di Bank Syariah dan juga sudah mulai beragamnya 
produk perbankan yang ditawarkan. 

2. Dasar berdirinya  Bank Syariah  di Provinsi  Sumatera  Barat yaitu Bank Nagari Syari'ah 
a. Penyusunan  Perda  terkait dengan Konversi PT.  Bank  Pembangunan Daerah  menjadi  PT.  Bank 

Pembangunan  Daerah  Syariah. 
b. Bantuan   teknis  dan  peningkatan   kapasitas   SDM   untuk   Konversi Bank  Nagari  menjadi  Bank 

Nagari  Syariah  
c. Sudah  Didaftarkan  Dalam Prolegda  2020 

 
 BPR Syariah 
a. Inisiasi Pendirian  Bank Perkreditan  Rakyat Syari'ah. 
b. Kebutuhan adanya  lembaga  pembiayaan  berbasis syari'ah. 
b. Masih   terbatasnya   lembaga   keuangan  yang  membiayai  koperasi syari'ah 
c. Membangun    ekonomi   masyarakat   dan   pemenuhan   kebutuhan permodalan syari'ah  UKM 

 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat 
 
Peluang dari pengembangan Industri Halal di Sumatera Barat yaitu sangat besar karena dari sekitar 35.000 IKM 
yang tersebar di 19 Kabupaten dan Kota, yang bergerak disektor Makanan dan Minuman sekitar 26.000 IKM, jadi 
isu mengenai Makanan dan Minuman yang halal merupakan masalah yang sangat penting sekali, dimana dalam 
UU No. 33 Tahun 2014 menyatakan sertifikat halal merupakan suatu yang wajib dimiliki oleh Industri Pengolahan 
Makanan dan Minuman. 
 

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Sumatera Barat 
 
Peluang pengembangan  sektor ekonomi  syariah khususnya  pengembangan koperasi  syariah/BMT di Provinsi 
Sumatera Barat yaitu: 
1. Penduduk Sumatera Barat mayoritas  beragama  Islam 
2. Sangat banyak anggota koperasi yang ingin koperasi  untuk berkonversi ke pola syariah 
3. Peningkatan jumlah koperasi yang akan berkonversi  menjadi koperasi  syariah 
4.Kebijakan pengembangan koperasi syariah sudah dimuat dalam Rencana Pembangunan JangkaPanjang 

Provinsi Sumatera  Barat Tahun 2005-2025 
5. Dukungan dari berbagai  stakeholder  dalam pengembangan koperasi  syariah   (MUI, MES dan Pemerintah 

Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota) 
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Tahun 2016 Sumatera Barat dikukuhkan sebagai Destinasi Halal Terbaik di Dunia pada ajang '' WORLD HALAL 
TOURISM  AWARD  2016 DI DUBAI dengan kategori: 
 
Á WORLD'S  BEST HALAL CULINARY DESTINATION 
Á WORLD'S  BEST HALAL DESTINATION 
Á WORLD'S BEST HALAL TOUR OPERATOR 

 
Sebuah pengakuan dari masyarakat dunia bahwa  Sumatera  Barat memiliki  keunggulan segmen tersendiri  untuk 
membangun perekonomiannya dan sekaligus hal ini merupakan tantangan dan pendorong bagi Pemerintah 
Sumatera  Barat untuk menumbuh kembangkan perekonomian berbasis pariwisaha dan produk halal. Kita 
menyakinan dengan  dukungan  seluruh komponen  dan lembaga jika mendorong secara bersama-sama dengan 
besik yang sudah ada perkembangan ekonomi  syariah,  destinasi wisata halat serta dukungan produk UMKM 
bersertifikasi halal, Sumatera Barat berpeluang untuk berkembang menuju ekonomi  syariah dan produk berbasis  
halalan dan toyyiban. 
 

Kepala Dinas Penananaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat 
 
Provinsi  Sumatera  Barat  memiliki  4  sektor  unggulan  yang  ditawarkan kepada investor yakni pariwisata,  energi 
baru terbarukan, perikanan,  dan industri (terutama  industri  hilir yang mengolah  hasil pertanian  dan perikanan).  
Keempat sektor tersebut tentunya sangat menjanjikan bagi pengembangan  ekonomi syariah di Sumatera Barat. 
Kegiatan investasi pada sektor pariwisata,  perikanan, dan industri memberikan  peluang  yang besar bagi 
pengembangan  industri  halal di Sumatera Barat.   
 
Sektor  pariwisata  tentunya  perlu  didukung  dengan  keberadaan industri halal guna menyokong kegiatan di 
sektor pariwisata. Keuangan  syariah  juga  menjadi  sek:tor  yang  menarik  untuk  ditawarkan kepada investor 
dengan harapan keuangan syariah dapat berkontribusi dalam pembiayaan   pembangunan   terutama   pada  
keempat   sektor  unggulan   tersebut. Selama   ini  dapat   dikatakan   sektor  keuangan   syariah   masih   terbatas   
dalam pembiayaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Ke depan,  sektor ekonomi  syariah,  industri  halal,  
dan  keuangan  syariah sangat dibutuhkan peran dan andilnya dalam mendorong pengembangan dan 
berkontribusi   terhadap  empat  sektor  unggulan  investasi  di  Provinsi  Sumatera Barat. 
 

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat 
 
Menurut kami peluang pengembangan khususnya Industri Halal dan Pariwisata ramah Muslim di Sumbar sangat 
besar, karena pariwisata ramah Muslim sangat sesuai dengan falsafah hidup yang dianut oleh masyarakat Sumbar 
ȅŀƛǘǳ !Řŀǘ .ŀǎŀƴŘƛ {ȅŀǊŀΩΣ {ȅŀǊŀΩ .ŀǎŀƴŘƛ YƛǘŀōǳƭƭŀƘΦ 5ŜƴƎŀƴ ōǳŘŀȅŀ Řŀƴ ŦŀƭǎŀŦŀh hidup yang dianut oleh 
masyarakat serta keindahan alam budaya Sumbar, pariwisata ramah Muslim menjadi genre yang pas dengan 
pariwisata Sumatera Barat. 
Untuk pengembangan industri halal, masyarakat Sumbar yang mayoritas Muslim, kuliner Sumatera Barat diyakini 
halal oleh wisatawan. Namun ini tentunya perlu dilengkapi dengan  sertifikasi halal. 
 

Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 
 
Pengembangan  ekonomi  syariah  secara  nasional  tidak  terlepas  dari  keaktifan  dan  konsistensi program-
ǇǊƻƎǊŀƳ ǇŜƴƎŜƳōŀƴƎŀƴ ŜƪƻƴƻƳƛ ǎȅŀǊƛŀƘ Řƛ ŘŀŜǊŀƘΣ  ǎŜǇŜǊǘƛ Řƛ {ǳƳŀǘŜǊŀ .ŀǊŀǘΦ ά9ƪƻƴƻƳƛ {ȅŀǊƛϥŀƘ Řŀƴ 
Masyarakat Sumatera Barat"  ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Falsafah Budaya   Minang  yakni  
άAdat  Basandi   Syarak,   Syarak  Basandi   Kitabullah"   yang  dipegang  oleh masyarakat  Minang  sejak  dulu  
kala  dapat  menjadi  modal  bagi   keberhasilan   pengembangan ekonomi syariah di Sumatera  Barat. Jumlah  
penduduk Sumatera  Barat sekitar 5,32 juta (pada tahun 2017) merupakan potensi  pasar sekaligus sebagai  
pelaku ekonomi  syariah. 
 
Potensi  tersebut  sekaligus  menjadi  tantangan  tersendiri  dalam   meningkatkan  jumlah   pelaku maupun nilai 
transaksi  di  sektor ekonomi  syariah.  Diperlukan  sosialisasi/kampanye ekonomi  dan keuangan syariah  yang 
dilaksanakan  secara  konsisten  dan  kontinyu,  agar  masyarakat  mengetahui dan menyadari pentingnya 
berusaha secara syariah, sehingga kemudian secara bertahap masyarakat mau menjalankan aspek kehidupan 
perekonomiannya berdasarkan ekonomi dan keuangan syariah 
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Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat 
 
Sumatera Barat memiliki potensi  yang sangat besar untuk  pengembangan keuangan syariah dikarenakan hal-
hal sebagai berikut: 
 
Masyarakat Provinsi Sumatera  Barat  yang sebagian besar terdiri  dari suku Minangkabau hidup dengan falsafah 
"Adat Basandi Syarak,  Syarak Basandi  Kitabullah".  Melalui  falsafah  tersebut,  masyarakat  terdorong untuk  
dapat mengamalkan ajaran  agama Islam  dalam  berbagai aspek kehidupan,  termasuk dalam aspek sosial-
ekonomi. 
 
Penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun  2018 sebanyak 5,38 juta jiwa. Pertumbuhan  ekonomi Sumatera Barat 
tahun 2019  (YoY)  sebesar 5,13%. Luas  daratan   Provinsi Sumatera  Barat  sebesar  42.297  km2   dengan 
sebagian besar wilayah memiliki garis  pantai yang  berpotensi ekonomi di sektor perikanan. Pengembangan  
sektor pertanian  dengan  konsep   value  chain  financing yang memadukan  pengembangan kawasan  jagung,  
peternakan  rakyat dan  pengolahan rendang sebagai makanan khas  serta komoditas ekspor unggulan  Provinsi 
Sumatera  Barat  yang saat  ini telah menjadi  fokus program kerja berbagai stakeholder yang tergabung dalam 
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 
Potensi   pengembangan  sektor  keuangan  syariah  di   Sumatera   Barat meliputi sektor pariwisata dan kuliner 
syariah.  Provinsi  Sumatera Barat telah ditetapkan sebagai salah satu daerah tujuan wisata berbasis syariah 
berdasarkan  Rencana   Induk   Pariwisata   Nasional   tahun   2015-2025. Pemerintah daerah secara aktif 
mempromosikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan  wisata  syariah tingkat dunia,  dan Sumatera Barat telah 
beberapa kali  memperoleh penghargaan  sebagai daerah  tujuan  wisata berbasis  syariah antara lain 
penghargaan World's Best Halal Destination dan   World's  Best  Halal  Culinary  Destination  pada  The World   
Halal Tourism Award 2016. 
 
Pengembangan  Wisata  Halal  oleh  Pemerintah   Daerah   Sumatera   Barat tersebut dapat menjadi lokomotif 
bagi industri lain yang berperan  sebagai industri   pendukung  pariwisata ramah Muslim.    Industri   yang   
berpotensi  untuk dikembangkan mencakup penyediaan transportasi,  penyediaan akomodasi (penginapan   dan  
makan  minum),   pengolahan   makanan  serta  industri kerajinan.     Dengan   dikembangkannya    industri-
industri   tersebut   akan tercipta suatu  ekosistem  perekonomian  syariah  yang mencakup berbagai sektor yang 
semuanya dijalankan dengan prinsip syariah. 
 
Untuk  mencapai tujuan  mewujudkan  sistem keuangan  yang  tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, OJK  
Sumbar melakukan  dorongan dari dua sisi, yaitu hulu dan hilir.  Pada sisi hilir  adalah menciptakan  Sektor Jasa 
Keuangan yang kuat dan stabil. Di sisi lain, pada sisi hulu dilakukan dengan turut  mendorong pertumbuhan  
ekonomi dan akses  keuangan melalui  Tim   Percepatan  Akses   Keuangan   Daerah   (TPAKD).   Adapun program 
TPAKD yang telah  dan akan dilakukan OJK  Sumatera  Barat adalah sebagai berikut: 
 

Telah Dilakukan Akan Dilakukan 
Pembukaan      akses       keuangan kepada 35  Nagari di   
tahun  2018 dan  38 Nagari    di   tahun    2019 melalui   
program     Pengembangan Kawasan InklusiKeuangan  
Terpadu bersinergi dengan  Nagari Mandiri Pangan. 

Pengembangan  Kawasan   Inklusi Keuangan    
Terpadu        bersinergi dengan   Nagari  Mandiri   
Pangan melalui       pembukaan         akses 
keuangan    kepada      4      Nagari Mandiri 
Pangan. 

Penyelenggaraan kegiatan Business  Matching dalam   
rangka peningkatan   peran   sektor    jasa Keuangan         
melalui         fasilitasi penyaluran   Kredit Usaha  Rakyat 
(KUR)  kepada sektor yang menjadi concern      
Pemerintah        Provinsi Sumatera    Barat  berupa  7    
kali kegiatan   sosialisasi  dan   1    kali kegiatan expo jasa 
keuangan pada tahun 2019 yaitu: 
a. Kegiatan     Sosialisasi     dengan tema      "Kemitraan        

Antara Peternak dengan Petani Jagung Pada 
Kawasan  Perunggasan  di Sumatera  Barat"  pada  
tanggal 6 April 2019 di Kota Payakumbuh                    
dengan mengundang 200 perwakilan kelompok tani 
dan peternak. 

untuk     mendukung       Program Strategis  
Nasional   serta   sebagai upaya    melawan    
rentenir    yang telah merajalela di petani 
sehingga kesejahteraan   masyarakat  tidak 
tercapai yaitu: 
a. Perluasan Lahan Jagung sebanyak 10.000 

Ha melalui penyaluran KUR kepada petani 
jagung 

b. Menjamin kemandirian/ kedaulatan pangan    
stok     daging      sapi melalui  KUR   Khusus   
klaster peternakan untuk  mendorong 
peningkatan populasi sapi dari 500 ribu  
ekor menjadi  1 juta ekor  dalam  kurun  
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b. Kegiatan        Sosialisasi      dan Edukasi    Keuangan      
kepada Kelompok       Petani     Jagung, Peternak       
serta     UKM       di Kabupaten   Lima   Puluh  Kota 
pada tanggal 30  April 2019  di Payakumbuh.             
Kegiatan dihadiri  oleh 200  peserta yang terdiri  dari 
perwakilan petani, peternak dan pelaku UKM yang 
berada di  bawah binaan Dinas Tanaman Pangan, 
Hortikultura     dan     Perkebunan     Provinsi 
Sumatera         Barat,         Dinas Peternakan    dan    
Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat serta 
Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumatera Barat. 

c. Kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha    Rakyat   dan    
Edukasi Keuangan   kepada    Petani   di Kab.           
Pasaman            Barat pada  tanggal  22   Juli  2019  
di Simpang    Empat,    Kabupaten Pasaman   Barat.   
Pelaksanaan kegiatan    bersamaan dengan 
penandatanganan MoU  antara Pemerintah                 
Kabupaten Pasaman Barat  Bank Penyalur KUR 
terkait  penyaluran  Kredit Usaha Rakyat dan 
Penunjukan Kecamatan Kinali  sebagai Pilot Project       
perluasan      10.000 Hektar lahan jagung 

d. Kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dan Edukasi 
Keuangan kepada Petani di Kab.Limapuluh Kota 
pada tanggal 2 Agustus 2019 

e. Kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dan Edukasi 
Keuangan kepada petani di Kab. Lima Puluh Kota  
pada tanggal 27 Agustus 2019 bersamaan dengan 
penandatanganan MoU antara Pemerintah 
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Bank Penyalur 
KUR terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada 
Petani di Kabupaten Limapuluh Kota 

f. Kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dan Edukasi 
Keuangan kepada Petani di Nagari Batu Kambing 
Kab.Agam pada tanggal 13 September 2019 

g. Kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dan Edukasi 
Keuangan kepada Petani di Nagari Palembayan 
Kab.Agam pada tanggal 16 September 2019 

h. Pelaksanaan Expo Keuangan dalam bentuk kegiatan 
AKSI Pangan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 
17 Desember 2019 

 

waktu   5 tahun  kedepan   Program   ini 
untuk                       mendukung keberhasilan   
ekspor  rendang (Go International 
Rendang).  

c. Menjamin kemandirian/kedaulatan pangan 
stok beras melalui program KUR klaster Padi 
untuk pembukaan 18.000 hektar lahan 
sawah di 70 Kawasan Nagari Mandiri 
Pangan dengan Dinas Pangan Provinsi 
Sumatera Barat 

d. Program KUR Klaster Perikanan Budidaya 
Ikan KErapu untuk akselerasi peningkatan 
kesejahteraan nelayan. 

e. Program KUR Klaster Perkebunan Kopi Solok 
Rajo pada lahan 3.470 hektar untuk 
peningkatan kesejahteraan petani kopi  

f. Program KUR Klaster Bawang Putih sebanyak 
580 hektar di 5 Kabupaten (Tanah Datar, 
Solok Selatan, Agam, Pasaman dan Solok) 
dalam rangka mengurangi impor bawang 
putih.   
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Bagaimana tantangan utama apa yang saat ini dihadapi dalam 

mengembangkan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan 

syariah? 

 
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat 
 
Ada 3  hal  yang  menjadi  tantangan  utama  untuk  mengembangkan  Ekonomi Syariah  di Sumatera  Barat  : 
1. Persaingan dengan sistem ekonomi lain. Ekonomi Syariah  merupakan sistem ekonomi  yang baru 

berkembang di Indonesia  harus  siap  bersaing  dengan  ekonomi  kapitalis  dan  sosialis yang   telah    
berkembang    dan   mengakar   sejak   pra   kemerdekaan indonesia    hingga    sekarang,    ini   menjadi   
tantangan   yang   sangat signifikan  untuk pengembangannya di Sumatera  Barat. 

2. Masih   kurangnya   pemahaman  masyarakat   dan  pemangku   kebijakan terkait ekonomi syariah. 
3. Belum   optimalnya    pemanfaatan   ekonomi   digital    untuk   mendukung pengembangan ekonomi 

syariah.  
 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat 
 
Tantangan utama pada saat ini dihadapi dalam pengembangan sektor Industri Halal di Sumatera Barat 
sebagai berikut : 

¶ Para pelaku Industri Makanan dan Minumanan saat ini masih kurang mendapat 

¶ sosialisasi mengenai kewajiban penggunaan sertifikat halal; 

¶ Anggaran  untuk  memperoleh  sertifikat  halal  masih  dirasakan  sangat  mahal, sehingga bagi 
Industri Kecil Makanan dan Minuman menjadi suatu masalah yang utama untuk keberlangsungan 
usaha mereka tersebut; 

¶ Lembaga yang memfasilitasi sertifikat halal saat ini masih satu, sehingga menjadi kendala di mana 
tiap daerah tarif pengurusan sertifikat halal berbeda-beda. 

 

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah Provinsi Sumatera Barat 
 
Aspek Kelembagaan Koperasi : 
1. Kurangnya DPS yang bersertikat dan atau direkomendasikan oleh DSN  MUI 
2. Kurangnya SDM Pengelola yang bersertifikasi kompetensi 
 
Aspek Usaha: 
1. Perlunya peningkatan Pengelolaan Maal dan Tamwil 
2. Koperasi belum menjadi salah satu lembaga pengelola ZISWAF 
3. Perlunya penyusunan SOM & SOP yang baku  dan seragam 
4. Perlunya penyediaan aplikasi  akuntansi keuangan  syariah berbasis IT yang seragam 
5. Perlunya peningkatan permodalan koperasi syariah 
 
Aspek Pemenuhan Kaidah Syariah 
1. Belum terpenuhinya  kaidah-kaidah syariah yang tertuang dalam akad-akad dalam setiap transaksi 
2. Kurangnya  Bimtek dan pelatihan peningkatan SDM pengelola 
3. Perlunya Klinik Syariah dalam rangka advokasi pendampingan teknis  
 

a.  Sumberdaya manusia pelaku UMKM yang sebahagiannya masih rendah,berada  di umur tidak produktif 
dan basis ekonomi yang masih lemah 

b. Petugas pendampingan yang memahami seluk beluk Ekonomi Syariah yang masih sedikit dan 
keterbatasan dukungan anggaran untuk peningkatan  SDM dan sosialisasi ke masyarakat secara luas 

c. Sebahagian besar pelaku UMKM tidak punya modal awal yang kuat untuk berusaha sehingga untuk 
dukungan permodalan agak malas mencari dukungan modal dengan prosedur relatif rumit dan 
memerlukan waktu agak lama 



 

 107 

d. Untuk pengurusan sertifikasi Halal diawali dengan S PIRT dari Dinkes Kab/Kota ini sebahagian Kab/Kota 
anggaran terbatas untuk sosialisasi dan UMKM juga berbayar kepada Pemda dan ini sudah kita 
diskusikan dengan Dinas Kesehatan dan Pemda Kab/Kota untuk di bebaskan dan tidak dipungut biaya 

e. Untuk pengurusan sertifikasi halal beberapa tahun kebelakang  sesuai aturan yang ada dibawah 
koordinasi LPOM MUI pengurusan sertifikasi Halal adalah berbayar sedangka kemampuan UMK 
sangat lemah dari segi finansial sehingga menjadi kendala dalam memasifkan sertifikasi halal ini. 

 

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat 
 
Menurut kami tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim adalah 
komitmen dari seluruh pihak baik Pemerintah Daerah, industri/pelaku usaha dan masyarakat. Dalam 
pengembangan pariwisata ramah Muslim dibutuhkan penyediaan fasilitas yang ramah Muslim (musholla, 
toilet dan tempat wudhu, rumah makan yang bersertifikat halal). Untuk penyediaan fasilitas perlu dukungan 
komitmen dan penganggaran.  
 

Kepala Dinas Penananaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat 
 
Sebagai daerah dengan penduduk beragama  Islam yang tinggi, 97 % dari total  populasi,  secara  umum  dapat  
dikatakan  bahwa  tidak  ada  tantangan  atau hambatan yang berarti dalam mengundang  masuknya investasi 
ke Sumatera barat untuk  mengembangkan   sektor  ekonomi  syariah,  industri  halal,  dan  keuangan syariah.  
Apalagi  didukung   pula  oleh  filosofi  kehidupan   bermasyarakat   yang dianut oleh orang Minangkabau 
dengan filosofinya "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi  Kitabullah"  yang  mencerminkan  bahwa  kehidupan  
masyarakat Minangkabau harus berlandaskan kepada hukum dan ketentuan Syariat Islam. Untuk  industri  
halal,  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya   sertifikasi halal  masih  rendah.  Hal  ini disebabkan  karena  
masyarakat  menganggap  bahwa semua  produk  di  pasar  sudah  halal  karena  mayoritas  masyarakat  di  
Provinsi Sumatera Barat beragama Islam. Hal ini membuat masyarakat  belum menganggap industri halal 
sebagai peluang bisnis. Masalah   krusial   yang   selama    ini   sering   dianggap    menjadi   faktor penghalang 
masuknya  investasi yang membutuhkan  lahan luas adalah keberadaan tanah  ulayat.  Permasalahan  terjadi 
disebabkan  karena  pemanfaatan  tanah  ulayat yang selama  ini menurut  masyarakat  seringkali  merugikan  
pemilik  tanah ulayat. Namun untuk mengatasi pennasalahan ini, DPM &PTSP  Provinsi  Sumatera Barat telah 
menindaklanjuti  Peraturan  Daerah Provinsi Sumatera Barat Nornor 6 Tahun  
2008  tentang  Tanah  Ulayat  dan  Pemanfaatannya dengan  menetapkan  Peraturan Gubernur Sumatera  
Barat Nomor  21 Tahun 2012 tentang  Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan   Tanah    Ulayat    Untuk   
Penanaman   Modal.    Dengan    penetapan Peraturan Gubemur ini  diharapkan tercipta  pola  pemanfaatan 
tanah  ulayat  yang saling   menguntungkan  bagi  pemilik   tanah  ulayat  maupun   bagi   investor  dan 
diharapkan  dapat   mengeliminasi   konflik   di   kemudian  hari   ketika   kegiatan investasi telah berlangsung 
di atas tanah ulayat. 
 
Sedangkan  untuk   keuangan  syariah,   trend   menunj ukkan   peningkatan kesadaran masyarakat akan  
pentingnya keuangan syariah  yang jauh dari konsep riba.  Bahkan   Bank  Nagari   (BPD  Sumatera   Barat)  
turut  merespon  peningkatan kesadaran   masyarakat   akan    kebutuhan   keuangan    syariah    tersebut    
dengan melakukan konversi  Bank  Nagari  dari bank  konvensional menjadi  bank  syariah berdasarkan hasil  
Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  (RUPSLB)  pada akhir November 2019 yang lalu. 
Tantangan utama  lainnya dalam mengundang masuknya investasi  dari luar untuk   mengembangkan  
ekonomi   syariah   adalah   belum   dikenalnya   Provinsi Sumatera  Barat  sebagai  daerah  yang  berpotensi  
untuk  investasi ekonomi  syariah, sehingga perlu  promosi   yang  dapat   menarik   investor  berinvestasi  di  
Provinsi Sumatera   Barat  di  sektor  ekonomi   Syariah  Islam  (termasuk  industri  halal  dan keuangan syariah. 
 

Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 
 
a. Keterbatasan  kapabilitas  untuk  meningkatkan  kapasitas  ekonomi  syariah,  baik  dari  sisi  SDM maupun 
dari sisi teknologi informasi. 
b. Keterbatasan  permodalan  usaha syariah  dan akses ke lembaga  keuangan 
c. Terbatasnya akses pasar untuk menjual hasil produksi  usaha syariah/ponpes. 
d. Pemahaman/kesadaran   dan  kebanggaan masyarakat  untuk  berusaha  secara  syariah   masih rendah  
karena usaha syariah  masih dimaknai sebatas  pada makanan halal saja. 
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Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat 
 
Meskipun   Sumatera   Barat  memiliki  potensi  dari    segi   agama,   budaya masyarakat dan komitmen kuat  
dari   pemerintah  daerah,  masih terdapat beberapa  tantangan  yang   dihadapi  oleh   Industri  Jasa Keuangan  
terkait pengembangan  sektor  syariah,  khususnya   di   Provinsi  Sumatera   Barat sebagai berikut:  
 
Á Masyarakat  Sumatera  Barat  cenderung rasional  dalam hal  melakukan kegiatan  ekonomi.  Sehingga 

kecenderungan  untuk  menempatkan  dana (DPK)  pada  bank  syariah relatif lebih tinggi  dikarenakan  
margin   atau imbalan bagi  hasil yang akan diperoleh  pada bank syariah relatif  lebih tinggi dibanding 
bank konvensional. 

Á Sejalan   dengan  imbalan  bagi  hasil  DPK   syariah  yang  cukup   tinggi, mempengaruhi equivalent rate 
penyaluran dana (pembiayaan)  yang relatif lebih tinggi dibandingkan suku bunga kredit bank 
konvensional.  Sehingga masyarakat Sumatera Barat cenderung memilih produk pembiayaan atau kredit 
pada bank konvensional dengan suku bunga yang lebih rendah. 

Á Persentase masyarakat yang memahami produk keuangan syariah belum begitu tinggi. Diperlukan 
upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar produk keuangan syariah tidak hanya dipandang dari 
sisi untung-ruginya saja namun penerapan keuangan syariahjuga perlu memperhatikan aspek 
keberkahan.   Hal ini  dikarenakan konsep  ekonomi syariah  adalah  satu-satunya  konsep ekonomi yang  
diturunkan  berdasarkan  nilai-nilai dalam agama Islam. 

Á Sinergi antar instansi atau lembaga dalam berkomitmen mengembangkan ekonomi   dan   keuangan    
syariah   di    Sumatera  Barat    masih    perlu ditingkatkan. Sehingga program-program dan anggaran 
yang dimiliki oleh masing-masing   instansi   atau   lembaga  tersebut   lebih    fokus    untuk 
mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. 
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Lampiran 
 
 
 
 

Provinsi Sumatera Barat 

 
Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi) 
 

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren 

No Nama Pesantren Deskripsi Program  

1 Pondok Pesantren Al Kautsar 
Muhammadiyah 

Pengembangan Sektor Usaha Jasa (Fotocopy) 
 

2 Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Pengembangan Sektor Usaha Jasa (Laundry) 

 

Daftar Usaha-Usaha Syariah yang Dikelola Pondok Pesantren 

No. 
Nama 

Pesantren 
Nama Unit Usaha yang 

dikelola Santri 
Deskripsi 

1 Pondok Pesantren  
Al Kautsar  
Muhammadiyah 

Laundry, Depot Air minum isi 
ulang, dan barber shop  
 

Sektor Usaha Jasa Fotokopi dan Depot Air 
Minum isi ulang  

    2 Pondok Pesantren 
Diniyyah Puteri 

Fashion Diniyyah Pengembangan Sektor Usaha Baju Muslim 

Zam-zam Laundry Pengembangan Sektor Usaha (Laundry) 

3 Pondok Pesantren 
Sumatera Thawalib 

Jasa Catering Jasa Catering saat ini hanya untuk sekitar 
1.300 orang untuk 3 kali makan sementara 
kapasitas jasa catering masing 
memungkinkan untuk dikembangkan di luar 
pondok pesantren dan sangat berpotensi 
apabila unit usaha cateing ini di kembangkan 
menjadi rumah makan/ restaurant. 

  4 Pondok Pesantren 
Yayasan Waqaf Ar 
Risalah 

Jasa Konveksi dan Jasa Bordir Pada saat ini kebutuhan penyediaan 
seragam siswa berupa kain,jasa menjahit 
dan border dipenuhi pihak ketiga. Sehingga 
Yayasan memiliki rencana pembentukan 
unit usaha konveksi namun pada tahap awal 
difokuskan untuk memenuhi kebutuhan 
border 
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Provinsi  

Jawa Barat 
 
 
 
 

Sekilas  
tentang Ekonomi Syariah Provinsi Jawa Barat 

 
 
 

 
Provinsi Jawa Barat memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan 
keuangan Syariah. Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 49 juta jiwa 
dimana 98 persen diantaranya Muslim, maka Provinsi Jawa Barat berpeluang untuk 
dijadikan sebagai poros ekonomi Syariah. Dengan potensi sektor unggulan seperti Pariwisata 
ramah Muslim, Kuliner Halal, Fesyen Halal serta Kosmetik Halal, Provinsi Jawa Barat memiliki 
banyak peluang untuk mendominasi pasar domestik dan internasional untuk segmen 
tersebut. Dukungan pemerintah daerah Jawa Barat dalam bentuk regulasi serta tersusunnya 
roadmap pengembangan ekonomi Syariah menunjukkan keseriusan pemerintah 
daerah/provinsi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Provinsi Jawa 
Barat.  
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Regulasi Tingkat Daerah 
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 

 
 
 
 
 

Peraturan Daerah 
 

Perda No. 13 Tahun 2015 Tentang άtŜƳōƛƴŀŀƴ Řŀƴ 
tŜƴƎŀǿŀǎŀƴ tǊƻŘǳƪ .ŀǊŀƴƎ IƛƎƛŜƴƛǎ Řŀƴ Iŀƭŀƭέ  
 

Peraturan Gubernur 
 

Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Ekonomi 
Halal (dalam proses) 
 

Peraturan Gubernur terkait Pariwisata ramah 
Muslim 
 

Pergub Tim Percepatan Pariwisata ramah Muslim 

Peraturan Gubernur terkait Dana Sosial 
Keagamaan 
 

Nomor 70 Tahun 2015 

Rencana / Masterplan /  Blueprint 
Pengembangan Keuangan Syariah Daerah 

Kebijakan Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Pertumbuhan 
Ekonomi Baru Provinsi Jawa Barat dan Implementasi Pada 
Perencanaan Pembangunan 
 

Lainnya Roadmap pengembangan Ekonomi Syariah Provinsi Jawa 
Barat 
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Rencana Pemerintah Daerah 
di Sektor Ekonomi Syariah  

 
 
 
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 di Provinsi Jawa Barat memfokuskan 
ǇŀŘŀ άaŜƴŎŀǇŀƛ YŜƳŀƴŘƛǊƛŀƴ aŀǎȅŀǊŀƪŀǘ Wŀǿŀ .ŀǊŀǘέΦ !ŘŀǇǳƴ Ǿƛǎƛ ǇŜƳōŀƴƎǳƴŀƴ ƧŀƴƎƪŀ ƳŜƴŜƴgah Provinsi Jawa 
Barat tahun 2018-нлноΣ ŀŘŀƭŀƘΥ ά¢ŜǊǿǳƧǳŘƴȅŀ Wŀǿŀ .ŀǊŀǘ WǳŀǊŀ [ŀƘƛǊ .ŀǘƛƴ ŘŜƴƎŀƴ LƴƻǾŀǎƛ Řŀƴ YƻƭŀōƻǊŀǎƛέΦ 
 

Pertumbuhan 
Ekonomi 
Daerah  

Inflasi 
Tingkat 

Pengangguran 
Tingkat 

Kemiskinan 
Konsumsi RT 

Konsumsi 
Pemerintah 

Investasi Ekspor Impor 

 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019  

5.64% 5.07% 3.54% 3.21% 8.17% 7.99% 7.25% 6.82% 5.03% 4.75% 3.80% 5.13% 5.58% 4.11% 6.71% 2.39% 2.22% -5.56%  

 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jawa Barat Tahun 2018-2023  

 
Á Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa 

Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat 
Ibadah Sebagai Pusat Peradaban. 

Á Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, 
Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan 
Pelayanan Publik yang Inovatif. 

Á Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan 
Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang 
yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan 
Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.  

Á Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing 
Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan 
Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital 
dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi 
Serta Pelaku Pembangunan. 

Á Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang 
Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif 
Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan 
Kabupaten/Kota.  

 

 

 
9 Program Unggulan Prioritas Pembangunan 

Daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 
 

Á Akses Pendidikan Untuk Semua dan 
Pengembangan Budaya 

Á Desentralisasi Layanan Kesehatan 
Á Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi 
Á Pengembangan destinasi dan infrastruktur 

pariwisata 
Á Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara  
Á Infrastruktur Konektivitas Wilayah 
Á Gerakan Bangun Desa (Gerbang Desa) 
Á Subsidi Gratis Golongan Ekonomi Lemah 

(Golekmah) 
Á Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 

 

 
Isu Strategis RPJMD Jabar 

5 tahun ke depan 
 
Á Kualitas nilai kehidupan dan daya saing 

sumber daya manusia  
Á Kemiskinan, pengangguran dan masalah 

sosial 
Á Pertumbuhan dan pemerataan 

pembangunan sesuai daya dukung dan daya 
tampung lingkungan.  

Á Produktivitas dan daya saing ekonomi yang 
berkelanjutan 

Á Reformasi Birokrasi 
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Rencana Pembangunan Ekonomi Syariah di Provinsi Jawa Barat 
 

Sektor Pariwisata Ramah Muslim 
 
Á Penguatan sektor Sumber Daya Insani (SDM) di 

bidang pariwisata ramah Muslim Provinsi Jawa 
Barat dengan dilakukannya penyusunan modul 
pelatihan pariwisata ramah Muslim, pelatihan 
pariwisata ramah Muslim untuk industry dan 
penerapan Kriteria Pedoman Pariwisata ramah 
Muslim Jawa Barat serta adanya sertifikasi 
kompetensi keprofesian 

Á Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata ramah 
Muslim Bertaraf Internasional dengan Harga 
Terjangkau: 
o Dilakukannya kajian infrastruktur dan 

perencanaan pembangunan infrastruktur 
pariwisata ramah Muslim bertaraf 
internasional 

o Penyusunan standar kualitas pariwisata 
ramah Muslim melalui pengembangan 
aplikasi Muslim friendly rating  

o Kajian paket-paket wisata ramah Muslim 
terintegrasi dan penyusunan paket-paket 
wisata unggulan 

o Penyediaan Insentif dan stimulus bagi paket 
wisata dan destinasi unggulan disertai 
sosialisasi paket wisata ramah Muslim 
dengan stakeholder terkait 

Á Peningkatan Daya Saing Industri dan Ekosistem 
Usaha Pariwisata ramah Muslim 
o Mendorong komitmen Kepala Daerah dan 

Pimpinan para pelaku usaha pariwisata untuk 
mengembangkan pariwisata ramah Muslim 

o Penguatan rantai nilai industri pariwisata 
ramah Muslim 

o Penguatan kerjasama antara lembaga, 
perusahaan, dan stakeholder untuk 
meningkatkan daya saing utamanya di sektor 
transportasi, akomodasi, dan industri 
makanan dan minuman halal 

Á Intensifikasi Promosi dan Pengembangan 
Kelembagaan Pariwisata ramah Muslim.  
o Penguatan branding pariwisata ramah 

Muslim melalui media sosial 
o Pembuatan platform aplikasi promosi dan e-

commerce industri pariwisata ramah Muslim 
o Menyelenggarakan program event-event 

pariwisata ramah Muslim berkelanjutan 
Á Pembentukan program penghargaan tingkat 

daerah yang telah melalui kajian indikator-
indikator program penghargaan 
 
 

 

Sektor Makanan dan Produk Halal 
 
Á Penguatan Regulasi dan Infrastruktur Produk 

Halal 
o Merumuskan mekanisme standardisasi yang 

efisien dan efektif baik offline dan online 
o Merumuskan kebijakan standardisasi produk 

halal 
o Sosialisasi dan implementasi kebijakan dan 

mekanisme standardisasi produk halal 
Á Peningkatan Pembentukan Infrastruktur Produk 

Makanan dan Minuman Halal 
Á Pembentukan dan percepatan lembaga 

pemeriksa halal (LPH) produk makanan dan 
minuman 

Á Pembentukan tim percepatan standarisasi proses 
produksi, penyajian, dan sertifikasi jenis makanan 
dan minuman halal 

Á Penetapan harga minimum dan pembiayaan 
sertifikasi halal pada makanan dan minuman 

Á Pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang 
dapat menunjang pengembangan industri halal 

Á Integrasi data system informasi halal 
Á Standardisasi dan sertifikasi produk makanan dan 

minuman halal  
Á Promosi dan literasi produk halal sebagai lifestyle 
Á Membuka rantai distribusi tingkat lokal, regional, 

nasional, dan internasional 
Á Program daerah unggulan makanan dan minuman 

halal 
Á Membuka rantai distribusi tingkat lokal, regional, 

nasional, dan internasional 
Á Program daerah unggulan makanan dan minuman 

halal 
o Identifikasi pontesi pusat-pusat produk halal 
o Penyusunan strategi pengembangan industri 

makanan dan minuman halal daerah 
o Sosialisasi program pengembangan industri 

makanan dan minuman halal 
o Pembangungan infrastruktur dan 

konektivitas yang memperkuat 
pengembangan industri makanan dan 
minuman halal 

Á Peningkatan Efektivitas Institusi dan Industri 
Makanan Halal 
o Menyediakan program insentif bagi pelaku 

usaha 
o Monitoring dan evaluasi 

 
 

 



 

 115 

Sektor Fesyen Muslim 
 
Á Penguatan Pasar Fesyen Muslim Jawa Barat 

o Peningkatan Kompetensi SDM (SKKNI) 
o Scale-up wirasusaha fesyen Muslim 

Á Peningkatan awareness dan kecintaan terhadap 
produk fesyen Muslim 

Á Mendorong market driven Produk Fesyen Muslim  
o Penguatan link and match dan peningkatan 

kapasitas produksi (terutama IKM) 
o Penguatan industri hulu untuk bahan baku 

dan industri manufaktur fesyen Muslim 
o Perlindungan terhadap plagiarisme dan hak 

cipta 
o Pemanfaatan teknologi industri 4.0 melalui 

platform digital 
 

Sektor Keuangan Syariah 
 
Á Kolaborasi dan Sinergi dengan sektor Halal value 

chain 
o Co-branding dengan produk kosmetik halal 

dan co-marketing dengan halal 
travel/pariwisata ramah Muslim Indonesia 

o Kolaborasi dengan pembiayaan Syariah 
Á Pengoptimalan Kerangka Umum Kerja pada 

Sektor Keuangan Islam 
Á Kolaborasi di sektor Keuangan Islam agar dapat 

menyokong Sektor Industri Halal 
 

Sektor Media dan Rekreasi Halal 
 
Á Peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM 

kreatif pada sektor Media & Rekreasi Halal 
Á Peningkatan daya tarik Industri media dan 

rekreasi halal agar menjadi andalan di pasar 
nasional 

Á Peningkatan Halal Value Literation di sektor Obat- 
Kosmetik Halal 

Á Sinergi pengembangan produk kesehatan dan 
kosmetik halal 
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Program Pemerintah Daerah 
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah  

 
 
 
 
 

Sektor Industri Halal 
 
Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

 
Sektor industri halal unggulan yang akan diprioritaskan pengembangannya adalah sektor makanan minuman, 
pariwisata, dan fesyen. Selanjutnya, Peraturan Gubernur terkait ekonomi syariah akan menjadi landasan hukum 
untuk Kabupaten/Kota mengembangkan potensi ekonomi syariah. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga 
telah membentuk Konsorsium Halal Center yang terdiri dari 17 Perguruan Tinggi di Jawa Barat. Pembentukan 
Konsorsium ini merupakan wujud pengembangan halal value chain termasuk riset sains halal untuk memperkuat 
perkembangan ekonomi syariah di Jawa Barat. 

 
Program Pendukung Sektor Halal 
Makanan dan Minuman 
Halal 

Á Sertifikasi halal produk makanan dan minuman 
Á Sertifikasi halal Rumah Potong Hewan (RPH) 
Á Promosi perdagangan dalam dan luar negeri, Pameran 

 

Fesyen Muslim Á Festival Busana Muslim (Muslim Fashion Festival Depok, Cirebon Halal 
Festival, Subang) 

Á Promosi perdagangan dalam dan luar negeri, Pameran 
Á Peningkatan teknologi industri terkait produk bersih 

 

Pariwisata Ramah Muslim Pembentukan Kota/Kabupaten Halal di Cirebon  
 

 
Jumlah Kegiatan Syariah/Halal 
 Jumlah Event Produk Daerah Jumlah Event Produk Halal/Syariah/Islami 

Makanan dan Minuman 3 2 
Fesyen  3 1 
Pariwisata  2 1 

 
Sentra Sektor Industri Halal 

Makanan dan Minuman Halal Fesyen Muslim 
Sentra sektor makanan minuman halal direncanakan 
ada di Cirebon, Depok, dan Bogor dengan cara 
menggiatkan program sertifikasi makanan minuman 
halal. Pertimbangan lainnya bahwa Kabupaten Cianjur, 
Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten 
Sukabumi, dan Kota Bandung telah menyumbangkan 
pendapatan terbesar pada Provinsi Jawa Barat pada 
sektor makanan.  

Sentra fesyen Muslim akan dipusatkan di Bandung. 
Pemerintah telah membuat blue-print perencanaan 
Kota Bandung sebagai pusat bisnis busana Muslim 
dunia. 
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Penetapan Daerah Pariwisata Ramah Muslim 
Á Beberapa daerah memiliki potensi pariwisata ramah Muslim, dikarenakan kearifan lokal yang sudah bernuansa 

Islami seperti Depok dan Majalengka; wisata alam seperti Cirebon, Kuningan, Purwakarta dan Subang; dan 
wisata kerajinan dan kuliner seperti Purwakarta.  

Á Atensi Pemerintah dalam melihat pariwisata ramah Muslim sebagai leading sector juga terlihat dari deklarasi 
kota halal pada Kota Depok, festival kebudayaan yang mengandung unsur Islami pada Kota Majalengka, dan 
peninggalan bangunan sejarah islam pada Kota Cirebon. 

Á Potensi kunjungan wisatawan asing juga terlihat meningkat, terutama wisata air. Khusus di daerah Kabupaten 
Subang, terjadi peningkatan wisatawan asing dari timur tengah untuk berekreasi wisata air. 
 

Tahap Daftar Desa/Kabupaten/Kota Wisata ramah Muslim 
Sudah ada Kabupaten Halal di Cirebon 
Dalam tahap perencanaan Kota Bandung 

 

 
Program Pendorong Pariwisata Ramah Muslim 
Program Industri Pariwisata melalui kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Wisata ramah Muslim tahun 2020, 
mendorong kepada hotel-hotel untuk melakukan pariwisata ramah Muslim, melalui hal-hal sebagai berikut: 
Á Menyediakan makanan halal 
Á Menyediakan fasilitas shalat, pemberitahuan waktu azan, dan arah kiblat.  
Á Adanya pemisahan antara kolam renang dan spa terpisah antara lelaki dan perempuan. 
Á Bar hotel bebas dari minuman beralkohol.  
Á Menyediakan Al-vǳǊΩŀƴ Řƛ ƪŀƳŀǊ ƘƻǘŜƭΦ  
Á Menyediakan tempat wudhu yang terpisah antara pria dan wanita 
Á Menyediakan SDM di bidang pramuwisata untuk berbahasa Arab 
Á Menyediakan sarana berbuka puasa dan sahur. 

 
Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi) 

 
Program Pendukung Sektor Halal 
Á Program IKRA (Industri Kreatif Syariah); Total 

existing hasil kurasi ±30 UMKM  
Á Program Pariwisata ramah Muslim  
Á Festival Ekonomi Syariah wilayah Jawa (FeSyar). 
Á International Sharia Economic Festival (ISEF) 
Á Program FUSARI (Fasilitasi UMKM dan Pondok 

Pesantren oleh Akademisi dan Praktisi) 
Á Pendampingan UMKM Produk berlabel Halal 
Á Capacity Building: Seminar Optimalisasi & 

Digitalisasi Ziswaf untuk pengembangan UMKM. 

Á Desa Berdikari (PSBI Berbasis Ziswaf) 
Á Seminar terkait Sertifikasi Halal bekerjasama 

dengan LPPOM MUI yang diikuti oleh 215 UMKM 
di Priangan Timur. 

Á Pendampingan kepada UMKM binaan/mitra atau 
klaster binaan serta Wirausaha Bank Indonesia 
untuk mendapatkan sertifikat halal dari lembaga 
terkait, berjumlah 27 UMKM. 

Á Pendampingan IKRA terhadap 4 UMKM fesyen, 2   
UMKM Makanan. 
 

 
Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren 

 
Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

 
One Pesantren One Product (OPOP) 
Á Program One Pesantren One Product (OPOP) adalah program untuk mencetak pesantren mandiri melalui 

pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kapasitas ekonomi pesantren melalui peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi dan informasi, 
peningkatan akses pasar dan fasilitasi akses pembiayaan.  

Á Peserta OPOP merupakan pesantren atau koperasi pesantren yang terdaftar resmi yang dibuktikan 
dengan NSPP (Nomor Standar Pondok Pesantren) atau NIK (Nomor Induk Koperasi) yang memiliki usaha 



 

 118 

skala mikro atau kecil berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) dan belum berbadan usaha Perseroan Terbatas (PT).  

Á Dengan jumlah total pesantren terbanyak di Indonesia, Provinsi Jawa Barat menginisiasi ekonomi syariah 
dalam berbagai sektor baik itu makanan, minuman, fesyen, obat-obatan, pertanian, peternakan, 
otomotif, dan lain-lain. 

 

Program Kemitraan UMKM dan Pengusaha Besar 
Tahap Daftar Program Kemitraan di peringkat Desa/Kabupaten/Kota 

Sudah ada Á OPOP (sektor makanan dan minuman, fesyen, pertanian dan peternakan) 
Á Program Wirausahawan Baru (Start Up)  
Á Program Wirausaha Naik Kelas (Scale Up) 
Á Kredit Usaha Mikro  : Kredit Mesra dari CSR Bank BJB 

Tahap perencanaan Inkubator bisnis 
 

 

Program Pemberdayaan UMKM 
Sektor Daftar Program Pendampingan 

Makanan dan 
Minuman Halal 

Á Program UMKM Juara 
o Pendampingan selama 6 bulan; 
o Fasilitasi legalitas hak merk; 
o Fasilitasi pendampingan, pameran dalam daerah, pameran luar 

provinsi, pameran luar negeri 
Á Pelatihan pengolahan makan berbahan baku lokal 
Á Pelatihan keterampilah, olahan makanan bagi rumah tangga miskin 
Á Pendampingan dan pelatihan ekspor 

 

Fesyen Muslim Á Program UMKM Juara 
Á Pelatihan kerajinan kain perca 
Á Pelatihan produk bersih industri tekstil 
Á Pendampingan dan pelatihan ekspor 

 

  
Jumlah Industri Kecil 

Menengah (IKM) 
2017 2018  2019 

IKM mendapat 
pendampingan 
 

1,593 Unit Usaha 1,797 Unit Usaha  1,797 Unit Usaha 

IKM mendapat 
pendampingan 
sertifikasi halal  
 

750 produk 279 produk  300 produk 

UMKM mendapat 
pendampingan 

- -  2,500 UMKM; 100 
UMKM untuk fasilitasi 

hak merk 

 
Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi) 

 

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren 
Jumlah Pesantren Program Pengembangan Ekonomi (Lampiran) 

35 29 

 
Á Holding pesantren Jawa Barat 
Á Pendampingan ponpes terkait pembentukan 

Koperasi Primer 

Á Pengembangan pengelolaan usaha sampah di 
pesantren Bina Insan Mulya, Kabupaten Cirebon 

Á Pengembangan usaha perikanan di PP. Kebon Cinta 
Ciwaringin, Kab. Cirebon  
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Á Program sosial Bank Indonesia untuk kemandirian 
pondok pesantren  

Á Pengembangan usaha terpadu (sentra durian 
sinapel, pengembangan sampah dan 
pengembangan air minum) di PP. Sabilul 
Mardiyah, Kabupaten Majalengka 

Á Pengembangan usaha perikanan di PP. Salman 
Dukupuntang, Kab. Cirebon  

Á Pengembangan usaha laundry dan bakery di PP. Al 
islah Tajug, Kabupaten Indramayu  

Á Pengembangan usaha pertanian terpadu 
(greenhouse) di PP. Almuminin, Kabupaten 
Indramayu 
 

Á Pengembangan usaha di konveksi pakaian di PP. 
Kebon Jambu Al Islami, Babakan Ciwaringin, 
Kabupaten Cirebon 

Á Pengembangan usaha laundry di PP. An-Nur, 
Kabupaten Kuningan  

Á Program dalam rangka mendorong pertumbuhan 
ekonomi serta kemandirian pesantren, di wilayah 
kerja Tasikmalaya. Contohnya, intervensi program 
di unit usaha yang dilakukan oleh pesantren baik di 
bidang pertanian, peternakan, ritel, dll.  

Á Melakukan riset terkait potensi pengembangan 
ekonomi pesantren di wilayah Priangan Timur. 

 

Program Pengembangan UMKM Syariah 
Nama Program Detil Program 

Pitching UMKM 
bersama Fintech 
Syariah 

Á Pelatihan pitching untuk UMKM 
Á Pitching day bersama Fintech syariah 
Á Sosialisasi tentang Fintech syariah 
Á Management keuangan syariah bersama Fintech Syariah 

 

UMKM melek Bursa 
Saham Syariah 

Á Sosialisasi tentang Bursa Saham 
Á Sosialisasi tentang saham syariah 
Á Bagaimana tahapan menuju IPO 
Á Bagaimana masuk bursa saham syariah 

 

Sektor Keuangan Syariah 
 
Program Otoritas Jasa Keuangan (Regional) 

 
Sub-sektor Detil Program 

Perbankan Syariah Á Mendorong   upaya    Pemisahan    Unit    Usaha Syariah  (UUS)   menjadi  Bank  
Umum  Syariah (BUS) atau Spin Off  selambatnya tahun 2023. 

Á Mendorong digitalisasi perbankan syariah  
Á Mendorong perbankan syariah untuk bersinergi dengan   lembaga   keuangan    

syariah   lainnya untuk memperkaya produk dan jasa keuangan syariah. 
Á Meningkatkan  inklusi  dan literasi produk dan jasa perbankan syariah. 
 

Bank Pembangunan 
Daerah 

Á Mendorong Bank untuk melakukan penataan struktur kepemilikan saham 
(maksimal kepemilikan oleh lembaga jasa keuangan lainnya sebesar 40%) 
selambatnya tahun 2028 untuk mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat 
berdampak negative terhadap operasional bank 

Á Mendorong BPD dalam pemenuhan kepengurusan dan perkuatan permodalan di 
tahun 2020 

Á Pengawasan secara aktif untuk memastikan penyerapan profil risiko dan Tata 
Kelola bank (GCG) berjalan dengan baik. 

 
Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi) 

 

Program Pengembangan Keuangan Syariah 
Á Pemanfaatan QRIS untuk lembaga amil zakat 

(Bank CIMB Niaga Syariah) 
Á Pengembangan kampung wirausaha BSM 

Á Program Gerakan Nasional Non Tunai di pondok 
pesantren bekerjasama dengan perbankan 
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Á Program pendampingan dalam rangka 
pembentukan koperasi primer bagi pondok 
pesantren 

Á Program pendampingan UMKM untuk akses 
layanan keuangan 

Á Program QRIS untuk LAZISWAF bekerjasama 
dengan perbankan dan penyedia jasa sistem 
pembayaran 

  

Sektor Keuangan Mikro Syariah 
 
Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

 
Program Pengembangan Koperasi Syariah 

Program Institusi Keuangan Mikro Syariah 
Expo Pembiayaan 
Syariah 

Á Kopontren Al-Mughni 
Á Kspps Bmt Barrah 
Á Kspps Bmt Al-Amanah 

 
Bimtek Penguatan 
Usaha KSP/USP-Kop 
dan KSPPS/USPPS-
Kop 

Á Kbmt Tazkia Garut 
Á Bmt Ciawi Tasik 
Á Kspps Bmt El Taqwa 
Á Kopontren Al Khoeriah 
Á Kopontren Ar Rahmah 
Á .Ƴǘ !ǘ ¢ŀΩŀǿǳƴ 
Á Kspps Bmt Al Fajr 

 

 
Program Otoritas Jasa Keuangan (Regional) 

 

Program Pendampingan, Pengawasan, dan Pengembangan Bank Wakaf Mikro (BWM) 
Á Koperasi LKMS Berkah Bersama Baiturrahman 
Á Koperasi LKMS Berkah Umat Ciganitri 
Á Koperasi LKMS Barokah Pesantren Al-

Masthuriyah 
 

Á Koperasi LKMS Amal Dana Bergulir 
Á Koperasi LKMS Bita Amanah Umat 

 
Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi) 

 

Program Pengembangan Koperasi dan Keuangan Mikro Syariah 
Á Program pendampingan dalam rangka 

pembentukan koperasi primer bagi pondok 
pesantren 

Á Program pendampingan UMKM untuk akses 
layanan keuangan 

 

 

Program Pendampingan Koperasi Syariah 
Koperasi Syariah Desk Á Pertemuan rutin para palaku koperasi Syariah rutin 

Á Konsultasi rutin setiap Kamis jam 3.30-5.00 tentang koperasi Syariah 
Á Membantu, membina dan mendampingi proses pendirian koperasi 

Syariah 
Á Membuat jejaring bisnis antar koperasi Syariah 
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Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) 
 
Program BAZNAS Provinsi Jawa Barat 

 

Kategori Program ZIS dan Alokasi Provinsi Jawa Barat 

Kategori 
Nama Program 

 
Jumlah Penerima Manfaat 

(jiwa) 
Besar Alokasi 

Penyaluran  (Rp) 
Sosial Kemanusiaan 1. Layanan Aktif 

2. Tanggap Bencana 
3. Respon Kebencanaan 
4. Stimulan Rutilahu 
5. Bantuan Rutitebe 
6. Sosial Kemanusiaan 
 

15,335 6,465,708,010 

Pendidikan 1. Beasiswa Mulia 
2. Beasiswa Zakti 
3. Fasilitas Belajar 
4. Advokasi Pendidikan 
 

3,294 6,632,729,904 

Kesehatan 1. Layanan Kesehatan 
2. Layanan Mobil Sehat 
3. Siaga Gizi Sehat 
4. Sanitasi Air Bersih 
5. Stimulan Rutisae 
6. Advokasi Kesehatan 
 

1,906 4,379,243,427 

Pemberdayaan 
Ekonomi 

1. Pemberdayaan Masyarakat 
2. Pelatihan Produktif 
3. Sarana Mandiri 
4. Bantuan Wirausaha 
5. Pendampingan Usaha 
 

3,245 1,914,286,000 

Dakwah 1. Ramadhan Ceria 
2. Safari Ramadhan 
3. Berbagi Qur'an 
4. Fasilitas Ibadah 
5. Pembinaan Imtak 
6. Syiar Islam  

12,801 7,450,907,846 
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Program ZIS BAZNAS Provinsi Jawa Barat Dalam Mengatasi Permasalahan Pandemi Covid-19 

Nama 
Program  

Mekanisme Penyaluran Bantuan 
Alokasi 

Penyaluran 
(Rp)* 

Tipe 
Penerima 
Bantuan/
Manfaat

*  

Dampak yang Terjadi 
pada Penerima Manfaat 

Paket 
Sembako 

Penyerahan paket Sembako - - - 

Bantuan Tunai Bantuan uang tunai - - - 

Penyemprotan 
Disinfectan  

Penyemprotan Disinfectan di 
1.406 lokasi 

- - - 

Hand Sanitizer Pembagian 12.641 botol Hand 
Sanitizer 

- - - 

Paket Makan Pemberian Paket Makan sebanyak 
8.150 paket 

- - - 

Paket APD 
Medis dan 
Vitamin 

Pemberian Paket APD Medis dan 
Vitamin sebanyak 4.916 

- - - 

Wastafel 
Sehat 

Pembuatan Wastafel Sehat 
sebanyak 253 unit 

- -  

Pembagian 
Masker  

Pembagian Masker sebanyak 
94.661 buah 

- - - 

TOTAL - 35.722.498.359 450.022 - 

NB: Data yang tersedia untuk Alokasi Penyaluran dan Tipe Penerima Bantuan/Manfaat hanya Data Total saja 
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Gambaran 
Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah 

 
 

Sektor Industri Halal 
 

Nilai Ekspor Provinsi Jawa Barat 
Sektor Jumlah Ekspor (USD) % Dibandingkan dengan Total Ekspor Non-Migas 

Makanan dan minuman 1.181.801.167 0.0047 % 
Fesyen  3.103.470.000 12.37 % 
Fesyen Muslim 2.297.970 0.000009 % 

 

Jumlah Usaha/ Merk dengan Sertifikat Halal pada Sektor Makanan dan Minuman (Mamin) 

  Sumber: Daftar Belanja Produk Halal LPPOM MUI hingga periode Maret-April-Mei 2019 

 

Kontribusi Sektor Mamin terhadap Perekonomian Jawa Barat 
 2018 2017 2016 2015 2014 

PDRB (Milliar Rupiah)      

Mamin olahan 91,836.43 83,165.63 76,342.3 66,062.75 56,286.69 

Mamin olahan, Base = 2010 66,599.38 61,985.7 58,457.97 53,215.43 48,525.06 

Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb) 46,342.36 40,779.06 36,081.43 31,846.94 27,883.62 

Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), Base 
= 2010 

32,067.08 29,552.34 27,196.75 24,864.83 22,828.67 

      

Pertumbuhan PDRB (%)      

Mamin olahan, Base = 2010 7.44 6.03 9.85 9.67 10.59 

Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), Base 
= 2010 

8.51 8.66 9.38 8.92 6.19 

    
 

  

Kontribusi pada PDRB (%)      

Mamin olahan 4.68 4.65 4.62 4.33 4.06 

Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb) 2.36 2.28 2.18 2.09 2.01 

Sektor Usaha (Tahun 2018)      Sektor Usaha (Tahun 2019)  

Roti 28 Roti 27 

Katering dan Restoran 84 Katering dan Restoran 83 

Tepung, Kanji, and produk turunan/olahan 0 Tepung, Kanji, and produk turunan/olahan 5 

Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung 0 Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung 5 

Susu dan produk olahan/turunan susu 5 Susu dan produk olahan/turunan susu 5 

Makanan olahan, daging dan ungags 44 Makanan olahan, daging dan unggas 42 

Makanan olahan ikan 16 Makanan olahan ikan 16 

Makanan olahan telur 6 Makanan olahan telur 6 

Makanan ringan 61 Makanan ringan 60 

Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ 
pelengkap 

30 Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ 
pelengkap 

30 

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 41 Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 41 

Semua Usaha/Brand Tersertifikasi Halal 315 Semua Usaha/Brand Tersertifikasi Halal 320 
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Total Produksi Daging Daerah (Tahun 2017) 
Populasi Ternak Produksi Daging Ternak (kg) 

Sapi Potong 405,334 Sapi 1,659,849 

Sapi Perah 115,827 Sapi Impor 70,839,666 

Kerbau 102,743 Kerbau 1,906,667 

Kuda 12,928 Kuda 56,622 

Kambing 1,251,354 Kambing 9,396,708 

Domba 11,425,574 Domba 11,245,574 

    

Populasi Unggas  Produksi Daging Unggas (kg)  

Ayam Kampung 26,166,517 Ayam Kampung 26,860,050 

Ayam Petelur 15,157,182 Ayam Petelur 13,519,991 

Ayam Broiler 122,314,586 Ayam Broiler 823,863,375 

Bebek 11,649,227 Bebek 8,913,345 

 

Skor Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Tahun 2018 Provinsi Jawa Barat 
Akses 79 

Komunikasi 46 

Lingkungan 42 

Jasa 56 

Skor IMTI  52 

 

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Jawa Barat 
 2018 2017 2016 2015 2014 

PDRB (Milliar Rupiah)      

Jasa akomodasi 8,298.91 7,616.07 6,932.62 6,251.88 5,838.53 

Jasa akomodasi, Base = 2010 6,093.07 5,733.08 5,362.61 4,911.72 4,716.36 
      

Pertumbuhan PDRB (%)      

Jasa akomodasi, Base = 2010 6.28 6.91 9.18 4.14 5.08 
      

Kontribusi pada PDRB (%)      

Jasa akomodasi 0.42 0.43 0.42 0.41 0.42 

      

Jumlah turis      

Turis mancanegara - 1,962,639 2,027,629 4,428,094 4,984,035 

Turis domestik - 47,992,088 56,334,706 58,728,666 59,644,070 

  

Rating untuk Pariwisata Ramah Muslim di Provinsi Jawa Barat  
Skor Aspek   Skor Aspek   

Skor Akses Udara  5 Skor Lingkungan Kedatangan Turis Muslim 5 

 Kereta  5  Jangkauan Wi-Fi  4 

 Laut  2  Komitmen terhadap 
Pariwisata ramah Muslim 

 3 

 Infrastruktur Jalan  4    
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Skor Komunikasi Panduan Pelancong 
Muslim 

3 Skor Jasa  
Restoran Halal 

 
5 

 Edukasi Pemangku 
Kepentingan 

3  Masjid  5 

 Jangkauan Pasar 4  Bandara  5 

 Pemandu Tur  5  Hotel  5 

 Pemasaran Digital 5  Atraksi  1 

    Skor Total   69 

    Rata-rata Skor   4,06 

NB: data lengkap bisa didapatkan di dalam Laporan Perkembangan Pariwisata ramah Muslim Daerah 2019-2020 

 

Indikator Pariwisata Ramah Muslim Provinsi Jawa Barat 
Indikator Skor/Nilai Keterangan 

Akses Cukup baik Terdapat akses udara, akses kereta, akses laut, 
dan infrastruktur jalan yang baik 

Akses Udara Baik Terdapat bandara internasional  
Bandara International 2 

 

Akses Kereta Baik Terdapat akses kereta 
 

Jumlah rute Ada Panjang 926 km, belum terinfo banyak rutenya, 
melayani perjalanan kereta di daerah Jawa Barat 
dan sekitarnya     

Akses Laut Cukup baik Terdapat pelabuhan 
 

Pelabuhan 1 
 

Infrastruktur Jalan Baik Kondisi jalan sebagian besar dalam kondisi baik 
dan layak  

Jalan Provinsi 1,949 km Panjang 1,949 km, 450 km nya adalah jalan tol 
    

Komunikasi 
 

Memiliki panduan pengunjung, edukasi untuk 
pemangku kepentingan, kegiatan pendukung 
jangkauan pasar, pemandu tur, dan melakukan 
pemasaran digital 

Panduan bagi Pelancong 
Muslim 

Cukup baik Hanya terdapat buku panduan dalam Bahasa 
Inggris 

 
Eksemplar Bahasa Inggris 2 Terdapat 2 jenis eksemplar 

Edukasi Pemangku Kepentingan Baik Terdapat workshop pariwisata ramah Muslim 
 

Workshop 25 
 

Jangkauan Pasar Baik Terdapat beberapa kegiatan pariwisata ramah 
Muslim, terutama festival ramah Muslim  

 
Festival Ramah terhadap 
Muslim 

42 
 

 
Trip Keluarga Ada Al Jazeerah TV, Saudi Arabia 

Pemandu Tur Baik Terdapat pemandu tur yang menguasai Bahasa 
Arab dan Bahasa Inggris  

Bahasa Arab 107 
 

 
Bahasa Inggris 561 

 

Pemasaran Digital Baik Terdapat aplikasi, web, media sosial, dan 
pemasaran digital lainnya  

Aplikasi 2 Google apps 
 

Website 9 
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Indikator Skor/Nilai Keterangan 
 

Media Sosial 3 Facebook, Twitter, Instagram 
 

Lainnya Ada Video youtube, paket wisata ramah Muslim, 
kampanye influencer 

Lingkungan Baik Banyak wisatawan yang datang ke Jawa Barat. 
Cakupan jaringan wifi-nya juga baik. Jawa Barat 
memiliki komitmen untuk mengembangan 
pariwisata ramah Muslim 

Kedatangan Turis Baik Terdapat wisatawan domestik dan 
mancanegara, namun turis mancanegara relatif 
lebih sedikit  

Wisatawan Domestik 63,298,608 
 

 
Wisatawan Mancanegara 155,862 90% nya Muslim 

Jangkauan Wifi  Baik Jaringan internet di bandara gratis dan 
kualitasnya bagus 

Komitmen terhadap Pariwisata 
ramah Muslim 

Cukup baik Sedang menyusun strategi pengembangan 
pariwisata ramah Muslim. Sudah mengadakan 
beberapa konferensi, seminar, serta mendorong 
seritfikasi halal 

Jasa Baik Sebagian besar kebutuhan industri pariwisata 
ramah Muslim dan hal-hal yang fundamental 
seperti restoran halal, masjid, bandara, hotel, 
dan atraksi sudah dimiliki dengan kualitas yang 
baik 

Restoran Halal  Baik Restoran dan outlet bersertifikasi halal sudah 
banyak walaupun masih ada yang self-claimed 

 
Restoran bersertifikat halal 119 

 

 
Outlet bersertifikat halal 2,608 

 

 
Restoran/ Rumah makan 
halal (self-claimed) 

3,671 
 

Masjid Baik Terdapat banyak masjid dan mushala 
 

Masjid 49,938 
 

 
Mushala 37,867 

 

Bandara Baik 
 

 
Mushala 6 2 di area transit, 4 di area umum 

 
Shalat Jumat Ada 

 

Hotel Baik Sudah ada hotel dengan dapur bersertifikat halal 
dan hotel yang tidak menyediakan menu babi 
dan alkohol  

Hotel dengan dapur 
bersertifikat halal 

1 
 

 
Hotel yang tidak 
menyediakan menu babi 

- Tidak terinfo 

 
Hotel yang tidak 
menyediakan menu babi dan 
alkohol 

753 
 

Atraksi Baik Terdapat situs budaya Islami serta wisata 
budaya dan lokal yang ramah Muslim 

 
Situs budaya islami 13 

 

 
Daya tarik wisata budaya 436 99 yang ramah Muslim  
Daya tarik lokal 1,496 60 yang ramah Muslim 
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Sektor Keuangan Syariah 
 

Indeks Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Indeks Tahun 2016 Tahun 2019 

Indeks literasi keuangan Syariah (OJK) 
 

4.7% 18.06% 

Indeks inklusi keuangan Syariah (OJK) 
 

22.3% 21.99% 

Indeks literasi ekonomi Syariah (BI) - 16.9% 

 
 

Profil keuangan BPD Syariah ς Bank Jabar Banten Syariah (Milliar Rupiah) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Total aset gross 6,440 7,442 7,714 6,741 7,723 

Total pembiayaan 5,000 4,540 5,447 4,659 Belum ada 

Total DPK 4,700 5,119 5,978 5,182 5,788.15 

Total FDR 104.75% 98.73% 91.03% 89.85% 93.53% 

Total NPF 6.93% 17.91% 22.04% 4.58% 3.54% 

Pangsa pasar (%) - - - 5% 5.5% 

 

Profil Industri Perbankan Syariah (BUS) di Jawa Barat (Milliar Rupiah) 
 2018 2019 

Pangsa pasar (%) 23.1% 25% 

Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah   

Modal kerja (UMKM) 4,808 5,815 

Modal kerja (bukan UMKM) 2,603 2,048 

Investasi (UMKM) 2,377 3,167 

Investasi (bukan UMKM) 1,818 1,338 

Konsumsi 12,979 14,894 

NPF berdasarkan tipe nasabah   

Modal kerja (UMKM) 292 260 

Modal kerja (bukan UMKM) 4 27 

Investasi (UMKM) 125 119 

Investasi (bukan UMKM) 13 10 

Konsumsi 252 305 

Total   

Total aset gross 39,904 45,089 

Total pembiayaan 24,585 27,261 

Portfolio pembiayaan UMKM (%) 29.2% 32.9% 

Total DPK 30,431 35,244 

Total FDR 80.79% 77.35% 

Total NPF 686 721 

Total NPF (%) 2.8% 2.6% 
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Profil Industri Perbankan Syariah (UUS) di Jawa Barat (dalam Rupiah) 
 2018 2019 

Pangsa pasar (%) 8.5% 9% 

Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah   

Modal kerja (UMKM) 1,107 1,044 

Modal kerja (bukan UMKM) 535 472 

Investasi (UMKM) 250 259 

Investasi (bukan UMKM) 647 667 

Konsumsi 6,852 8,047 

NPF berdasarkan tipe nasabah   

Modal kerja (UMKM) 100 311 

Modal kerja (bukan UMKM) - 183 

Investasi (UMKM) 11 23 

Konsumsi 109 145 

Total   

Total aset gross 12,296 12,371 

Total pembiayaan 9,391 10,489 

Portfolio pembiayaan UMKM (%) 14.5% 12.4% 

Total DPK 7,950 7,742 

Total FDR 118.13% 135.48% 

Total NPF 220 661 

Total NPF (%) 2.3% 6.3% 

Sektor Keuangan Mikro Syariah 
 

Jumlah LKMS dan BWM yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari OJK 
LKMS Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Jumlah yang mendapat 
pendampingan OJK 
 

1 4 5 

 
Profil Fundamental LKMS dan BWM di Bawah Pengawasan OJK 

LKMS dan BWM Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 
Jumlah LKMS yang berada di 
wilayah daerah 

2 5 6 

Jumlah anggota LKMS 40 100 120 
Jumlah pegawai LKMS 9 22 26 
Modal sendiri (dalam Rupiah) 508.5 Juta 517.5 Juta 487 Juta 
Volume usaha (dalam Rupiah) 45 Juta 301 Juta 727 Juta 
Sisa Hasil Usaha/SHU (dalam 
Rupiah) 

1.32 Juta 33.1 Juta 125 Juta 

Total asset (dalam Rupiah) 786 Juta 17,536 Juta 21,836 Juta 
Rata-rata pembiayaan LKMS 
(dalam Rupiah) 

0 < n <= 5 jt  
100% 

 
1,25 jt < n <= 10 jt  

0% 
 

10 jt < n <= 20 jt  
0% 

 

0 < n <= 5 jt  
100%  

 
1,25 jt < n <= 10 jt  

0% 
 

10 jt < n <= 20 jt  
0% 

 

0 < n <= 5 jt  
100%  

 
1,25 jt < n <= 10 jt  

0% 
 

10 jt < n <= 20 jt  
0% 
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LKMS dan BWM Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 
20 jt < n <= 50 jt  

0% 
  

> 50 jt  
 0% 

20 jt < n <= 50 jt  
0% 

  
> 50 jt  
 0% 

 

20 jt < n <= 50 jt  
0% 

  
> 50 jt  
 0% 

 

 

Jumlah IKMS dan BWM yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

IKMS 2019 
Jumlah IKMS yang mendapatkan program 
pendampingan   
 

23 

Jumlah IKMS yang diawasi oleh Dinas (pengawasan 
yang dimaksud adalah pengecekan laporan RAT, 
kunjungan ke IKMS, dsb.) 

23 

 
Profil Fundamental IKMS dan BWM di Bawah Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
Koperasi Syariah (KSPPS) di Provinsi Jawa Barat 

IKMS (KSPPS/USPPS, BMT, Kopontren) 
Tahun 
2019 

Jumlah IKMS yang berada di wilayah kerja 23 

Jumlah anggota IKMS 
116.720  

Jumlah modal sendiri (dalam Rupiah) 73.151.034.913 
Jumlah volume usaha* (dalam Rupiah) 254.749.331.396,41 

Jumlah sisa hasil usaha (dalam Rupiah) 
1.534.243.042 

Jumlah aset IKMS 
448.169.995.228,86 

Rata-rata pembiayaan IKMS di Wilayah kerja 0 < n <= 5 jt  
100%  

1,25 jt < n <= 10 jt  
0% 

10 jt < n <= 20 jt  
0% 

20 jt < n <= 50 jt  
0% 

> 50 jt  
 0% 

 
   NB: Data untuk Volume Usaha hanya tersedia dalam bentuk Pembiayaan ke anggota KSPPS saja 

 

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) 
 

Daftar BAZNAS Aktif dan LAZ Aktif (Rekomendasi BAZNAS) 
 
 

 
28 BAZNAS aktif dan 21 LAZ 

(Rekomendasi BAZNAS) 
 

Baznas Provinsi Jawa Barat, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. 
Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. 
Kerawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. 
Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu, Kab. Bandung, Kab. Bandung 
Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. 
Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran, Kota Banjar serta LAZ Rumah 
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Zakat Indonesia, LAZ Daarut Tauhid , LAZ Perkumpulan Persatuan Islam, LAZ 
Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia, LAZ Panti Yatim Indonesia Al Fajr, LAZ 
Semai Sinergi Umat,LAZ Gema Indonesia Sejahtera,LAZ Yayasan Al Hilal 
Rancapanggung,LAZ Rumah Peduli Umat Bandung Barat,LAZ Zakatku Bakti 
Persada,LAZ Indonesia Berbagi,LAZ Amal Madani Indonesia,LAZ Insan 
Masyarakat Madani,LAZ Al Bunyan Bogor,LAZ Yayasan Zakat Sukses,LAZ 
Yayasan Nahwa Nur,LAZ Yayasan Rumah Amal,LAZ Yayasan Muslim Al-Kahfi 
Bekasi,LAZ Yayasan Ukhuwah Care Indonesia, LAZ Yayasan Tasdiqul Quran, 
LAZ Yayasan Baitulmaalku 
 

 

Alokasi APBD/Hibah Pemerintah Daerah kepada Institusi Pengelola Zakat yang Resmi 
Daftar Alokasi APBD/Hibah Nominal Alokasi (Rp) 

Hak keuangan pimpinan 864,920,000 
Biaya administrasi umum 82,580,000 

 

 

Jumlah Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah (Rp) 
Jenis Dana Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Penghimpunan Zakat    
Á Zakat Fitrah   9,000,000  6,435,000  2,311,750 
Á Zakat Maal/Harta  

 
 15,193,831,261  23,928,810,351  24,422,731,718 

Penghimpunan Infak     
Á Infak Bebas  1,099,637,154  463,767,338  890,137,180 
Á Infak Terikat (termasuk CSR dan 

kurban) 
 94,560,929  766,791,703  1,537,415,706 

 

Jumlah Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (Rp) 
Jenis Dana Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Penyaluran Zakat 
 

 19,807,521,532  18,623,356,169  25,824,184,787 

Penyaluran Infak   782,590,300  338,966,500  1,018,690,400 
 

Jumlah Penerima Manfaat Tercatat    
Á Perorangan 2,086 Orang 1,870 Orang 2,874 Orang 
Á Yayasan/Komunitas 2,125 Orang 1,173 Orang 1,601 Orang 

 

Besar Alokasi Penyaluran Zakat, Infak, Infak Terikat, Dana Sosial Keagamaan Lainnya 

Bidang Program 
Tahun 2017 

(Rp) 
Tahun 2018 

(Rp) 
Tahun 2019 

(Rp) 
Sosial Kemanusiaan 6,662,476,100 4,545,051,053 6,478,708,010 
Pendidikan 3,417,232,000 3,646,943,500 6,632,729,904 
Kesehatan 2,448,043,700 4,541,055,700 4,379,243,427 
Pemberdayaan Ekonomi 2,168,610,500 1,840,491,000 1,914,286,000 
Dakwah 5,111,159,232 4,562,534,116 7,437,907,846 
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Program Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah di Provinsi Jawa Barat  

No Kategori Nama Program 
Jumlah Penerima 
Manfaat (Jiwa) 

Besar Alokasi 
Penyaluran (Rp) 

1 Sosial Kemanusiaan 1. Layanan Aktif 
2. Tanggap Bencana 
3. Respon 

Kebencanaan 
4. Stimulan Rutilahu 
5. Bantuan Rutitebe 
6. Sosial Kemanusiaan 

15,335 6,465,708,010 

2 Pendidikan 1. Beasiswa Mulia 
2. Beasiswa Zakti 
3. Fasilitas Belajar 
4. Advokasi Pendidikan 

3,294 6,632,729,904 

3 Kesehatan 1. Layanan Kesehatan 
2. Layanan Mobil Sehat 
3. Siaga Gizi Sehat 
4. Sanitasi Air Bersih 
5. Stimulan Rutisae 
6. Advokasi Kesehatan 

1,906 4,379,243,427 

4 Pemberdayaan Ekonomi 1. Pemberdayaan 
Masyarakat 

2. Pelatihan Produktif 
3. Sarana Mandiri 
4. Bantuan Wirausaha 
5. Pendampingan 

Usaha 

3,245 1,914,286,000 

 

5 Dakwah 1. Ramadhan Ceria 
2. Safari Ramadhan 
3. .ŜǊōŀƎƛ vǳǊΩŀƴ 
4. Fasilitas Ibadah 
5. Pembinaan Imtak 
6. Syiar Islam 

12,801 7,450,907,846 

 

Indeks Zakat Nasional (IZN) Jawa Barat 
 2018 2019 

Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Makro)   

Regulasi Belum ada 1 

Dukungan Finansial dari Pemerintah (APBN/APBD) untuk BAZNAS Belum ada 1 

Jumlah Resmi Lembaga Zakat/OPZ, muzakki, and mustahik  0.75 1 

Rasio, Jumlah muzakki individual/jumlah rumah tangga di level Provinsi Belum ada Belum ada 

Rasio, Jumlah dari muzakki institusi/jumlah institusi di level Provinsi 0.75 Belum ada 

Database dari institusi/lembaga zakat yang terdaftar 0.5 0,33 

Total Indeks Makro 0.15 0,80 

 
Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Mikro) 

  

Penghimpunan 0.75 1 

Pengelolaan 0.75 1 

Penyaluran 0.88 1 
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Pelaporan 1 1 

Indeks Kesejahteraan CIBEST 1 1 

Modifikasi Indeks Pengembangan Manusia (HDI) 0.75 1 

Kemandirian 0.5 0,58 

Institutional 0.84 1 

Dampak Zakat 0.8 0,72 

Total Indeks Mikro 0.82 0,83 

 
Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Zakat Jawa Barat 

 2020 

Indeks Literasi Zakat 73.38 

Indeks Pemahaman Dasar tentang Zakat 78.53 

Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Zakat 63.83 

 
Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Wakaf Jawa Barat 

 2020 

Indeks Literasi Wakaf 59.93 

Indeks Pemahaman Dasar tentang Wakaf 68.04 

Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Wakaf  44.86 

 

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren 
 

Jumlah Pesantren dengan Usaha-Usaha Syariah 
 

22 Pondok Pesantren 
 

 
57 Usaha-usaha Syariah (detil di Lampiran) 
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Sektor Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Syariah 
 

Perguruan Tinggi yang Menyediakan Program Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah Terkait 
Jenjang Jumlah 

Universitas 
tahun 2019 

Program Studi tahun 2019 2018 2019 

Nama Program 
studi 

Jml. Program 
Studi 

Jml. 
Dosen 

Jml. 
Mahasiswa 

Jml. 
Dosen 

Jml. 
Mahasiswa 

Sarjana 90  Akuntansi Syariah  4   21   483   21   333  

Bisnis Islam  1   8   355   8   177  

Ekonomi Syariah  55   343   12.464   343   7.070  

Hukum Ekonomi 
Syariah 

 27   173   5.465   173   2.974  

Ilmu Ekonomi dan 
Keuangan Islam 

 1   10  Belum ada     10  Belum ada 

Manajemen Bisnis 
Syariah 

 5   15   623   15   413  

Manajemen Haji 
dan Umroh 

 2   3   36   3   22  

Manajemen 
Keuangan Syariah 

 2   7   1.735   7   1.045  

Perbankan 
Syariah 

 34   153   3.489   153   1.583  

Magister 5  Ekonomi Syariah  5   17   125   17   84  

Akuntansi Syariah  1   -     -     -     -    

Hukum Ekonomi 
Syariah 

 1   5   187   5   177  

Doktoral 0       

      

 
Akreditasi Perguruan Tinggi Dan Program Studi Ekonomi Syariah Terkait 

Akreditasi  

AkreditasiPerguruan Tinggi AkreditasiProgram Studi 

S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Akreditasi A 7 2 - 4 - - 

Akreditasi B 8 1 - 30 2 - 

Akreditasi C 33 1 - 49 2 - 

Belum TerAkreditasii 42 1 - 48 3 - 
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Peluang Investasi Daerah 
untuk Industri Keuangan Syariah  

 
 
 
No. Nama Proyek Investasi Pemangku 

Kepentingan 
Sektor Tahapan Proyek 

Investasi 
Nilai Perkiraan 

Investasi (dalam 
Rupiah) 

1 Lulut Nambo Solid Waste 
Treatment Plant 

Pemprov Jabar Infrastruktur Tahap Konstruksi 125,000/ton  

2 Legok Nangka Solid Waste 
Treatment Plant 

Pemprov Jabar Infrastruktur Siap untuk 
Penawaran 

3.2 triliun 

3 Jatigede Water Treatment 
Plant 

Pemprov Jabar Infrastruktur Siap untuk 
Penawaran 

2.1 triliun 

4 Greater Bandung Railway 
Development 

Pemprov Jabar Infrastruktur Siap untuk 
Penawaran 

3.7 triliun 

5 6 Regional Hospital 
Development 

Pemprov Jabar Infrastruktur Kajian Pendahuluan 350 miliar ς 1.4 
triliun 

6 Publik Street Lighting Pemprov Jabar Infrastruktur Perencanaan 200 miliar untuk 
akses 

7 Greater Bandung Raya Liquid 
Water Treatment Plant 

Pemprov Jabar Infrastruktur Perencanaan 115.3 miliar 

8 Greater Bandung Water 
Treatment Plant 

Pemprov Jabar Infrastruktur Perencanaan 2.9 triliun 

9 Puncak Pass Acess Way Pemprov Jabar Infrastruktur Perencanaan 1.2 triliun 

10 Patimban Railway Access Pemerintah 
Pusat 

Infrastruktur Perencanaan 1.1 triliun 

11 Kertajati Railway Access Pemerintah 
Pusat 

Infrastruktur Perencanaan 2.7 triliun 

12 Cibungur ς Tanjung Rasa 
Shortcut Railway 

Pemerintah 
Pusat 

Infrastruktur Perencanaan 1.9 triliun 

13 Nusawiru Airport Pemprov Jabar Infrastruktur Perencanaan 238 miliar 

14 Greater Cirebon Liquid Waste 
Treatment Plant 

Pemprov Jabar Infrastruktur Perencanaan 116.5 miliar 

15 Pondok Seni Pangandaran PT. Jaswita 
Jabar 

Pariwisata Perencanaan 42 miliar 

16 BIJB Transit Hotel PT. Jaswita 
Jabar 

Pariwisata Perencanaan 19.2 miliar 

17 Jahe PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 15 miliar 
18 Kentang PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 9.6 miliar 
19 Lemon PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 10.5 miliar 
20 Kopi PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 75 miliar 
21 Stevia PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 20.4 miliar 
22 Bawang Putih PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 6 miliar 
23 Kacang PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 31 miliar 
24 Paprika PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 1.5 miliar 
25 Vanila PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 1.5 miliar 
26 Mangga PT Agro Jabar Komoditas Data Tidak Tersedia 5 miliar 
27 Jagung PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 3.6 miliar 
28 Cabai PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 2.5 miliar 
29 Singkong PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 5 miliar 
30 Nilam PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 10.8 miliar 
31 Jabon PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 10 miliar 
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No. Nama Proyek Investasi Pemangku 
Kepentingan 

Sektor Tahapan Proyek 
Investasi 

Nilai Perkiraan 
Investasi (dalam 

Rupiah) 
32 Sengon PT Agro Jabar Komoditas Data Tidak Tersedia 8 miliar 
33 Industri Tepung Tapioka PT Agro Jabar Komoditas Sedang Beroperasi 5 miliar 
34 Pabrik Kopi PT Agro Jabar Komoditas Sedang Beroperasi 10 miliar 
35 Pabrik Pakan (Indigofera) PT Agro Jabar Komoditas Data Tidak Tersedia 77.3 miliar 
36 Penyimpanan Sayuran PT Agro Jabar Komoditas Data Tidak Tersedia 62.5 miliar 
37 Pabrik Gula Aren PT Agro Jabar Komoditas Data Tidak Tersedia 5.5 miliar 
38 Gudang Sayuran PT Agro Jabar Komoditas Data Tidak Tersedia 6 miliar 
39 Pabrik Pemrosesan Buah PT Agro Jabar Komoditas Sedang Beroperasi 6 miliar 
40 Unggas PT Agro Jabar Komoditas Data Tidak Tersedia 3.6 miliar 
41 Peternakan Sapi Perah PT Agro Jabar Komoditas Data Tidak Tersedia 199.7 miliar 
42 Al-Ihsan Development Project RSUD Al-Ihsan Kesehatan Perencanaan 500 miliar 
43 Kertajati Aetropolis 

Development 
PT BIJB Infrastruktur Perencanaan Data Tidak 

Tersedia 
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Survei UMK (Usaha Mikro dan Kecil) 
Makanan Minuman Olahan10 

Provinsi Jawa Barat 

 

 

 

 
10 Kegiatan survey dilakukan bersama IPB dan GAPPMI (bagian UMKM) dengan jumlah responden sebanyak 125 
UMK Makanan Minuman Olahan di Provinsi Jawa Barat 

18,80%

19,55%

28,57%

30,08%

36,84%

41,35%

53,38%

61,65%

Logistik untuk bahan mentah dan bahan baku

Pergudangan

Kualitas dan keamanan produk

Pengembangan produk baru

Suplai bahan mentah dan bahan baku

Penggunaan teknologi

Pemasaran dan penjualan

Biaya operasional perusahaan

Permasalahan Umum UMK Pengolahan Makanan 
Minuman

12,00%

12,80%

16,80%

18,40%

21,43%

21,60%

25,60%

32,00%

45,60%

61,60%

63,64%

Perantara untuk mendapatkan bahan baku

Suku bunga pinjaman

Logistik dan pergudangan

Legal

Sewa

Pemeliharaan peralatan, mesin, dsb

Packaging untuk produk

Teknologi

Listrik, gas, dan air

Gaji pegawai

Bahan baku

Top 3 Permasalahan Aspek Biaya Operasional
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11,76%

18,82%

20,00%

23,53%

24,71%

27,06%

28,24%

35,29%

38,82%

41,18%

Program iklan & pemasaran tidak sesuai dengan target
konsumen

Mahalnya biaya iklan

Design packaging produk

Tidak/kurang memahami kebutuhan dan perilaku
konsumen

Kesulitan dalam menjual produk ke pasar ekspor

Kurang dapat memenuhi permintaan konsumen dalam
volume besar dan cepat

Kesulitan dalam menentukan jalur penjualan yang
efektif dan efisien

Harga produk kompetitif dengan kualitas terbaik

Terlalu banyak kompetitor produk sejenis

Kesulitan dalam menjual produk kepada perusahaan
besar

Top 3 Permasalahan Aspek Pemasaran

7,78%

10,78%

11,38%

12,57%

16,77%

17,37%

18,56%

28,74%

30,54%

53,89%

53,89%

Rendahnya kualitas jasa logistik dari supplier

Kurangnya variasi jenis bahan baku

Keterlambatan dalam menerima bahan baku

Kesalahan spesifikasi bahan baku pada saat barang
diterima

Kurangnya informasi yang benar terkait harga pasar

Cukupnya ketersediaan uang kas

Kurangnya akses kepada berbagai macam supplier

Kesulitan dalam mendapatkan kualitas yang baik

Faktor musiman untuk bahan baku jenis tertentu

Mahalnya harga bahan baku

Fluktuasi harga bahan baku

Top 3 Permasalahan Aspek Suplai Bahan Baku
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36,44%

44,07%

45,76%

48,31%

50,85%

58,47%

Menentukan rute pengiriman yang paling efisien

Menjaga fasilitas logistik agar tetap bersih dan higienis

Menghindari agar tidak terjadi kontaminasi

Melatih pegawai mengenai keamanan produk saat proses
pengiriman

Menjaga temperatur dan kelembaban tertentu selama
pengiriman

Turunnya kualitas bahan baku selama proses pengiriman

Top 3 Permasalahan Aspek Transportasi / Logistik

22,73%

26,62%

32,47%

34,42%

34,42%

35,71%

37,66%

39,61%

Turunnya kualitas barang jadi di tempat penyimpanan

Turunnya kualitas bahan mentah di tempat penyimpanan

Kurangnya/tidak adanya fasilitas untuk menyimpan barang
jadi

Kurangnya/tidak adanya fasilitas untuk menyimpan bahan
mentah

Mengatur perputaran produk secara optimal

Menjaga tempat penyimpanan agar tetap bersih dan
higienis

Menjaga temperatur dan kelembaban tertentu di tempat
penyimpanan untuk bahan mentah/barang jadi

Menghindari tidak terjadi kontaminasi di bahan
mentah/barang jadi

Top 3 Permasalahan Aspek Pergudangan
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27,86%

35,00%

39,29%

49,29%

59,29%

69,29%

Mendapatkan SDM yang paham cara mengoperasikan
barang teknologi

Pelatihan pegawai untuk bekerja dengan barang teknologi
terbaru

Pemeliharaan dan perbaikan barang teknologi yang
digunakan

Pemilihan barang teknologi terbaik dengan dana terbatas

Mendapatkan informasi mengenai barang teknologi
terbaru dengan harga terjangkau

Kurangnya/tidak adanya barang teknologi automasi

Top 3 Permasalahan Aspek Penggunaan Barang Teknologi

20,86%

33,09%

37,41%

37,41%

38,13%

39,57%

42,45%

43,88%

Mendapatkan masukan dari konsumen untuk
meningkatkan kualitas produk

Packaging yang aman dan sesuai dengan karakteristik
produk

Memenuhi kriteria labeling produk

Mendapatkan sertifikat keamanan produk

Memenuhi regulasi terkait keamanan produk

Mendapatkan sertifikat halal

Menjaga kualitas produk sesuai standar tertentu

Menjaga tingkat higienis di tempat produksi dan pekerja

Top 3 Permasalahan Aspek Kualitas dan Keamanan Produk
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12,68%

24,65%

26,76%

36,62%

41,55%

42,25%

42,96%

42,96%

Biaya untuk mengembangkan produk baru terlalu mahal

Menentukan harga yang pas untuk produk baru

Memiliki resep unik yang sulit ditiru kompetitor

Memeriksa selera konsumen terkait produk baru

Strategi pemasaran untuk produk baru

Meningkatkan kapasitas produksi dalam skala besar
dengan standar kualitas produk yang sama

Mendapatkan ide orisinil dalam pengembangan produk
baru

Mengetahui variasi produk tipe apa saja yang diinginkan
konsumen

Top 3 Permasalahan Aspek Inovasi Produk Baru

50,46%

49,54%

Memiliki sertifikat halal

Belum memiliki sertifikat halal

Sertifikasi Produk Halal
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9,86%

15,49%

28,17%

45,07%

Meningkatkan omset bisnis anda

Mengikuti program pendampingan dari pemerintah

Konsumen mempertanyakan kehalalan produk anda

Prinsip anda berbisnis secara Islami

Top 1 Alasan Mengurus Sertifikasi Halal

10,45%

16,42%

20,90%

23,88%

23,88%

Adanya sertifikat halal tidak akan mempengaruhi bisnis
anda

Faktor biaya untuk mendapatkan sertifikat halal

Kurang mendapatkan informasi mengenai program-
program pemerintah terkait halal

Tidak memahami tata cara mengurus sertifikasi halal

Faktor administrasi dalam mengurus sertifikasi

Top 1 Kendala Mengurus Sertifikasi Halal

4,63%

95,37%

Mendapat pembiayaan syariah

Belum mendapat pembiayaan syariah

Pembiayaan Syariah
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Survei UMK (Usaha Mikro dan Kecil) 
Makanan Minuman Kuliner11 

Provinsi Jawa Barat 

 

 

 

 
11 Kegiatan survey dilakukan bersama IPB dan GAPPMI (bagian UMKM) dengan jumlah responden sebanyak 294 
UMK Makanan Minuman Kuliner di Provinsi Jawa Barat 

27,80%

36,61%

41,36%

52,20%

59,32%

79,66%

Kepuasan konsumen yang tidak tinggi

Kualitas produk dan pengembangan produk baru

Faktor pihak perantara

Rendahnya produktifitas usaha

Jumlah pelanggan yang menurun/kurang bertambah

Mahalnya biaya operasional usaha

Permasalahan Umum UMK Penyediaan Makanan 
Minuman

4,68%

7,02%

17,39%

18,39%

36,79%

47,83%

48,49%

54,85%

60,20%

Proses pemesanan yang efisien

Sertifikat halal

Diskon/cashback/loyalty poin

Hubungan personal yang dekat

Tempat yang nyaman

Rasa sesuai selera konsumen

Harga sesuai kualitas makanan

Kualitas makanan

Kualitas pelayanan

Faktor Daya Tarik Konsumen
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4,26%

4,26%

6,89%

9,18%

9,84%

10,16%

10,82%

11,48%

39,02%

46,89%

65,57%

69,84%

Suku bunga pinjaman

Food delivery dari pihak ketiga

Perantara untuk mendapatkan suplai bahan baku

Pelatihan pegawai

Bahan mentah yang busuk

Legal

Bahan mentah yang tak terpakai

Teknologi

Pemeliharaan dapur, dsb

Sewa

Gaji pegawai

Bahan baku

Top 3 Permasalahan Aspek Biaya Operasional 

22,22%

27,27%

27,27%

28,28%

31,99%

32,32%

37,04%

40,40%

48,48%

Kurang efisien dalam proses dokumentasi bukti
pembayaran

Lamanya waktu proses pemesanan makanan

Kurang/berlebih terkait jumlah bahan baku

Peralatan yang sudah lama dan tidak efisien

Kesulitan dalam mendapatkan/mempertahankan pegawai

Kesulitan dalam peningkatan kompetensi pegawai

Meningkatkan kualitas masakan & praktik bisnis

Mengelola rumah makan secara manual

Pegawai kurang/tidak produktif

Top 3 Permasalahan Aspek Produktifitas Usaha
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10,03%

12,37%

13,38%

16,05%

29,43%

33,11%

35,12%

38,13%

44,82%

61,54%

Mahalnya biaya pengantaran makanan

Konsumen memberi feedback yang buruk di social media

Konsumen lebih banyak datang hanya jika ada
diskon/cashback

Kurangnya/tidak ada jasa catering

Program iklan dan pemasaran tidak sesuai dengan target
konsumen

Lokasi restoran tidak menarik

Konsumen baru tidak mau mencoba

Konsumen baru tidak menjadi konsumen setia

Mahalnya biaya iklan

Terlalu banyak kompetitor di lokasi usaha

Top 3 Permaslahan Aspek Pemasaran

5,67%

6,67%

12,00%

12,67%

14,33%

14,67%

16,33%

28,67%

39,00%

70,67%

73,00%

Rendahnya kualitas jasa logistik dari pensuplai

Kesalahan spesifikasi bahan baku pada saat barang
tersebut diterima dari pensuplai

Keterlambatan dalam menerima bahan mentah/baku

Cukupnya ketersediaan uang kas

Kurangnya informasi yang benar terkait harga pasar untuk
bahan baku

Kurangnya variasi terkait jenis bahan baku dari pensuplai

Kurangnya akses kepada berbagai macam
pensuplai/supplier dengan jaringan yang luas

Kesulitan dalam mendapatkan kualitas bahan baku yang
baik dari pensuplai

Faktor musiman untuk bahan baku jenis tertentu

Mahalnya harga bahan baku

Fluktuasi harga bahan baku

Top 3 Permasalahan Aspek Suplai Bahan Baku
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29,39%

33,11%

35,81%

41,55%

41,89%

44,59%

65,20%

Kurangnya meja dan kursi

Konsumen komplain mengenai daftar menu yang tidak up
to date

Konsumen mengantri saat memesan/membayar

Kurangnya pegawai dalam melayani konsumen

Kesulitan dalam mengatur meja dan konsumen saat
rumah makan penuh

Konsumen komplain mengenai kesalahan makanan yang
mereka pesan

Konsumen menunggu lama untuk makanan yang mereka
pesan

Top 3 Permasalahan Aspek Pelayanan Pelanggan

15,77%

27,18%

30,87%

38,93%

39,93%

43,62%

48,32%

49,66%

Biaya pengembangan produk baru mahal

Memiliki resep unik yang sulit ditiru kompetitor

Menentukan harga yang pas untuk produk baru

Strategi pemasaran untuk produk baru

Meningkatkan kapasitas produksi dalam skala besar
dengan standar kualitas produk yang sama

Mendapatkan ide orisinil dalam pengembangan produk
baru

Memeriksa selera konsumen terkait produk baru

Mengetahui variasi produk-produk tipe apa saja yang
diinginkan konsumen

Top 3 Permasalahan Aspek Pengembangan Produk Baru
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34,27%

65,73%

Memiliki sertifikat halal

Belum memiliki sertifikat halal

Sertifikasi Produk Halal

8,74%

14,56%

20,39%

54,37%

Meningkatkan omset bisnis anda

Mengikuti program pendampingan dari pemerintah

Konsumen mempertanyakan kehalalan produk anda

Prinsip anda berbisnis secara Islami

Top 1 Alasan Mengurus Sertifikasi Halal
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9,28%

14,95%

22,16%

25,77%

25,77%

Faktor biaya untuk mendapatkan sertifikat halal

Adanya sertifikat halal tidak akan mempengaruhi bisnis
anda

Faktor administrasi dalam mengurus sertifikasi

Kurang mendapatkan informasi mengenai program-
program pemerintah terkait halal

Tidak memahami tata cara mengurus sertifikasi halal

Top 1 Kendala Dalam Mengurus Sertifikasi Halal

3,15%

96,85%

Mendapat pembiayaan syariah

Belum mendapat pembiayaan syariah

Pembiayaan Syariah
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Industri halal merupakan arus perekonomian baru yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Selain karena mayoritas populasinya menganut agama islam, terjadi pula peralihan gaya hidup menjadi lebih sadar 
akan label halal dan thayyib. Dilansir dari Laporan State of the Global Islamic Economy, belanja total untuk industri 
halal yang mencapai 218,8 dollar AS pada Tahun 2017. Kini, industri halal Indonesia menjadi ceruk pasar yang 
potensial dan terus berkembang. Oleh karenanya, penting untuk mempersiapkan diri guna menangkap peluang 
menjadi produsen produk halal pasar Muslim dalam negeri. 
 
Berbicara mengenai best practices, Jawa Barat mengejawantahkan gaung industri halal dalam Misi Jawa Barat 
Tahun 2018-2023 yang keempat, άƳŜƴƛƴƎƪŀǘƪŀƴ ǇǊƻŘǳƪǘƛǾƛǘŀǎ Řŀƴ Řŀȅŀ ǎŀƛƴƎ Ŝƪƻnomi umat yang sejahtera dan 
ŀŘƛƭέΦ Misi tersebut mengemban prioritas pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi. Makna umat yang tersirat 
tidak hanya terbatŀǎ ǇŀŘŀ ŎŀƪǳǇŀƴ ŀƎŀƳŀ ƛǎƭŀƳΣ ƴŀƳǳƴ ƭŜōƛƘ ƭǳŀǎ ƭŀƎƛΣ ǳƳŀǘ ŘƛƳŀƪƴŀƛ ǎŜōŀƎŀƛ άƳŀǎȅŀǊŀƪŀǘέ ŀǘŀǳ 
άōŀƴƎǎŀέ (KBBI, 2019). Lantas, misi tersebut dikonkritkan berupa program pembangunan daerah seperti 
Millennial Juara, Budaya Juara, Wirausaha Juara, dan Ekonomi Kreatif Juara. Dengan demikian, produk kebijakan 
ekonomi umat yang dikembangkan melalui industri halal di Jawa Barat selaras dengan misi dari hulu dan mampu 
diintegrasikan dalam program pembangunan di hilir. 
 
Kebijakan terkait industri halal ini diharapkan secara riil mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB), Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB, Laju Pertumbuhan Sektor Industri, dan Laju Pertumbuhan Sektor 
Perdagangan. Lebih jauh lagi, pengembangan industri halal diharapkan mampu menimbulkan multiplier effect 
seperti Produk Domestik Bruto Indonesia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, berkurangnya angka kemiskinan juga 
angka pengangguran, menguatnya nilai tukar rupiah, menurunnya angka inflasi dan perolehan penghargaan 
ekonomi syariah baik pada level nasional maupun internasional. Sebagai bentuk evaluasi kinerja, indikator yang 
dipilih merupakan indikator ekonomi yang dapat terukur dan terlingkup dalam 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Gubernur Provinsi Jawa Barat. 
 
Provinsi Jawa Barat telah mengkaji dan menyusun peta jalan pengembangan kebijakan ekonomi syariah untuk 
2020-2025 melalui studi lapangan, survey, dan analisis data sekunder terkait sektor industri halal. Studi lapangan 
dilakukan di seluruh Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat untuk memetakan apa yang kini direncanakan dan 
apa yang telah dilaksanakan terkait dengan kebijakan ekonomi syariah. Survey dilaksanakan pada pemangku 
kebijakan untuk menentukan sektor industri halal mana yang harus diprioritaskan melalui rangkaian Focus Group 
Discussion (FGD) dan penentuan prioritas dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Kemudian analisis 
data sekunder yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat mengenai sektor industri halal. 
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